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PRAKATA

Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk memper-
oleh pendidikan yang layak dan setara, Kementerian Pendidikan 

merancang program sekolah inklusi. Tujuannnya ialah memfasilitasi anak 
berkebutuhan khusus untuk bersekolah di tempat yang sama dengan siswa 
reguler. Pencapaian tujuan ini memerlukan komitmen di antara pemangku 
kepentingan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas 
agar anak berkebutuhan khusus tidak merasa terasingkan.

Selain bertujuan memberikan pelayanan pendidikan yang sama, pendi-
dikan inklusi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyara-
kat dan tenaga pendidik akan pentingnya pendidikan inklusi. Hal ini karena 
masih banyak yang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus yang 
bersekolah di sekolah reguler hanya membawa beban. Oleh sebab itu, perlu 
adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada semua pihak tentang tujuan 
dasar pendidikan inklusi. 

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia tampaknya masih meng-
hadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan guru yang kompeten, 
minimnya fasilitas yang mendukung, dan masih adanya budaya diskrimi-
natif di sekolah yang berujung pada perundungan. Tantangan-tantangan 
ini lambat laun akan membawa dampak negatif bagi keberlangsungan 
pendidikan inklusi. 

Adapun sekolah-sekolah yang telah mendeklarasikan diri sebagai 
sekolah inklusif juga belum mampu menghadapi tantangan-tantangan 
tersebut karena minimnya pelatihan bagi guru. Guru merasa adanya beban 
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kerja ganda karena harus menyusun RPP yang adaptif, melakukan asesmen 
individual, dan menjalin komunikasi intensif dengan orang tua siswa di 
samping mengajar siswa reguler yang dalam satu kelas berjumlah 30 hingga 
40 siswa. Perasaan ini kemudian berdampak pada penurunan motivasi 
kerja, kelelahan emosional, dan menurunnya kreativitas dalam mengajar.

Dengan adanya tantangan dan hambatan tersebut, perlu adanya kola-
borasi dari pemerintah, sekolah, dan orang tua agar pendidikan inklusi 
dapat mencapai tujuannya. Semua pihak hendaknya selalu berupaya untuk 
mendampingi anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan dan 
pembelajaran yang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dengan 
strategi dan media pembelajaran yang tepat, anak berkebutuhan khusus 
akan mampu mencapai potensi optimalnya dan hidup secara mandiri.
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BAB I
KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSI

Khoirul Ulum

Pengertian Pendidikan Inklusi
Pendidikan inklusi adalah bagian dari metode pendidikan untuk memberi-
kan pelayanan yang setara bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan 
khusus agar dapat belajar di lembaga pendidikan yang sama. Pendidikan 
inklusi tidak hanya berbicara soal kemampuan untuk memasuki ruang kelas 
secara fisik, tetapi juga melibatkan penerimaan sosial, penyesuaian materi 
ajar, serta pendekatan belajar yang fleksibel untuk memenuhi beragam 
kebutuhan siswa.

Istilah “inklusi” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yakni 
inclusio yang berarti ‘penyertaan’ atau ‘memasukkan ke dalam’. Adapun 
dalam konteks bahasa Yunani Modern, istilah yang sering digunakan untuk 
merujuk pada makna inklusi khususnya dalam dunia pendidikan adalah 
entaxi yang berarti ‘integrasi’ atau ‘penyatuan’. Istilah ini secara luas digu-
nakan dalam kebijakan dan praktik pendidikan di berbagai negara Eropa, 
termasuk Yunani untuk menggambarkan proses integrasi siswa berkebu-
tuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum. Artian ini merujuk pada 
penyertaan semua siswa dalam proses pendidikan tanpa diskriminasi.
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Pengertian pendidikan inklusi secara komprehesif telah dijabarkan 
oleh beberapa ahli. Menurut Stainback (1990), pendidikan inklusi adalah 
upaya penataan kembali sistem sekolah agar semua peserta didik dapat 
memandang perbedaan dalam belajar dan berpartisipasi bersama di satu 
lingkungan sekolah. Menurut Sujatmiko (2006), pendidikan inklusi adalah 
sistem layanan pendidikan yang mengakomodasi semua anak, termasuk 
anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan pendidikan yang sama 
untuk mengembangkan potensi secara optimal.

Menurut Sunardi (2011), pendidikan inklusi merupakan pendekatan 
pendidikan yang berupaya menghilangkan hambatan dalam pembelajaran 
terhadap semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus di sekolah 
umum. Menurut Dyson (2001), pendidikan inklusi tidak hanya menyang-
kut anak-anak dengan disabilitas; tetapi komitmen menyeluruh untuk 
mendidik semua anak bersama-sama dalam satu sistem. Menurut Sodiq 
(2011), pendidikan inklusi berarti menyediakan pendidikan yang layak dan 
adil untuk semua anak, termasuk mereka yang memiliki perbedaan fisik, 
intelektual, sosial, maupun emosional.

Menurut Johnsen B. & Skjorten (2004), pendidikan inklusi merupakan 
konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua 
orang tanpa kecuali. Menurut Sutjihati Somantri (2007), pendidikan inklusi 
adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat 
secara penuh di kelas reguler.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
inklusi bukanlah kerangka teoretis; melainkan suatu metode yang membantu 
semua anak bahkan mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam ling-
kungan belajar yang sama. Setiap anak dengan beragam latar belakang 
berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan mendukung. 
Dengan begitu, pendidikan inklusif harus mampu membuka cara pandang 
dunia akan perbedaan yang menjadi hal wajar dan patut dihargai. 

Pada akhirnya, pendidikan inklusi mencerminkan komitmen untuk 
membangun sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan benar-benar melihat 
potensi setiap individu sebagai manusia yang layak tumbuh dan berkem-
bang tanpa diskriminasi. Konsep yang demikian kemudian dikenal sebagai 
pendidikan yang memanusiakan manusia.
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Sejarah Munculnya Pendidikan Inklusi
Pendidikan inklusi yang dulunya dikenal dengan pendidikan bagi anak-
anak berkebutuhan khusus sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Tepatnya 
ketika orang-orang seperti Jean-Marc Gaspard Itard berusaha mendidik 
Victor, anak liar dari Aveyron, dengan menggunakan metode pengajaran 
yang terstruktur (Winzer, 1993). Percobaan ini diteruskan muridnya, yaitu 
Edouard Séguin dengan menngembangkan pendekatan khusus untuk 
anak-anak tunagrahita (Smith, 2007) yang saat ini dikenal dengan disabi-
litas intelektual. Meskipun pada masa itu pandangan masyarakat terhadap 
penyandang disabilitas masih negatif, upaya tersebut menjadi titik awal 
bagi pendidikan khusus yang kemudian berkembang dalam bentuk sekolah 
segregatif.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara di Eropa dan 
Amerika Serikat mendirikan sekolah-sekolah khusus yang memisahkan 
anak-anak penyandang disabilitas dari pendidikan umum. Tujuan awalnya 
adalah memberikan perhatian khusus, tetapi pemisahan ini justru mencip-
takan stigma dan diskriminasi sosial (Farrell, 2004). Hal ini menimbulkan 
kritik dari berbagai pihak yang mendorong munculnya gerakan pendidikan 
integratif dan selanjutnya pendidikan inklusi.

Perkembangan gagasan pendidikan inklusi semakin kuat seiring 
munculnya pemikiran hak asasi manusia seusai Perang Dunia II. Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvensi Hak Anak (1989) 
menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan 
tanpa diskriminasi (Hafiz, 2017). Momentum besar lainnya terjadi mela-
lui The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 
Education yang dideklarasikan oleh UNESCO pada tahun 1994. Deklarasi 
ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan langkah strategis 
untuk mencapai pendidikan untuk semua dan membangun masyarakat 
yang ramah perbedaan. Sejak saat itu, banyak negara mulai mengadopsi 
pendidikan inklusi dalam kebijakan termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, pendekatan pendidikan inklusi mulai mendapat tempat 
secara formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (2) dise-
butkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
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mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” 
Ketentuan ini menjadi dasar hukum lahirnya berbagai kebijakan pendidikan 
inklusi di Indonesia. 

Kementerian Pendidikan kemudian merancang program sekolah 
inklusi sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 
layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus tanpa harus dipisahkan 
dari sekolah reguler. Pada 2004, beberapa sekolah ditunjuk sebagai seko-
lah rintisan inklusi dan sejak saat itu pula jumlahnya terus meningkat di 
berbagai daerah. Penyelenggaraan pendidikan inklusi diperkuat lagi melalui 
Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi 
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/atau Bakat Istimewa—peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

Namun, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih mengha-
dapi tantangan; antara lain keterbatasan guru yang kompeten, minimnya 
fasilitas pendukung, serta masih adanya stigma sosial terhadap anak berke-
butuhan khusus. Meskipun demikian, pendidikan inklusi tetap menjadi 
komitmen nasional untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil 
dan manusiawi.

Tujuan Pendidikan Inklusi
Secara sederhana tujuan pendidikan inklusi ialah untuk memastikan bahwa 
semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran 
yang berkualitas. Konsep pendidikan inklusi menekankan penghapusan 
hambatan belajar dan partisipasi serta pengakuan terhadap keberagaman 
sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Lebih kompleks, tujuan pendidikan 
inklusi dibagi menjadi dua; yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum 
pendidikan inklusi berkaitan dengan pemerataan pendidikan dan pengu-
atan nilai-nilai sosial sebagaimana penjelasan berikut. 
1.	 Memberikan hak yang sama

Pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan belajar yang 
sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) 
tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi 
fisik dan mental.
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2.	 Mewujudkan pendidikan berkeadilan
Sistem pendidikan yang inklusif menciptakan lingkungan yang adil dan 
mendorong setiap peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.

3.	 Menghapus diskriminasi pendidikan
Salah satu tujuan mendasar pendidikan inklusi adalah menghilangkan 
segregasi dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh anak berke-
butuhan khusus.

4.	 Meningkatkan partisipatif sosial dan akademik
Melalui pendidikan inklusif, siswa diajak untuk aktif berpartisipasi 
dalam kegiatan belajar mengajar secara sosial dan akademik.

5.	 Membangun masyarakat yang ramah terhadap perbedaan
Pendidikan inklusi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga 
pada masyarakat. Nilai toleransi, empati, dan kebersamaan dikem-
bangkan sejak dini.

Sementara itu, tujuan khusus pendidikan inklusi mencakup memberi-
kan layanan pendidikan yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus 
di sekolah reguler, mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan 
khusus secara optimal sesuai bakat dan minatnya, serta meningkatkan 
kesadaran masyarakat dan tenaga pendidik tentang pentingnya pendidikan 
inklusi. Dengan demikian, pendidikan inklusi bertujuan untuk mencipta-
kan sistem pendidikan yang adil dan merata. Tanpa terkecuali, peserta didik 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal 
sesuai dengan potensi kebutuhannya masing-masing.

Ruang Lingkup Pendidikan Inklusi
Ruang lingkup pendidikan inklusi mencakup seluruh aspek yang mendu-
kung keterlibatan aktif semua peserta didik dalam proses pembelajaran di 
lingkungan sekolah tanpa terkecuali. Berikut aspek-aspek yang dimaksud.
1.	 Manajemen kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan elemen krusial dalam penyeleng-
garaan pendidikan inklusi yang perlu mendapatkan perhatian khusus 
serta pengelolaan yang lebih intensif. Hal ini karena karakteristik 
peserta didik yang jauh lebih beragam, baik dari segi latar belakang, 
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kemampuan, kebutuhan belajar, maupun gaya belajar jika dibanding-
kan dengan peserta didik pada pendidikan regular (Yulianto, 2018). 

Keberagaman ini menuntut pendekatan manajerial yang adaptif 
dan responsif agar setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan 
yang sesuai dan adil. Tujuan utama dari manajemen kesiswaan dalam 
konteks pendidikan inklusi adalah untuk menciptakan iklim pembel-
ajaran yang kondusif, tertib, dan terorganisir dengan baik. Dengan 
demikian, seluruh proses belajar mengajar dapat berlangsung secara 
efektif dan efisien serta mampu mengakomodasi kebutuhan siswa demi 
tercapainya tujuan pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan.

2.	 Kurikulum yang fleksibel
Kurikulum yang fleksibel merupakan komponen penting dalam pendi-
dikan inklusi karena memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan, 
potensi, dan karakteristik peserta didik yang beragam. Dalam konteks 
ini, kurikulum fleksibel yang dimaksud adalah tidak bersifat kaku atau 
seragam. Akan tetapi, lebih adaptif dalam aspek tujuan, isi, strategi 
pembelajaran, hingga penilaian. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap 
siswa termasuk yang memiliki hambatan belajar atau kebutuhan khusus 
untuk memperoleh pengalaman belajar yang setara dan bermakna.

3.	 Pendidik dan kependidikan
Tenaga pendidik merupakan kunci utama dalam keberhasilan imple-
mentasi pendidikan inklusi. Guru di sekolah inklusi harus memiliki 
kompetensi dalam pembelajaran diferensiasi, pemahaman karakter-
istik peserta didik berkebutuhan khusus, serta kemampuan mencip-
takan lingkungan belajar yang ramah dan partisipatif. Tidak hanya 
menyampaikan materi, guru juga berperan sebagai fasilitator yang 
memahami kebutuhan siswa. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan 
serta penguatan kapasitas profesional menjadi kebutuhan mutlak dalam 
membentuk guru inklusi (Sunaryo, 2011).

Di sisi lain, tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, staf admi-
nistrasi, dan petugas layanan khusus juga memainkan peran strategis 
dalam mendukung ekosistem pendidikan inklusi. Kepala sekolah, 
misalnya, perlu menetapkan kebijakan yang menjamin akses pendi-
dikan yang adil dan tidak diskriminatif serta mendukung kolabo-
rasi antarpihak dalam pelayanan siswa berkebutuhan khusus. Tanpa 
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koordinasi dan dukungan struktural dari tenaga kependidikan, pelak-
sanaan pendidikan inklusi tidak akan optimal.

4.	 Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam mendu-
kung terciptanya lingkungan pendidikan inklusi yang aksesibel dan 
ramah bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. 
Fasilitas-fasilitas yang meliputi ruang kelas ramah disabilitas, jalur 
kursi roda, toilet aksesibel, media pembelajaran adaptif, dan teknologi 
pendukung menjadi syarat utama dalam menjamin kenyamanan dan 
partisipasi siswa secara setara. Tanpa dukungan fisik yang memadai, 
prinsip kesetaraan dalam pendidikan inklusi sulit diwujudkan.

Selain aspek fisik, prasarana non-fisik seperti sistem informasi, 
layanan konseling, dan perangkat asesmen individual juga sangat 
krusial. Sekolah inklusi perlu memastikan bahwa seluruh infrastruktur 
yang disediakan mampu menunjang proses belajar mengajar secara 
optimal bagi siswa dengan keragaman kebutuhan. Hal ini sejalan 
dengan semangat pendidikan inklusi yang menempatkan keberagaman 
sebagai kekuatan, bukan hambatan.

5.	 Administrasi
Administrasi yang konstruktif dalam pendidikan inklusi mencakup 
sistem pendanaan dan pengelolaan keuangan secara transparan, teren-
cana, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seluruh peserta 
didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif membu-
tuhkan anggaran tambahan untuk menyediakan sarana aksesibel, 
pelatihan guru, pengadaan media pembelajaran adaptif, hingga layanan 
pendukung seperti terapi atau konseling. Oleh karena itu, pengelolaan 
dana harus dilakukan secara strategis dan proporsional agar tujuan 
inklusivitas benar-benar tercapai.

6.	 Integrasi lingkungan
Integrasi lingkungan dalam pendidikan inklusi menekankan penting-
nya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung proses pembel-
ajaran dan kehidupan sekolah yang inklusif. Sekolah tidak berdiri 
sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas 
bahwa nilai-nilai inklusi dan keberagaman harus diperkuat secara 
bersama. Hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat dapat 
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membangun lingkungan yang ramah, mendukung, dan responsif terha-
dap kebutuhan seluruh peserta didik terutama mereka yang memiliki 
kebutuhan khusus (Siti Hajah Nuraeni, 2016).

Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kolaborasi 
dengan orang tua, organisasi kemasyarakatan, serta pihak-pihak 
terkait lainnya untuk menciptakan budaya inklusif yang berkelanjutan. 
Dukungan dari masyarakat berupa sumber daya, advokasi, serta pene-
rimaan sosial berkontribusi besar dalam memperkuat implementasi 
pendidikan inklusif di sekolah. Dengan demikian, integrasi lingkungan 
yang kuat menjadikan sekolah sebagai pusat belajar yang inklusif seka-
ligus ruang sosial yang menghargai perbedaan dan memberdayakan 
setiap individu.

Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi
Pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan 
akses dan kesempatan bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang 
memiliki kebutuhan khusus. Konsep ini berlandaskan prinsip keadilan 
sosial dan penghormatan terhadap keberagaman sehingga setiap anak 
dapat belajar bersama dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung 
perkembangan optimalnya. Prinsip-prinsip pendidikan inklusi yang dapat 
diterapkan dijabarkan dalam lima poin berikut.
1.	 Kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan

Dalam pendidikan inklusi, semua anak tanpa memandang kondisi fisik, 
mental, sosial, dan latar belakangnya berhak mendapatkan layanan 
pendidikan yang bermutu dan setara. Sekolah inklusif harus mampu 
menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi penuh anak 
dalam proses pembelajaran. Prinsip ini selaras dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

2.	 Penghormatan terhadap keberagaman
Keberagaman peserta didik dipandang sebagai kekayaan yang memper-
kaya proses belajar. Pendidikan inklusi mendorong terciptanya ling-
kungan yang menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam hal 
kemampuan, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial ekonomi. 
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Sikap inklusif ini penting untuk membangun rasa saling menghormati 
dan solidaritas di antara peserta didik.

3.	 Partisipasi aktif seluruh peserta didik
Pendidikan inklusi mengedepankan keterlibatan aktif semua siswa 
dalam proses belajar, baik dalam kegiatan akademik maupun sosial. 
Guru dan tenaga pendidik dituntut untuk mengembangkan strategi 
pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa sehingga setiap 
anak dapat mengaktualisasikan potensi dirinya.

4.	 Fleksibilitas kurikulum dan metode pembelajaran
Kurikulum dalam pendidikan inklusi dirancang agar dapat diadap-
tasi sesuai kebutuhan siswa. Pendekatan pembelajaran yang variatif 
dan inovatif diperlukan untuk mengakomodasi berbagai gaya serta 
kemampuan belajar sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dalam 
proses pendidikan.

5.	 Kolaborasi dan dukungan multidisipliner
Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada kerja sama 
antara guru, orang tua, tenaga ahli, dan komunitas. Sinergi ini penting 
untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan mendukung 
perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan lingkungan 
pendidikan yang inklusif dan ramah, mampu menghilangkan diskrimi-
nasi, serta memberikan kesempatan bagi semua anak untuk berkembang. 
Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya memenuhi aspek pendi-
dikan; tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil 
dan berkeadaban.

Model Pendidikan Inklusi
Model pendidikan inklusi merupakan kerangka atau pendekatan yang 
digunakan untuk mengimplementasikan prinsip inklusi dalam praktik 
pendidikan sehari-hari. Model ini menitikberatkan pada cara penyelengga-
raan pendidikan yang memungkinkan seluruh peserta didik termasuk anak 
dengan kebutuhan khusus belajar bersama di lingkungan sekolah reguler 
dengan dukungan yang sesuai. Berikut beberapa model pendidikan inklusi 
yang umum diterapkan di Indonesia.



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)10

1.	 Model integrasi
Pada model ini, anak-anak dengan kebutuhan khusus ditempatkan di 
sekolah reguler dengan pembelajaran yang masih bersifat terpisah dan 
khusus sesuai kebutuhan masing-masing. Dukungan layanan khusus 
biasanya diberikan di luar jam pelajaran reguler. Model ini menjadi 
tahap awal dalam pengembangan pendidikan inklusi dengan tujuan 
memperkenalkan anak berkebutuhan khusus ke lingkungan sekolah 
umum.

2.	 Model inklusi penuh
Model inklusi penuh menempatkan seluruh anak termasuk anak berke-
butuhan khusus belajar secara bersama-sama sepanjang waktu di kelas 
reguler tanpa pemisahan. Di sini, guru kelas bertanggung jawab penuh 
atas pembelajaran semua siswa dengan dukungan tenaga pendukung, 
seperti guru pendamping atau tenaga ahli sesuai kebutuhan siswa. 
Model ini menuntut adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran 
agar dapat diakses oleh semua peserta didik (Nurlita, 2022).

3.	 Model co-teaching (pengajaran kolaboratif)
Model ini melibatkan kerja sama antara guru kelas reguler dan guru 
khusus di dalam satu kelas. Keduanya bekerja secara kolaboratif dalam 
merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang 
inklusif. Pendekatan ini memungkinkan layanan khusus diberikan 
secara langsung dalam kelas reguler sehingga siswa dengan kebutuhan 
khusus mendapat perhatian yang optimal tanpa harus keluar dari kelas 
(Fithriyah, 2023).

4.	 Model supportive teaching (pembelajaran pendukung)
Pada model ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler 
dengan dukungan tambahan, baik dari guru pendamping, terapis, 
atau sumber daya lain. Dukungan ini bisa berupa adaptasi materi, alat 
bantu pembelajaran, atau layanan lain yang membantu siswa mengikuti 
pelajaran secara efektif.

5.	 Model resource room
Model resource room menyediakan ruang khusus di dalam seko-
lah reguler sebagai tempat bagi siswa berkebutuhan khusus untuk 
menerima layanan pembelajaran tambahan secara individual atau 
kelompok kecil. Setelah mendapatkan layanan, siswa kembali ke kelas 
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reguler untuk mengikuti pelajaran bersama teman-temannya. Model 
ini berfungsi sebagai fasilitas pendukung dalam sistem inklusi.

Penerapan model-model tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah, 
kebutuhan peserta didik, serta sumber daya yang tersedia. Keberhasilan 
pendidikan inklusi sangat bergantung pada pemilihan dan pengelolaan 
model yang tepat serta komitmen semua pihak dalam mendukung kebera-
gaman di lingkungan sekolah.
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BAB II 
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN 
PSIKOLOGIS PENDIDIKAN INKLUSI

Hermania Bhoki

Pendidikan inklusi merupakan kerangka pedagogis yang secara funda-
mental berpusat pada prinsip-prinsip kesetaraan dan pengakuan hete-

rogenitas peserta didik. Kerangka kerja ini secara eksplisit mencela semua 
manifestasi diskriminasi dan segregasi sambil menggarisbawahi pentingnya 
memastikan akses yang adil ke peluang pendidikan bagi semua individu, 
terlepas dari kesenjangan fisik, intelektual, sosial, budaya, atau ekonomi 
mereka. Dalam kerangka ini, penting untuk menelaah secara mendalam 
landasan filosofis, yuridis, dan psikologis sebagai dasar yang memandu kebi-
jakan serta praktik pendidikan inklusi secara sistematis dan berkelanjutan. 

Landasan filosofis memberikan arah nilai dan tujuan pendidikan yang 
menghargai martabat manusia, keberagaman, dan hak untuk berkembang 
secara optimal. Sementara itu, landasan yuridis menegaskan bahwa pendi-
dikan inklusi bukan sekadar wacana moral; melainkan juga mandat hukum 
yang diatur dalam berbagai regulasi nasional dan instrumen hukum interna-
sional seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Adapun 
landasan psikologis berperan penting dalam memahami kebutuhan peserta 
didik yang beragam. Teori perkembangan, teori belajar, serta pendekatan 



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)14

psikologis seperti humanistik dan konstruktivistik menjadi acuan dalam 
menciptakan lingkungan belajar yang responsif, suportif, dan transformatif. 
Oleh karena itu, integrasi ketiga landasan ini menjadi kunci dalam memba-
ngun sistem pendidikan inklusif yang bermutu dan berkeadilan.

Landasan Filosofis Pendidikan Inklusi 
Landasan filosofis pendidikan inklusi merupakan pijakan penting dalam 
merumuskan prinsip dan praktik pembelajaran yang menghargai kebera-
gaman peserta didik. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai kerangka berpi-
kir normatif yang menuntun pendidik dan pembuat kebijakan dalam 
memahami nilai-nilai fundamental kemanusiaan, termasuk pengakuan 
atas martabat dan hak setiap individu dalam memperoleh pendidikan yang 
adil dan setara (Aguilar dkk., 2017). Dalam konteks ini, pendidikan tidak 
hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan; tetapi juga sarana 
pembebasan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh 
(Freire, 2020). Dengan demikian, pendidikan inklusi menuntut adanya 
orientasi filosofis yang menolak diskriminasi dan mendorong partisipasi 
aktif semua peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Pemikiran filosofis, seperti humanisme, eksistensialisme, konstrukti-
visme, dan progresivisme memberikan kontribusi terhadap prinsip-prinsip 
dasar pendidikan inklusi. Landasan filsafat humanisme dalam pendidikan 
inklusi menekankan pentingnya penghargaan terhadap keunikan individu 
dan pengembangan potensi personal dalam lingkungan yang mendukung 
dan empatik. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa setiap manusia 
memiliki kapasitas bawaan untuk tumbuh, belajar, dan mencapai aktualisasi 
diri sepanjang diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat (Hopper, 
2020; Rogers, 1969). 

Dalam konteks pendidikan inklusi, humanisme berperan penting 
untuk membangun suasana belajar yang memanusiakan peserta didik serta 
menghargai keberagaman kebutuhan, latar belakang, dan kemampuan 
mereka. Pendidikan yang berlandaskan humanisme tidak hanya berfokus 
pada capaian akademik, tetapi juga pada perkembangan emosional, sosial, 
dan moral siswa. Guru dalam pendekatan ini diposisikan bukan seba-
gai otoritas tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing yang 
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memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi, berpartisipasi 
aktif, dan merasa dihargai dalam proses pembelajaran (Cornelius-White, 
2007). Lingkungan belajar yang empatik dan tidak menghakimi terbukti 
mampu meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan keterlibatan peserta 
didik secara positif (Tamrat, 2020). Dengan demikian, prinsip-prinsip 
humanisme memberikan fondasi yang kuat bagi praktik pendidikan inklusif 
yang berorientasi pada keadilan, kasih sayang, dan pengembangan potensi 
semua peserta didik tanpa kecuali.

Kemudian, landasan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan inklusi 
memberikan penekanan kuat pada kebebasan individu, tanggung jawab 
personal, dan pencarian makna hidup dalam proses eksistensi manusia 
(Wibowo, 2011). Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme menekan-
kan bahwa peserta didik adalah subjek aktif yang memiliki kebebasan 
untuk memilih serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil 
dalam kehidupannya, termasuk dalam proses belajar (Suastra dkk., 2023). 
Kebebasan memilih ini menjadi fondasi penting dalam pendidikan inklusi 
karena memberikan pengakuan penuh terhadap keberagaman latar bela-
kang, minat, dan pilihan hidup peserta didik. Eksistensialisme menolak 
pendekatan pedagogi yang bersifat deterministik dan seragam yang memak-
sakan standar tunggal terhadap semua siswa. Sebaliknya, pendekatan ini 
mendorong pengakuan terhadap perbedaan sebagai bagian integral dari 
eksistensi manusia (Cornelius-White, 2007). 

Dalam praktiknya, guru dituntut menciptakan ruang belajar yang 
memberi kebebasan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat, 
mengeksplorasi identitas, dan membangun makna belajar berdasarkan 
pengalaman hidup mereka. Hal ini penting dalam pendidikan inklusi yang 
menghargai peserta didik dengan kebutuhan khusus sebagai pribadi utuh, 
bukan sekadar objek layanan pendidikan. Dengan demikian, eksistensi-
alisme memberikan kontribusi filosofis yang penting dalam pendidikan 
inklusif dengan menempatkan kebebasan dan tanggung jawab sebagai dua 
kutub utama dalam pembelajaran yang manusiawi, reflektif, dan bermakna.

Selanjutnya, landasan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan 
inklusi menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditrans-
fer secara pasif dari guru ke siswa; melainkan dibangun secara aktif oleh 
peserta didik melalui pengalaman dan interaksi sosial (Carvalho dkk., 
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2023). Dalam kerangka konstruktivisme, peserta didik dianggap sebagai 
subjek yang aktif dan reflektif dalam proses belajar, bukan sekadar objek 
yang menerima informasi secara pasif. Pandangan ini menegaskan bahwa 
makna dan pemahaman terbentuk melalui proses eksplorasi, refleksi, serta 
keterlibatan dalam lingkungan belajar yang mendukung. 

Jean Piaget dalam Prasetyo (2020) menekankan bahwa pembelajaran 
terjadi ketika individu mengalami ketidakseimbangan antara skema kognitif 
yang telah dimiliki dan informasi baru sehingga diperlukan proses asimi-
lasi dan akomodasi untuk mencapai pemahaman yang lebih kompleks 
Sementara itu, Lev Vygotsky dalam ulasan Lasmawan & Budiarta (2020) 
menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, khususnya 
melalui konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) dan peran scaffolding 
oleh guru atau teman sebaya. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa proses 
membangun pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan 
pengalaman pribadi. 

Dalam konteks pendidikan inklusi, konstruktivisme memberikan 
pijakan penting bagi pengembangan strategi pembelajaran yang responsif 
terhadap keragaman peserta didik. Guru perlu merancang aktivitas belajar 
yang kontekstual, kolaboratif, dan memberikan ruang bagi peserta didik 
untuk membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan gaya belajar dan 
kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, pendekatan konstruktivis 
memperkuat prinsip pendidikan inklusi yang menghargai potensi dan 
keunikan setiap peserta didik secara aktif dan setara.

Adapun landasan filsafat progresivisme dalam pendidikan inklusi 
yang diperkenalkan oleh John Dewey juga memberikan landasan penting 
bagi pengembangan pendidikan inklusi yang demokratis dan humanistik. 
Dewey dalam Ye & Shih, (2021) menekankan bahwa proses pendidikan 
harus berpusat pada pengalaman nyata peserta didik, bukan sekadar trans-
fer pengetahuan dari guru ke murid. Jadi, penting bagi guru untuk meng-
hadirkan pengalaman belajar yang bersifat partisipatif, demokratis, dan 
relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Oleh karena itu, sekolah 
harus menjadi miniatur masyarakat demokratis yang memberikan ruang 
bagi semua peserta didik untuk tumbuh dan berkembang bersama sehingga 
pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta didik terlibat secara aktif 
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dan reflektif dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan 
intelektual. 

Dalam konteks pendidikan inklusi, gagasan Dewey menjadi sangat 
relevan karena menuntut sistem pendidikan yang terbuka, partisipatif, dan 
adaptif terhadap keragaman. Menurutnya, sekolah harus menjadi miniatur 
masyarakat demokratis sehingga semua peserta didik termasuk mereka 
dengan kebutuhan khusus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara 
setara dan bermakna (Biesta, 2016). Partisipasi ini tidak hanya bersifat 
fisik, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap suara, pengalaman, dan 
potensi individu. Penerapan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendi-
dikan inklusi dapat meningkatkan rasa memiliki, keterlibatan peserta didik, 
dan berkontribusi pada iklim belajar yang lebih positif dan mendukung 
perkembangan sosial-emosional siswa. Dengan demikian, progresivisme 
Dewey bukan hanya mendukung inklusi secara konseptual; melainkan juga 
membimbing praktik pedagogis yang lebih adil dan inklusif.

Selain Dewey, pendekatan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh 
Paulo Freire juga memberikan kontribusi terhadap paradigma pendidikan 
inklusi. Freire (2020) memandang pendidikan bukan sekadar proses transfer 
pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan sebuah proses dialogis 
yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kesadaran kritis terha-
dap realitas sosial mereka. Dalam kerangka pendidikan inklusi, pendekatan 
ini mendorong guru dan institusi pendidikan untuk tidak hanya menerima 
keberagaman, tetapi juga aktif dalam menghapuskan struktur-struktur 
yang menyebabkan marjinalisasi terhadap peserta didik dengan kebutuhan 
khusus. Freire juga menekankan bahwa pendidikan harus bersifat membe-
baskan (liberating), bukan menindas (oppressive). Dalam konteks peserta 
didik yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan baik karena 
disabilitas, kondisi sosial-ekonomi, maupun identitas budaya, pendekatan 
Freirean menjadi sangat relevan. Proses pendidikan yang dialogis dan 
partisipatif memungkinkan peserta didik untuk menjadi subjek aktif yang 
memahami posisi mereka dalam masyarakat dan memiliki kapasitas untuk 
mengubahnya (Darder, 2017). Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang 
berbasis pada pedagogi kritis bukan hanya mengakomodasi keberagaman, 
tetapi juga memberdayakan. Lebih jauh lagi, Freire memperkenalkan konsep 
conscientization atau penyadaran kritis, yakni proses individu menyadari 
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adanya ketidakadilan dalam struktur sosial dan didorong untuk mengambil 
tindakan transformatif (Magee & Pherali, 2019). 

Pendidikan inklusi mendapat landasan yang kuat dari pendekatan 
pedagogi kritis Paulo Freire. Freire menolak pendekatan pendidikan tradi-
sional yang bersifat banking concept atau deposisional yang mana guru 
memosisikan diri sebagai pemberi pengetahuan dan peserta didik hanya 
sebagai penerima pasif (McKernan, 2007). Sebagai gantinya, ia mendorong 
model pendidikan yang dialogis, reflektif, dan membebaskan sehingga 
peserta didik diajak untuk menyadari kondisi sosial-politik dan diberda-
yakan untuk melakukan perubahan. 

Dalam konteks pendidikan inklusi, pemikiran Freire sangat relevan 
karena menempatkan peserta didik khususnya mereka yang termarjinalkan 
karena perbedaan kemampuan sebagai subjek aktif dalam proses pendi-
dikan. Pendidikan yang inklusif, bukan sekadar membuka akses fisik ke 
ruang kelas; melainkan juga menyediakan ruang untuk pengakuan identitas, 
pengalaman, dan suara peserta didik (Thomas, 2013). Hal ini menuntut 
transformasi dalam hubungan kekuasaan di dalam kelas agar terjadi relasi 
yang egaliter antara guru dan peserta didik. Pendekatan ini memperkuat 
tujuan pendidikan inklusi sebagai proses pemberdayaan sosial. Akibatnya, 
pendidikan inklusif yang didasarkan pada pedagogi kritis memiliki kapa-
sitas besar untuk membangun kerangka pendidikan yang adil, partisipatif, 
dan transformatif bagi semua individu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa landasan filosofis 
bukan sekadar wacana teoretis, melainkan dasar etis dan praksis yang 
menentukan arah pendidikan inklusi. Ketika prinsip-prinsip filosofis dite-
rapkan secara konsisten dalam kebijakan dan praktik pendidikan, akan 
tercipta sistem pembelajaran yang tidak hanya menghormati hak setiap 
peserta didik; tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen 
perubahan dalam masyarakat. Pendidikan inklusif yang berlandaskan filo-
sofi kemanusiaan dan keadilan sosial pada akhirnya akan membentuk ling-
kungan pendidikan yang lebih bermakna, transformatif, dan berkeadaban. 

Landasan filosofis tentang manusia sebagai makhluk yang unik dan 
bermartabat mengharuskan sistem pendidikan untuk menghargai setiap 
individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi menjadi 
manifestasi konkret dari penghargaan terhadap martabat manusia. Prinsip 
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dasar ini selaras dengan gagasan filsuf seperti Immanuel Kant yang menya-
takan bahwa manusia adalah tujuan, bukan alat bagi tujuan lain. Prinsip 
dasar pendidikan inklusi menempatkan manusia sebagai subjek utama yang 
harus dihormati martabat dan haknya secara utuh. Dalam Groundwork of 
the Metaphysics of Morals, Kant menyatakan bahwa setiap individu memi-
liki nilai intrinsik yang tidak dapat ditukar dengan nilai instrumental apa 
pun karena manusia memiliki rasionalitas dan kehendak bebas sebagai ciri 
khasnya (Warburton, 2020). 

Dalam konteks pendidikan inklusi, pemikiran ini mencerminkan 
bahwa setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sekalipun harus 
diperlakukan dengan hormat, diakui keunikannya, dan diberi ruang untuk 
berkembang sesuai potensinya. Pendekatan pendidikan yang memperalat 
peserta didik hanya untuk memenuhi standar capaian akademik atau 
kepentingan institusi bertentangan dengan prinsip moral Kantian. Dengan 
demikian, pendidikan inklusif harus berorientasi pada pembentukan manu-
sia seutuhnya yang mencakup dimensi kognitif, afektif, sosial, dan spiritual 
(Kauffman dkk., 2022). Pentingnya etika dalam pengembangan kebijakan 
pendidikan inklusi yang berlandaskan pada penghormatan martabat manu-
sia mendorong terciptanya iklim sekolah yang lebih demokratis, partisipatif, 
dan empatik. Dengan menjadikan manusia sebagai tujuan, pendidikan 
dapat berfungsi sebagai alat emansipasi, bukan penyeragaman (Slee, 2018). 

Penghargaan terhadap martabat manusia sebagaimana dikemukakan 
oleh Kant membentuk landasan filosofis yang kuat dalam membangun 
iklim sekolah yang demokratis, partisipatif, dan empatik. Dalam ruang 
kelas inklusif, hal ini diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pendi-
dikan yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik, pengakuan atas 
perbedaan, serta pemberian dukungan yang setara. Prinsip otonomi moral 
yang dikedepankan Kant juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan 
bertindak berdasarkan prinsip etis yang dapat dijadikan hukum universal 
(Beauchamp dan Childres, 2016). Dengan demikian, pendidikan menjadi 
arena untuk membangun kesadaran moral, bukan hanya tempat mentrans-
fer pengetahuan.

Etika Kantian berperan penting dalam mengarahkan tujuan pendidikan 
sebagai proses emansipatif yang memberdayakan peserta didik. Pendidikan 
yang menghormati martabat manusia tidak lagi bersifat penyeragaman, 
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tetapi mendorong pengembangan potensi individu secara bebas dan 
bertanggung jawab. Kerangka ini sejalan dengan pendekatan pendidikan 
kritis dan inklusif yang melihat keberagaman sebagai kekayaan, bukan 
hambatan. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip etika Kantian dalam 
kebijakan pendidikan inklusi merupakan strategi filosofis untuk mencipta-
kan sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Landasan Yuridis Pendidikan Inklusi
Kerangka hukum yang mendasari pendidikan inklusif berkaitan dengan 
kompilasi peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang memastikan hak 
setiap individu untuk mengakses pendidikan secara adil tanpa diskriminasi. 
Pendidikan inklusif sebagai komponen integral dari hak asasi manusia telah 
diakui secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dasar hukum 
yang kuat menjadi elemen penting untuk mengimplementasikan prinsip 
inklusivitas dalam sistem pendidikan. 

Pada tahap global, deklarasi dan perjanjian formal seperti Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (1948) (Neal, 2019) dan Konvensi Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas (2006) semakin memperkuat hak anak-anak dengan 
kebutuhan khusus untuk terlibat secara komprehensif dalam sistem pendi-
dikan publik (Degener, 2017). Konvensi tersebut menyatakan bahwa negara 
harus memastikan sistem pendidikan inklusif pada semua tingkatan pendi-
dikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi bukan hanya ideal 
moral, melainkan juga kewajiban hukum bagi negara-negara yang mera-
tifikasi konvensi tersebut. 

Sangat penting untuk mengakui bahwa pendidikan merupakan hak 
asasi manusia yang tidak dapat dicabut dengan tanggung jawab hukum 
yang sesuai bagi negara untuk menjamin bahwa kerangka pendidikan 
mereka inklusif dan responsif terhadap beragam kebutuhan semua pelajar. 
Pendidikan inklusif melampaui aspirasi etis belaka dan itu mewakili kewa-
jiban yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah mendu-
kung Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sebagaimana 
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 24 konvensi tersebut 
dengan jelas menetapkan bahwa negara-negara pihak diberi mandat untuk 
memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan dan untuk 
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menyediakan akomodasi yang sesuai bagi pelajar penyandang disabilitas 
(Degener, 2017). 

Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai layanan sosial sekaligus 
hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dicabut. Mandat hukum 
bagi negara untuk menegakkan pendidikan inklusif membawa konsekuensi 
signifikan bagi kebijakan pendidikan, alokasi fiskal, dan praktik operasio-
nal. Negara berkewajiban untuk melampaui inisiatif retoris atau simbolis 
belaka dan harus secara proaktif membongkar hambatan struktural serta 
budaya yang menghalangi akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua 
individu (Srivastava dkk., 2015). Hal ini mencakup penyediaan fasilitas fisik 
yang aksesibel, pelatihan guru dalam pedagogi inklusi, dan pengembangan 
kurikulum yang fleksibel serta responsif terhadap kebutuhan peserta didik 
yang beragam. Dengan meratifikasi konvensi internasional tersebut, negara 
menerima tanggung jawab hukum untuk menjamin bahwa sistem pendi-
dikannya bersifat nondiskriminatif dan adaptif. Oleh karena itu, pendidikan 
inklusif tidak boleh diposisikan sebagai pilihan atau wacana; tetapi sebagai 
mandat yuridis dan moral yang harus diwujudkan secara nyata demi menja-
min terpenuhinya hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu.

Di tingkat nasional di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 
secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang 
melekat untuk mengakses pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan kerangka 
hukum untuk administrasi pendidikan yang disesuaikan bagi peserta didik 
dengan kebutuhan khusus. Pasal 5 ayat (2) menetapkan bahwa individu yang 
mengalami gangguan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial 
berhak menerima pendidikan khusus tanpa bentuk diskriminasi apa pun. 
Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 
juga menggambarkan ketentuan khusus tentang pendidikan inklusif bagi 
pelajar penyandang disabilitas dan mereka yang menunjukkan kecerdasan 
atau bakat luar biasa. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka operasional 
untuk menerapkan pendidikan inklusif dalam lembaga pendidikan arus 
utama sehingga menggarisbawahi dedikasi negara untuk memastikan hak 
pendidikan yang adil (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011).

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomo-
dasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas hadir sebagai 
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bukti nyata komitmen pemerintah dalam membina pendidikan inklusif. 
Peraturan ini dengan cermat menguraikan persyaratan untuk fasilitas, pela-
tihan guru, dan adaptasi kurikulum yang diperlukan dalam mengakomodasi 
peserta didik penyadang disabilitas. Keberadaan peraturan ini menunjukkan 
bahwa negara memikul kewajiban hukum untuk mengembangkan sistem 
pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu. Ketentuan ini sesuai 
dengan arahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas bahwa penyediaan akomodasi yang memadai bukanlah tindakan 
kebajikan, melainkan realisasi hak-hak konstitusional yang melekat pada 
setiap warga negara. 

Implementasi kebijakan ini mencakup adaptasi kurikulum, penggu-
naan media pembelajaran yang aksesibel, hingga penyesuaian evaluasi 
belajar yang mempertimbangkan karakteristik unik peserta didik. Kebijakan 
tersebut juga menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan medis 
menuju pendekatan sosial yang menekankan penghapusan hambatan 
sistemik (Santander dkk., 2023). Dengan demikian, negara memiliki tang-
gung jawab hukum yang konkret untuk memastikan bahwa semua anak, 
tanpa terkecuali, mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dengan 
demikian, PP Nomor 13 Tahun 2020 memperkuat peran negara dalam 
mewujudkan keadilan pendidikan melalui pendekatan inklusif. Regulasi 
ini bukan hanya simbol komitmen, tetapi menjadi instrumen operasional 
dalam menjamin bahwa hak atas pendidikan benar-benar dapat dinikmati 
oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kekuatan yuridis ini bukan hanya memberikan legitimasi formal, mela-
inkan juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi peserta didik dan 
pendidik dalam lingkungan inklusif. Dalam pelaksanaannya, implementasi 
pendidikan inklusi yang berbasis hukum memperkuat akuntabilitas sekolah, 
meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan mendorong perubahan 
paradigma dari eksklusi menuju partisipasi (Jardinez & Natividad, 2024). 
Oleh karena itu, kerangka yuridis yang kokoh menjadi pilar utama dalam 
mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan humanis bagi semua. 
Implementasi landasan yuridis pendidikan inklusi memerlukan sinergi 
antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hukum bukan 
hanya sebagai instrumen pengatur, melainkan juga sebagai alat perubahan 
sosial yang menjamin keadilan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, 
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penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk memahami dan mene-
rapkan prinsip-prinsip hukum yang mendukung inklusivitas pendidikan 
secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Landasan Psikologis Pendidikan Inklusi
Landasan psikologis pendidikan inklusi berkaitan erat dengan pema-
haman mengenai karakteristik perkembangan individu dan penerapan 
prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam menciptakan lingkungan bela-
jar yang adaptif. Psikologi perkembangan menegaskan bahwa setiap peserta 
didik memiliki tahap pertumbuhan kognitif, emosional, sosial, dan moral 
yang berbeda sehingga pendidikan harus bersifat fleksibel dalam meres-
pons kebutuhan tersebut (Redhana, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan 
inklusi memandang keberagaman sebagai kekayaan, bukan hambatan serta 
menekankan pentingnya strategi pembelajaran yang individual dan dife-
rensial. Kerangka psikologis ini menjadi landasan penting untuk memas-
tikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bersifat aksesibel secara fisik, 
tetapi juga transformatif secara emosional dan kognitif. Ketika kebutuhan 
psikologis dan perkembangan individu diakomodasi secara tepat, setiap 
peserta didik termasuk yang memiliki hambatan belajar dapat berkembang 
secara optimal sesuai potensinya (Darling-Hammond dkk., 2024; Cornelius 
& Balakrishnan, 2012). Oleh sebab itu, pendidikan inklusi yang berbasis 
pendekatan psikologis menjadi wujud nyata dari pendidikan yang berke-
adilan dan berperikemanusiaan.

Teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) yang dikembangkan 
oleh Howard Gardner memberikan dasar psikologis yang kuat bagi pendi-
dikan inklusif. Kecerdasan tidak hanya bersifat tunggal atau terbatas pada 
aspek logika dan bahasa, tetapi juga mencakup delapan jenis kecerdasan 
utama yang meliputi linguistik, logika-matematis, musikal, kinestetik, inter-
personal, intrapersonal, spasial, dan naturalistik (Gardner, 2011). Dalam 
kerangka pendidikan inklusi, teori ini memperluas pemahaman tentang 
potensi belajar setiap individu yang beragam dan unik. Oleh karena itu, 
guru perlu memahami bahwa tidak semua siswa dapat belajar secara efektif 
melalui pendekatan konvensional yang seragam. Dengan mempertimbang-
kan variasi gaya belajar dan potensi individu, pendidikan inklusif berupaya 



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)24

mengembangkan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan 
kekuatan peserta didik. Dengan mengenali berbagai jenis kecerdasan terse-
but, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dan 
responsif terhadap kebutuhan siswa. Misalnya, siswa dengan kecerdasan 
musikal dapat diberi tugas belajar melalui lagu; sedangkan mereka dengan 
kecerdasan kinestetik lebih mudah memahami materi melalui gerakan dan 
praktik langsung. Hal ini memungkinkan semua peserta didik, termasuk 
yang berkebutuhan khusus untuk mengakses kurikulum melalui cara yang 
paling sesuai dengan kekuatan masing-masing (Armstrong, 2009).

Penerapan teori Gardner dalam pendidikan inklusif juga mendorong 
guru untuk menghindari penilaian yang semata-mata berbasis pada hasil 
tes standar karena kecerdasan tidak dapat sepenuhnya diukur melalui satu 
pendekatan. Guru didorong untuk mengembangkan asesmen autentik 
yang menggambarkan kemampuan peserta didik secara komprehensif. 
Pendidikan inklusi yang berbasis pada teori kecerdasan majemuk bertujuan 
untuk menciptakan pengalaman belajar yang adil, bermakna, dan member-
dayakan seluruh peserta didik. Teori kecerdasan majemuk yang dikem-
bangkan oleh Howard & Thomas (2010) menyatakan bahwa setiap individu 
memiliki beragam jenis kecerdasan, seperti linguistik, logika-matematis, 
musikal, kinestetik, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. 
Pandangan ini menantang konsep tradisional yang mengukur kecerdasan 
hanya dari nilai akademik atau tes IQ. 

Dalam konteks pendidikan inklusi, pemahaman terhadap kecerdasan 
majemuk membantu guru melihat potensi setiap peserta didik secara 
lebih holistik. Guru dapat merancang strategi pembelajaran yang fleksi-
bel dan diferensiatif untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. 
Misalnya, siswa dengan kecerdasan kinestetik dapat lebih berkembang 
melalui kegiatan berbasis gerak dan praktik langsung; sedangkan siswa 
dengan kecerdasan musikal dapat memahami konsep melalui ritme atau 
lagu (Kornhaber, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini membuka jalan 
bagi sistem pendidikan yang lebih inklusif dan tidak homogen. Selain itu, 
teori kecerdasan majemuk menuntut sistem asesmen yang autentik dan 
yang mampu menggambarkan kompetensi siswa secara utuh. Penilaian yang 
hanya fokus pada kemampuan membaca dan berhitung dapat mengecilkan 
potensi peserta didik lain yang memiliki kecerdasan di luar ranah tersebut. 
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Oleh karena itu, pendidikan inklusi yang berbasis pada teori ini berkon-
tribusi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang memanusiakan, 
mendorong keadilan, dan memberdayakan semua anak secara setara.

Teori perkembangan kognitif bersama teori sosial-konstruktivis mene-
tapkan kerangka kerja penting untuk memahami proses pembelajaran siswa 
dalam ranah pendidikan inklusif. Jean Piaget berpendapat bahwa kemajuan 
kognitif anak terungkap melalui serangkaian proses asimilasi dan akomo-
dasi yang digambarkan menjadi empat tahap utama, yakni sensorimotor, 
pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal (Saul, 2024). 
Dalam konteks kerangka pendidikan inklusif, kesadaran akan tahapan 
perkembangan ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan sumber 
daya pembelajaran dan teknik pedagogis sesuai dengan kesiapan kognitif 
semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan luar biasa. 

Kedua teori ini saling melengkapi dalam mendukung praktik pendi-
dikan yang inklusif dan responsif terhadap keragaman peserta didik. 
Implementasi kedua teori ini dalam kelas inklusif memungkinkan guru 
menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan suportif sehingga setiap 
anak termasuk yang berkebutuhan khusus dapat berkembang mencapai 
potensi belajarnya secara optimal dengan dukungan yang tepat secara 
psikologis (Pritchard, 2009). Anak-anak belajar melalui proses konstruktif 
yang aktif dengan tahapan perkembangan kognitif yang memengaruhi cara 
mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. 

Dalam konteks inklusi, pemahaman ini mengarahkan pendidik untuk 
menyesuaikan materi dan pendekatan belajar dengan tahap perkembangan 
peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Konsep 
zona perkembangan proksimal (ZPD) menunjukkan bahwa setiap individu 
dapat mencapai potensi belajar tertinggi dengan dukungan dari orang tua 
atau teman sebaya. Konsep scaffolding yang dikembangkan dari teori ini 
menjadi dasar penting dalam strategi pembelajaran diferensiatif bahwa 
guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan bantuan sesuai kebu-
tuhan peserta didik. Dalam lingkungan inklusif, pendekatan ini membantu 
memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan bantuan yang proporsional 
untuk mencapai keberhasilan belajar. Strategi yang sesuai dan dukungan 
sosial yang memadai mendukung semua anak mampu belajar dan berkem-
bang bersama dalam satu ruang kelas yang setara. Pendekatan ini juga men- 
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dorong penyusunan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap dina-
mika perkembangan kognitif dan interaksi sosial siswa (Yu dkk., 2013). Oleh 
karena itu, teori keduanya sangat relevan dan aplikatif dalam membangun 
pendidikan inklusif yang humanistik dan efektif.

Pendekatan humanistik dalam psikologi pendidikan memberikan 
kontribusi besar terhadap praktik pendidikan inklusi dengan menekan-
kan pentingnya pengakuan terhadap potensi manusia secara utuh. Carl 
Rogers menekankan bahwa proses belajar yang efektif hanya dapat terjadi 
dalam konteks relasi yang aman, suportif, dan penuh penerimaan (Rogers, 
1969). Rogers memperkenalkan konsep unconditional positive regard, yaitu 
penerimaan tanpa syarat terhadap peserta didik sebagai individu yang unik 
dan berharga. Dalam praktik inklusi, pendekatan ini menuntut guru untuk 
membangun hubungan yang empatik dan terbuka dengan setiap siswa, 
termasuk mereka yang memiliki hambatan atau kebutuhan khusus dan 
ada penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard) sebagai dasar 
relasi antara guru dan siswa. 

Adapun Abraham Maslow melalui teorinya tentang hierarki kebutuhan 
menyatakan bahwa individu tidak dapat mencapai tingkat aktualisasi diri, 
yaitu pengembangan potensi tertinggi jika kebutuhan dasar seperti fisio-
logis, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan tidak terpenuhi (Hopper, 
2020b). Dalam konteks pendidikan inklusif, sekolah harus menjadi ruang 
yang menjamin keamanan fisik dan psikologis siswa. Hal ini mencakup 
perlindungan dari stigma, diskriminasi, serta penciptaan suasana kelas yang 
suportif dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. 

Keterpaduan gagasan Rogers dan Maslow menekankan bahwa pembel-
ajaran bukan hanya tentang transmisi pengetahuan, melainkan juga 
pembentukan pribadi yang sehat secara emosional dan sosial. Kedua tokoh 
ini memandang pendidikan sebagai proses yang memfasilitasi pertumbuhan 
individu secara holistik, bukan hanya akademik, melainkan juga personal 
dan sosial (Cornelius-White, 2007). Dengan demikian, pendidikan inklusi 
yang berbasis pada pendekatan humanistik mampu menciptakan ling-
kungan belajar yang merangkul seluruh dimensi kemanusiaan peserta didik.

Pendidikan inklusif yang berbasis pada pendekatan psikologis menem-
patkan kesejahteraan emosional peserta didik sebagai salah satu elemen 
kunci dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik membawa latar 
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belakang emosional yang berbeda sehingga sekolah harus menjadi tempat 
yang aman secara psikososial. Lingkungan belajar yang mendukung kesejah-
teraan emosional terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar, rasa percaya 
diri, dan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan akademik (Khoboko dkk., 
2024). Lingkungan sekolah yang ideal harus mampu menciptakan iklim 
psikososial yang positif melalui dukungan sosial dari guru, teman sebaya, 
dan seluruh komunitas sekolah. 

Guru memiliki peran sentral dalam membangun hubungan interper-
sonal yang suportif dan penuh empati yang sangat penting terutama bagi 
siswa berkebutuhan khusus. Ketika peserta didik merasa dihargai, didengar, 
dan diterima, mereka lebih terbuka terhadap proses belajar dan lebih mudah 
membangun relasi yang sehat (Divoll & Lastrapes, 2024). Interaksi sosial 
yang sehat di kelas juga membantu mencegah munculnya perilaku menyim-
pang dan meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik. Pendidikan 
inklusi harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tempat dalam lingkungan sekolah. 
Oleh karena itu, pendekatan psikologis dalam pendidikan inklusi harus 
mencakup strategi untuk mengembangkan keterampilan sosial, regulasi 
emosi, dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas.

Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya bertujuan pada 
pencapaian akademik; tetapi juga membangun sistem pembelajaran yang 
holistik dan berkeadilan. Landasan psikologis menjadi pilar fundamental 
dalam menciptakan pengalaman belajar yang mengakomodasi kebutuhan 
emosional peserta didik sekaligus menumbuhkan potensi mereka secara 
menyeluruh.

Integrasi Ketiga Landasan dalam Pendidikan Inklusi
Integrasi antara landasan filosofis, yuridis, dan psikologis dalam pendi-
dikan inklusi merupakan strategi fundamental untuk membangun sistem 
pendidikan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman peserta 
didik. Ketiga dimensi ini memberikan dasar normatif, legal, dan empa-
tik yang saling melengkapi. Landasan filosofis memberikan pandangan 
mendasar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu 
serta menyediakan nilai-nilai dasar dan tujuan ideal dari pendidikan 
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inklusi. Nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat 
manusia menjadi orientasi moral dalam pengambilan kebijakan pendi-
dikan. Kemudian, landasan yuridis menjamin hak tersebut secara hukum, 
memberikan legitimasi hukum terhadap nilai-nilai tersebut dalam bentuk 
undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan pendidikan yang 
mendukung inklusivitas. Adapun landasan psikologis memastikan bahwa 
pendekatan pembelajaran mempertimbangkan aspek perkembangan dan 
kebutuhan peserta didik serta berperan dalam operasionalisasi prinsip dan 
kebijakan tersebut di tingkat praktis, khususnya dalam proses pembelajaran 
dan interaksi sosial di kelas (Ydo, 2020). 

Integrasi ketiga landasan ini harus terus dikembangkan melalui kola-
borasi antara pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat. 
Evaluasi berkelanjutan dan refleksi kritis terhadap kebijakan serta praktik 
pendidikan inklusi sangat penting agar sistem yang dibangun tetap relevan 
dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan fondasi yang kuat dan 
implementasi yang terpadu, pendidikan inklusi dapat menjadi instrumen 
utama dalam membentuk masyarakat yang adil, empatik, dan menghargai 
keberagaman.

Sinergi ketiga dimensi ini menjadi fondasi kuat dalam perumusan 
kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Tanpa 
pendekatan yang integratif, pelaksanaan pendidikan inklusi berisiko bersifat 
parsial dan tidak konsisten. Filosofi pendidikan yang menjunjung keseta-
raan dan penghargaan terhadap perbedaan akan kehilangan kekuatannya 
jika tidak diperkuat oleh kebijakan hukum yang jelas dan tidak didukung 
oleh pemahaman psikologis dalam praktik kelas. Sebaliknya, kebijakan 
hukum tanpa nilai-nilai kemanusiaan dan sensitivitas psikologis dapat 
menghasilkan sistem yang kaku dan tidak ramah terhadap kebutuhan nyata 
peserta didik (UNESCO, t.t.). 

Dalam praktik pendidikan, integrasi ketiga landasan ini dapat tecermin 
dalam kebijakan sekolah yang menjamin aksesibilitas fisik dan akademik, 
pelatihan guru dalam pedagogi inklusif, serta penyediaan layanan psiko-
logis bagi siswa berkebutuhan khusus. Guru sebagai pelaksana utama 
pendidikan perlu memahami bahwa pendekatan inklusif bukan sekadar 
kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan empati 
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psikologis terhadap kebutuhan setiap individu. Oleh karena itu, pelatihan 
guru hendaknya mencakup ketiga aspek tersebut secara terpadu.

Keterpaduan ini juga penting untuk membangun budaya sekolah yang 
inklusif. Sekolah harus menjadi komunitas belajar yang mendorong parti-
sipasi aktif semua peserta didik, terlepas dari latar belakang, kemampuan, 
atau kondisi mereka. Nilai-nilai filosofi pendidikan tersebut dikonkretkan 
dalam peraturan sekolah yang mendukung hak-hak siswa dan diperkuat 
dengan pendekatan psikologis yang membangun relasi positif antara siswa 
dan pendidik. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi 
slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata di sekolah.

Implementasi pendidikan inklusif yang efektif harus memperhatikan 
sinergi ketiga landasan ini dalam setiap aspek kebijakan dan praktik pendi-
dikan. Guru, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu 
memahami bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung 
pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman nilai dan pemenuhan kebutuhan 
psikososial siswa. Pendekatan holistik ini mendorong terciptanya budaya 
sekolah yang inklusif, berorientasi pada keadilan sosial, dan menghormati 
keberagaman sebagai kekayaan bersama.

Dengan demikian, integrasi landasan filosofis, yuridis, dan psikologis 
menjadi kerangka komprehensif yang menopang pembangunan pendidikan 
inklusi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut bukan hanya memperkuat teori 
dan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi yang bermakna dan 
berdampak positif terhadap seluruh peserta didik.
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BAB III
KARAKTERISTIK ANAK  
BERKEBUTUHAN KHUSUS

Anak dengan Hambatan Sensorik
Anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki perbedaan 
signifikan dalam kemampuan fisik, intelektual, sosial, maupun emosional 
dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Salah satu kategori anak 
berkebutuhan khusus adalah mereka yang mengalami hambatan sensorik, 
yakni gangguan pada fungsi indra seperti penglihatan dan pendengaran. 
Menurut Gunawan (2012), klasifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan 
berdasarkan jenis hambatan yang dialami karena setiap jenis hambatan 
menuntut pendekatan, layanan, serta strategi pembelajaran yang berbeda. 
Hambatan sensorik secara umum berdampak pada kemampuan anak dalam 
menerima, memproses, dan merespons informasi dari lingkungan sehingga 
memerlukan dukungan serta fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan mereka.
1.	 Anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra)

Anak dengan hambatan penglihatan mengalami gangguan fungsi 
penglihatan secara signifikan sehingga tidak dapat memanfaatkan 
kemampuan visualnya secara optimal dalam menjalankan aktivitas 
sehari-hari. Gunawan (2012) menjelaskan bahwa hambatan pengli-
hatan ini menuntut adanya layanan khusus dalam bidang pendidikan 
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dan kehidupan sosial anak. Dari perspektif pendidikan dan rehabilitasi, 
peserta didik dengan hambatan penglihatan merupakan individu yang 
memerlukan bantuan berupa alat, media, atau latihan khusus agar 
dapat berfungsi secara optimal dalam proses belajar maupun aktivitas 
lainnya.

Istilah anak tunanetra secara umum merujuk pada anak-anak 
yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, baik sebagian 
maupun seluruhnya. Ketunanetraan tidak selalu berarti kebutaan total, 
tetapi mencakup berbagai tingkatan kemampuan penglihatan yang 
tersisa. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan ketunanetraan 
berdasarkan tingkat fungsi penglihatan yang masih dimiliki anak agar 
layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan pendamping dapat 
diberikan secara tepat. Beberapa ahli, seperti Djaja Rahardja dan 
Sujarwanto (2010) mengelompokkan ketunanetraan ke dalam dua 
kategori utama, yaitu totally blind dan low vision.
a.	 Low vision

Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang masih memiliki sisa 
penglihatan, tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas. Ketajaman 
penglihatan mereka biasanya berada pada kisaran 20/70 yang 
berarti hanya mampu melihat objek pada jarak 6 meter, sedang-
kan individu dengan penglihatan normal dapat melihat objek 
yang sama pada jarak 21 meter. Anak dengan low vision umum-
nya masih mampu mengenali bentuk, warna, dan objek tertentu 
dari jarak dekat serta dapat melakukan aktivitas membaca dan 
menulis dengan bantuan alat optik, pencahayaan khusus, atau 
media pembelajaran berkontras tinggi. Dalam konteks pendidikan, 
anak dengan low vision membutuhkan adaptasi lingkungan bela-
jar; seperti pengaturan posisi duduk, pencahayaan yang cukup, 
serta penggunaan bahan ajar yang diperbesar atau dicetak tebal 
agar dapat membantu mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
belajar.

b.	 Totally blind (hambatan penglihatan total)
Anak dalam kelompok ini tidak memiliki kemampuan pengli-
hatan sama sekali atau hanya dapat merasakan adanya cahaya 
tanpa bisa mengidentifikasi sumbernya. Akibatnya, mereka harus 
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mengembangkan kemampuan kompensatoris melalui indra lain, 
seperti pendengaran dan perabaan. Dalam dunia pendidikan, 
mereka diajarkan keterampilan khusus seperti membaca dan 
menulis Braille serta orientasi dan mobilitas (OM) agar dapat 
menjalankan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Pembelajaran 
bagi anak tunanetra total tidak hanya berfokus pada aspek akade-
mik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan orientasi ruang, 
keterampilan sosial, serta kepercayaan diri dalam berinteraksi 
dengan lingkungan.
Hambatan penglihatan, baik parsial maupun total, berdampak 

luas terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. 
Oleh karena itu, pendidikan bagi anak tunanetra menuntut adanya 
pendekatan holistik dan kolaboratif antara guru, keluarga, dan lembaga 
pendidikan. Penggunaan teknologi bantu, seperti screen reader, audio 
book, dan alat bantu mobilitas telah menjadi inovasi penting dalam 
menunjang pembelajaran mereka di era modern.

Anak yang mengalami buta total tidak memiliki persepsi terha-
dap cahaya atau bentuk sama sekali sehingga sepenuhnya bergantung 
pada indra pendengaran dan peraba untuk mengenali lingkungan. 
Sementara itu, anak dengan buta fungsional masih memiliki sedikit 
kemampuan untuk mengenali cahaya, bayangan, atau arah datangnya 
sinar sehingga sisa penglihatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
aktivitas orientasi dan mobilitas. Adapun anak dengan low vision masih 
memiliki kemampuan penglihatan yang cukup untuk membaca huruf 
atau angka dengan bantuan alat optik seperti kaca pembesar. Mereka 
juga dapat mengenali wajah atau benda pada jarak tertentu, walaupun 
dengan keterbatasan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tunanetra 
merupakan individu yang memiliki gangguan fungsi penglihatan 
sehingga menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi visual 
dan melakukan orientasi terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini 
berpengaruh langsung terhadap proses belajar mereka yang memer-
lukan pendekatan khusus. Dalam konteks pendidikan, anak tunanetra 
umumnya belajar menggunakan tulisan Braille sebagai media utama 
dengan memanfaatkan indra peraba untuk membaca dan menulis. 
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Namun, anak dengan sisa penglihatan dapat dilatih untuk meng-
gunakan kemampuan penglihatan yang tersisa sebagai bagian dari 
pengembangan orientasi dan mobilitas.

Selain itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan 
kondisi anak tunanetra, misalnya menggunakan media konkret, tiruan, 
atau replika benda nyata agar mereka dapat memahami konsep melalui 
sentuhan dan pengalaman langsung. Pengalaman belajar nyata sangat 
penting untuk memperluas pengetahuan dan menumbuhkan keperca-
yaan diri anak tunanetra. Dalam lingkungan sosial, anak tunanetra juga 
memerlukan dukungan aksesibilitas, seperti jalur pejalan kaki dengan 
permukaan timbul (guiding block) dan papan informasi dengan tulisan 
Braille di tempat umum. Fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan 
mereka untuk beraktivitas secara mandiri dan berinteraksi lebih luas 
dengan lingkungan.

Secara keseluruhan, ketunanetraan bukanlah hambatan mutlak 
untuk belajar dan berkembang; melainkan kondisi yang memerlukan 
adaptasi khusus dalam layanan pendidikan dan sosial. Dengan pende-
katan yang tepat, penggunaan alat bantu yang sesuai, serta dukungan 
lingkungan yang aksesibel, kelompok tunanetra dapat mencapai potensi 
optimalnya selayaknya anak-anak lain.

2.	 Anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu)
Anak dengan hambatan pendengaran mengalami kehilangan seba-
gian atau seluruh kemampuan untuk mendengar, baik pada satu atau 
kedua telinganya. Menurut Rahardja (2010), anak dengan hambatan 
pendengaran adalah mereka yang memiliki ambang pendengaran 
di atas 60 desibel sehingga mengalami kesulitan dalam memahami 
percakapan normal dan harus dibantu dengan alat bantu dengar. Secara 
umum, istilah tunarungu mencakup dua kategori, yaitu tuli (deaf) dan 
kurang dengar (hard of hearing). Anak yang tergolong tuli umumnya 
kehilangan kemampuan mendengar secara total atau hampir total, 
sedangkan anak yang kurang dengar masih memiliki sisa pendengaran 
yang dapat dioptimalkan dengan alat bantu dengar dan terapi khusus.

Kirk dalam Depdikbud (1995) membagi tingkat gangguan pende-
ngaran ke dalam beberapa kategori berikut berdasarkan intensitas 
kehilangan pendengaran dalam satuan desibel (dB).
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a.	 0 dB menunjukkan pendengaran yang optimal.
b.	 0—26 dB menunjukkan batas mormal pendengaran.
c.	 27—40 dB menunjukkan kesulitan mendengar suara dari jarak 

jauh dan memerlukan posisi duduk strategis serta terapi bicara 
(tunarungu ringan).

d.	 41—55 dB menunjukkan kesulitan memahami percakapan di 
kelas dan membutuhkan alat bantu dengar (tunarungu sedang).

e.	 56—70 dB menunjukkan hanya bisa mendengar suara dekat dan 
memerlukan latihan khusus (tunarungu agak berat).

f.	 71—90 dB menunjukkan kemampuan mendengar bunyi sangat 
dekat, sering dianggap tuli, dan membutuhkan pendidikan luar 
biasa yang intensif (tunarungu berat).

g.	 Lebih dari 91 dB menandakan kehilangan pendengaran total yang 
berarti harus bergantung pada indra penglihatan untuk mema-
hami informasi (tunarungu sangat berat).
Moores dalam Alimin (2007) menyatakan bahwa hambatan pende-

ngaran menyebabkan disabilitas dalam komunikasi karena individu 
tidak mampu memproses informasi verbal melalui indra pendengaran. 
Anak dengan kehilangan pendengaran pada tingkat 70 dB atau lebih 
tidak dapat memahami percakapan, baik dengan maupun tanpa alat 
bantu dengar. Sementara itu, anak yang kehilangan pendengaran pada 
tingkat 35—69 dB masih dapat memanfaatkan sisa pendengaran untuk 
belajar berbicara dengan dukungan terapi wicara.

Dampak hambatan pendengaran terhadap perkembangan anak 
dapat dilihat dari dua aspek berikut.
a.	 Aspek motorik

Anak tunarungu umumnya memiliki perkembangan motorik yang 
hampir sama dengan anak pada umumnya terutama dalam kete-
rampilan dasar, seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Namun, pene-
litian menunjukkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan 
dalam hal keseimbangan, koordinasi tubuh, serta keterampilan 
motorik yang memerlukan kecepatan dan ketepatan gerak. Hal ini 
disebabkan oleh sistem vestibular yang berperan dalam keseim-
bangan tubuh berhubungan langsung dengan organ pendengaran. 
Dengan demikian, gangguan pendengaran secara tidak langsung 
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memengaruhi kemampuan motorik anak terutama dalam aktivitas 
yang memerlukan orientasi ruang dan koordinasi kompleks.

b.	 Aspek bahasa dan berbicara
Bidang perkembangan yang paling terdampak oleh hambatan 
pendengaran adalah kemampuan bahasa dan berbicara. Anak 
tunarungu sejak lahir (congenital deafness) biasanya tidak mampu 
mendengar suara, bahkan dengan alat bantu dengar. Akibatnya, 
mereka tidak dapat memperoleh pengalaman auditif yang diper-
lukan untuk meniru, memahami, dan memproduksi bahasa secara 
alami. Anak-anak tersebut umumnya mengalami kesulitan dalam 
artikulasi, intonasi, dan kontrol suara sehingga ucapan mereka sulit 
dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak 
tunarungu perlu menekankan aspek pengembangan komunikasi 
alternatif, seperti bahasa isyarat, membaca gerak bibir (lip reading), 
dan pendidikan oral-auditif.
Pengajaran bahasa bagi anak tunarungu tidak hanya berfokus pada 

aspek verbal, tetapi juga melibatkan pendekatan visual dan kinestetik 
untuk membantu mereka memahami konsep bahasa. Guru perlu 
menggunakan strategi pembelajaran multimodal, seperti penggunaan 
gambar, simbol, dan teknologi visual interaktif. Selain itu, lingkungan 
belajar inklusif harus diciptakan agar anak tunarungu dapat berinter-
aksi secara sosial dan emosional dengan teman sebaya sehingga tidak 
mengalami isolasi sosial.

Anak dengan Hambatan Mental Kognitif
Anak dengan hambatan mental kognitif biasanya mengalami keterlambatan 
dalam kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Ada 
dua kategori yang masuk dalam hambatan mental kognitif, yakni anak 
dengan hambatan intelektual (tunagrahita) dan anak dengan hambatan 
mental kognitif (tunakdasa).
1.	 Anak dengan hambatan intelektual (tunagrahita)

Anak dengan hambatan intelektual mengalami keterlambatan dalam 
fungsi mental dan intelektual secara signifikan di bawah rata-rata 
sehingga kesulitan memahami, menalar, dan menyelesaikan tugas-tugas 
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dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Gunawan (2012), anak yang 
mengalami hambatan intelektual ditandai oleh kemampuan berpikir 
dan memecahkan masalah yang berada di bawah standar anak seusia-
nya sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus yang dirancang 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individualnya. Dengan kata 
lain, tunagrahita merupakan kondisi keterbelakangan fungsi intelek-
tual yang memengaruhi aspek kognitif, sosial, dan adaptif individu 
serta berdampak pada keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan 
tuntutan lingkungan sekitar.

Berbagai istilah kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi 
ini, seperti intellectual disability, mental retardation, atau developmental 
delay. Namun, seluruh istilah tersebut mengacu pada keadaan fungsi 
kecerdasan umum individu secara nyata berada di bawah usia krono-
logisnya. Anak dengan hambatan intelektual tidak hanya mengalami 
kesulitan dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kemampuan 
berinteraksi sosial, mengatur emosi, serta menjalankan aktivitas sehari-
hari. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan pendidikan yang 
bersifat individual, sistematis, dan berkelanjutan agar dapat mengop-
timalkan potensi yang dimilikinya.

Setiap anak tunagrahita memiliki potensi dan kemampuan yang 
berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan hambatan yang dialami. 
Dalam konteks pendidikan, pengelompokan anak tunagrahita dilaku-
kan untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai 
dengan kemampuan dan karakteristiknya. Gunawan (2012) menge-
lompokkan anak dengan hambatan intelektual ke dalam tiga kategori 
utama, yaitu hambatan intelektual ringan, sedang, dan berat.
a.	 Hambatan intelektual ringan

Anak dengan hambatan intelektual ringan umumnya memiliki 
penampilan fisik yang tidak jauh berbeda dari anak pada umum-
nya. Mereka tergolong dalam kelompok mampu didik (educable) 
karena masih memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan 
belajar akademik dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. 
Rentang IQ anak dalam kelompok ini berkisar antara 50 hingga 
70, dan mereka biasanya mampu mencapai kemampuan akade-
mik setara dengan siswa kelas IV sekolah dasar reguler. Dalam 
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kehidupan sosial, anak-anak dengan hambatan intelektual ringan 
relatif dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, terutama 
jika diberikan bimbingan yang konsisten dan dukungan emosio-
nal dari keluarga maupun guru. Melalui pelatihan keterampilan 
hidup (life skills training), mereka dapat diarahkan untuk bekerja 
di bidang-bidang sederhana yang tidak menuntut kemampuan 
intelektual tinggi, seperti pekerjaan teknis atau jasa.

b.	 Hambatan intelektual sedang
Anak dengan hambatan intelektual sedang tergolong dalam kelom-
pok mampu latih (trainable) karena kemampuan akademiknya 
sangat terbatas, tetapi masih dapat dilatih untuk menguasai kete-
rampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. IQ 
mereka berada dalam kisaran 30 hingga 50, dan sebagian besar 
hanya mampu menyelesaikan pendidikan setara kelas II SD. Secara 
fisik, beberapa anak tunagrahita sedang menunjukkan ciri-ciri 
tertentu, seperti perkembangan tubuh yang lebih lambat atau 
ekspresi wajah yang khas, walaupun sebagian lainnya tampak 
normal secara fisik. Pendidikan bagi kelompok ini tidak difokus-
kan pada penguasaan materi akademik, tetapi lebih diarahkan 
pada pengembangan kemampuan sosial, keterampilan vokasional, 
serta kemandirian dasar seperti merawat diri, berkomunikasi 
sederhana, dan mengikuti instruksi rutin.

c.	 Hambatan intelektual berat
Anak dengan hambatan intelektual berat memiliki tingkat kecer-
dasan yang sangat rendah dengan IQ di bawah 30 dan termasuk 
dalam kategori mampu rawat (custodial). Mereka biasanya tidak 
dapat mengikuti kegiatan pendidikan formal secara akademis 
karena keterbatasan kognitif yang ekstrem. Dalam kehidupan 
sehari-hari, anak-anak dalam kelompok ini membutuhkan bantuan 
penuh dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 
makan, berpakaian, mandi, dan menjaga kebersihan diri. Fokus 
layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan intelektual berat 
lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan dasar motorik, 
pengenalan diri, serta pembiasaan perilaku adaptif sederhana. 
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Pelatihan dilakukan secara berulang dan konsisten dengan 
dukungan lingkungan yang penuh kasih, sabar, dan terstruktur.
Hambatan intelektual tidak hanya mencakup keterbatasan dalam 

kemampuan berpikir dan belajar, tetapi juga berdampak luas terhadap 
perilaku adaptif, kemampuan sosial, serta fungsi emosional anak. 
Gunawan (2012) menjelaskan bahwa anak dapat dikategorikan memi-
liki hambatan intelektual jika memenuhi dua indikator utama. Pertama, 
keterbatasan fungsi kecerdasan secara umum yang berarti kemampuan 
kognitif secara signifikan berada di bawah rata-rata. Kedua, keterba-
tasan perilaku adaptif yang berarti kesulitan dalam mengatur diri, 
berkomunikasi, dan berinteraksi sosial secara efektif. Keterbatasan 
tersebut muncul pada masa perkembangan, yaitu sebelum usia 18 
tahun yang menunjukkan bahwa gangguan ini bukan akibat cedera 
atau penyakit yang terjadi setelah masa dewasa.

Selain faktor biologis seperti kelainan genetik, gangguan metabo-
lisme, atau kerusakan otak, hambatan intelektual juga dapat dipenga-
ruhi oleh faktor lingkungan; seperti malnutrisi, kurangnya stimulasi 
kognitif pada masa kanak-kanak, serta keterbatasan akses terhadap 
layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, deteksi dini dan 
intervensi awal (early intervention) menjadi aspek penting dalam 
membantu anak tunagrahita mencapai perkembangan optimal.

Pendidikan bagi anak tunagrahita harus dirancang secara indivi-
dual (individualized education program/IEP) dengan memperhatikan 
kemampuan, kebutuhan, dan potensi unik setiap anak. Tujuan utama-
nya bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, melain-
kan juga untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, dan 
kemampuan beradaptasi. Strategi pembelajaran yang efektif mencakup 
penggunaan metode konkret, pendekatan multisensori, pengulangan 
yang konsisten, serta pembelajaran berbasis pengalaman langsung.

Guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang 
positif, sabar, dan penuh empati. Penggunaan media pembelajaran 
visual dan alat bantu praktik dapat membantu anak memahami konsep 
abstrak. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan 
sangat diperlukan agar pembinaan keterampilan hidup dan perilaku 
adaptif dapat terus dilanjutkan di rumah.
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2.	 Anak dengan hambatan fisik (tunadaksa)
Anak dengan hambatan fisik mengalami gangguan pada fungsi sistem 
gerak tubuh karena kelainan pada sistem saraf, otot, maupun rangka. 
Istilah ini mencakup berbagai kondisi yang menyebabkan keterbatasan 
dalam melakukan aktivitas motorik sehari-hari, seperti berjalan, menu-
lis, atau melakukan koordinasi gerak halus dan kasar. 

Menurut Djadja R. (2006), gangguan gerak mencakup dua kategori 
utama. Pertama, individu yang mengalami tingkat kecacatan fisik berat 
sehingga mengalami kesulitan atau bahkan ketidakmampuan dalam 
melakukan gerak dasar kehidupan sehari-hari, meskipun telah meng-
gunakan alat bantu seperti kursi roda, penyangga, atau alat tulis adaptif. 
Kedua, mereka yang memiliki tingkat kecacatan fisik ringan hingga 
sedang, tetapi tetap membutuhkan observasi medis dan bimbingan 
terapi secara berkelanjutan untuk mendukung perkembangan fung-
sional tubuhnya.

Dalam konteks populasi anak berkebutuhan khusus, anak dengan 
gangguan gerak tergolong kelompok minoritas dengan prevalensi 
relatif rendah, yakni sekitar 0,06% dari jumlah keseluruhan anak usia 
sekolah. Walaupun jumlahnya tidak besar, kompleksitas permasa-
lahan yang dihadapi kelompok ini tergolong tinggi karena setiap anak 
memiliki jenis dan tingkat kelainan yang berbeda-beda. Keragaman 
ini menuntut pendekatan pendidikan dan rehabilitasi yang bersifat 
individual, adaptif, dan multidisipliner agar layanan yang diberikan 
sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap-tiap anak. Misalnya, beberapa 
anak mungkin mengalami hambatan motorik halus yang memenga-
ruhi kemampuan menulis, sedangkan yang lain mengalami hambatan 
motorik kasar yang memengaruhi kemampuan berjalan, berdiri, atau 
menjaga keseimbangan tubuh.

Secara umum, anak dengan gangguan gerak dapat diklasifikasikan 
ke dalam dua kelompok besar, yakni anak dengan kelainan pada sistem 
serebral (cerebral system) dan anak dengan kelainan pada sistem otot 
dan rangka (muscular-skeletal system). 

Kelompok pertama mengalami gangguan pada sistem saraf pusat 
yang berdampak pada kemampuan koordinasi gerak dan kontrol otot. 
Jenis-jenis cerebral palsy meliputi spastik (kekakuan otot), atetosis 
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(gerakan tak terkendali), rigid (kekakuan ekstrem), hipotonia (kele-
mahan otot), tremor (getaran tak terkendali), ataxia (gangguan kese-
imbangan), serta tipe campuran yang menunjukkan kombinasi dari 
berbagai gejala tersebut. Anak dengan cerebral palsy sering kali membu-
tuhkan dukungan intensif dalam kegiatan belajar maupun kehidupan 
sehari-hari, seperti penggunaan kursi roda, meja adaptif, atau bantuan 
guru pendamping khusus untuk membantu aktivitas akademik dan 
sosialnya.

Kelompok kedua mencakup anak dengan kelainan pada sistem 
otot dan rangka, seperti poliomielitis, muscular dystrophy, dan spina 
bifida. Poliomielitis (polio) disebabkan oleh infeksi virus yang menye-
rang sistem saraf motorik sehingga menimbulkan kelumpuhan pada 
anggota gerak. Anak-anak yang mengalami kelumpuhan pasca-polio 
sering menghadapi kesulitan dalam bergerak dan memerlukan alat 
bantu, seperti tongkat, brace, atau kursi roda. Sementara itu, muscular 
dystrophy merupakan kondisi genetik yang menyebabkan melemahnya 
otot secara progresif sehingga anak mengalami penurunan kemampuan 
motorik dari waktu ke waktu. Adapun spina bifida adalah kelainan 
bawaan pada tulang belakang yang menyebabkan sebagian saraf tulang 
belakang tidak berkembang dengan sempurna sehingga memengaruhi 
kemampuan motorik dan kontrol anggota tubuh bagian bawah.

Kondisi tersebut menyebabkan berbagai hambatan fungsional pada 
anak, mulai dari hambatan lokomosi (perpindahan tempat), hambatan 
gerak di tempat (seperti duduk atau berdiri), hingga hambatan dalam 
aktivitas mobilisasi (seperti berpindah dari satu posisi ke posisi lain). 
Anak dengan tingkat gangguan gerak berat biasanya sangat bergantung 
pada alat bantu ambulasi dan perawatan intensif dari orang dewasa 
untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti berpindah, berpakaian, 
atau makan. Sementara itu, anak dengan tingkat gangguan ringan 
mungkin masih dapat bergerak mandiri dengan bantuan terapi fisik 
dan dukungan lingkungan belajar yang ramah disabilitas.

Dalam konteks pendidikan inklusif, anak dengan hambatan fisik 
memerlukan adaptasi lingkungan dan strategi pembelajaran yang 
responsif terhadap kondisi mereka. Misalnya, ruang kelas harus diran-
cang dengan aksesibilitas tinggi, seperti adanya jalur kursi roda, meja 



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)42

dengan ketinggian yang dapat diatur, serta alat bantu teknologi seperti 
assistive devices (alat bantu belajar digital, keyboard adaptif, dan perang-
kat lunak pengenal suara). Guru juga harus memiliki kompetensi dalam 
memberikan pembelajaran diferensiasi serta kemampuan memahami 
karakteristik dan potensi siswa tunadaksa. Pendekatan pembelajaran 
berbasis individual (individualized education program/IEP) menjadi 
penting agar anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kece-
patan tanpa merasa terpinggirkan.

Selain dukungan fisik dan teknis, aspek psikososial juga berperan 
besar dalam proses perkembangan anak dengan hambatan gerak. 
Banyak anak tunadaksa yang menghadapi tantangan dalam hal keper-
cayaan diri, interaksi sosial, dan perasaan berbeda dari teman sebaya-
nya. Oleh karena itu, dukungan emosional dari keluarga, guru, dan 
teman sebaya menjadi sangat penting untuk membangun rasa harga 
diri dan semangat belajar mereka. Program rehabilitasi medis dan terapi 
okupasi juga berperan signifikan dalam membantu anak mengoptimal-
kan kemampuan fungsionalnya. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas 
profesi antara guru pendidikan khusus, terapis fisik, dokter rehabilitasi 
medik, dan psikolog sangat diperlukan untuk menghasilkan intervensi 
yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, anak dengan hambatan fisik bukan hanya 
menghadapi tantangan dalam aspek mobilitas, melainkan juga dalam 
hal sosial, emosional, dan akademik. Oleh karena itu, paradigma 
pendidikan yang inklusif dan humanistik menjadi kunci utama dalam 
menciptakan ruang belajar yang adil bagi mereka. Pendekatan yang 
berorientasi pada potensi, bukan sekadar keterbatasan perlu diterap-
kan agar anak-anak tunadaksa dapat mengembangkan kemandirian, 
kepercayaan diri, serta partisipasi aktif dalam lingkungan sosial dan 
pendidikan. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak ini berpeluang 
besar untuk mencapai prestasi akademik maupun keterampilan hidup 
yang bermakna serta menjadi bagian dari masyarakat yang produktif 
dan mandiri di masa depan.
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Anak dengan Hambatan Lainnya
Anak dengan hambatan lainnya merupakan kelompok individu yang 
memiliki kebutuhan khusus di luar kategori fisik atau sensorik, seperti anak 
dengan gangguan perilaku dan emosi, autisme, kecerdasan dan bakat isti-
mewa, serta kesulitas belajar spesifik. Kelompok ini sering kali tidak tampak 
secara fisik, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam aspek kognitif, 
sosial, emosional, dan perilaku yang berdampak langsung terhadap proses 
belajar mereka. Dalam konteks pendidikan inklusif, memahami karakter-
istik setiap jenis hambatan menjadi hal yang krusial agar guru, orang tua, 
dan tenaga pendidik dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan 
kebutuhan tiap-tiap anak.
1.	 Anak dengan gangguan perilaku dan emosi

Anak dengan gangguan perilaku dan emosi merupakan individu yang 
menunjukkan pola perilaku menyimpang dari norma sosial dan moral 
yang berlaku umum. Menurut Gunawan (2012), anak dengan gangguan 
perilaku adalah mereka yang menampilkan perilaku menyimpang pada 
taraf sedang hingga sangat berat yang biasanya muncul pada masa 
kanak-kanak atau remaja. 

Perilaku tersebut muncul sebagai akibat dari gangguan perkem-
bangan emosi dan sosial atau kombinasi keduanya sehingga menim-
bulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Anak 
dengan kondisi seperti ini membutuhkan layanan pendidikan khusus 
yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri 
secara positif sekaligus mengurangi kecenderungan perilaku destruktif.

Dalam bidang pendidikan khusus, istilah behavioral disorder digu-
nakan untuk menggambarkan kondisi anak dengan hambatan perilaku 
dan emosi. Suatu perilaku dikategorikan sebagai gangguan apabila 
memenuhi tiga kriteria utama, yakni perilaku anak menyimpang dari 
standar sosial yang diterima secara umum, derajat penyimpangan 
perilaku tergolong ekstrem, dan perilaku tersebut berlangsung dalam 
kurun waktu yang cukup lama.

Ciri umum anak dengan hambatan perilaku dan emosi, antara 
lain cenderung membangkang terhadap aturan, mudah tersulut emosi, 
sering menunjukkan perilaku agresif seperti merusak benda atau 
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mengganggu orang lain, melanggar norma sosial dan hukum, serta 
memiliki prestasi belajar yang rendah. Mereka juga kerap menunjukkan 
motivasi belajar yang lemah, sering membolos, dan kurang berpartisi-
pasi dalam kegiatan sekolah. 

Dalam konteks pendidikan, mereka membutuhkan pendekatan 
konseling individual, program pembinaan perilaku, serta dukungan 
lingkungan belajar yang menumbuhkan rasa aman, penghargaan 
diri, dan disiplin positif. Guru dan tenaga pendidik perlu memiliki 
pemahaman psikologis yang baik serta kesabaran dalam mendampingi 
anak dengan kondisi tersebut karena perubahan perilaku memerlukan 
waktu dan strategi yang konsisten.

2.	 Anak dengan gangguan spektrum autisme (autis)
Anak dengan autisme adalah individu yang mengalami gangguan 
perkembangan kompleks sehingga memengaruhi kemampuan komu-
nikasi, interaksi sosial, serta perilaku adaptif. Berdasarkan Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA) yang dikutip oleh Rahardja 
(2006), autisme merupakan gangguan perkembangan yang secara 
signifikan memengaruhi kemampuan komunikasi verbal maupun 
nonverbal serta interaksi sosial dan biasanya muncul sebelum anak 
berusia tiga tahun. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kemam-
puan akademik, sosial, dan emosional anak.

Karakteristik umum anak dengan autisme mencakup adanya 
perilaku repetitif atau berulang, gerakan stereotip (seperti mengepak-
kan tangan atau menggoyang tubuh), resistensi terhadap perubahan 
rutinitas, dan respons yang tidak biasa terhadap rangsangan sensorik; 
seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Secara lebih spesifik, anak autis 
sering mengalami kesulitan dalam menggunakan dan memahami 
bahasa, kurang mampu mengenali dan merespons emosi orang lain 
melalui ekspresi wajah atau isyarat sosial, serta menunjukkan kekakuan 
dalam mengekspresikan perasaan. Mereka juga cenderung memiliki 
empati yang rendah, perilaku meledak-ledak, kesulitan memahami 
keberadaan diri sendiri, dan keterbatasan dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan baru.

Dalam dunia pendidikan, anak autis digolongkan ke dalam bebe-
rapa spektrum berdasarkan kemampuan kognitif dan fungsionalnya. 



45Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus 

Pertama, high function children with autism adalah anak autis dengan 
kemampuan kognitif tinggi yang umumnya mampu mengikuti pembel-
ajaran akademik dengan adaptasi minimal, meskipun masih memer-
lukan dukungan sosial dan emosional. Kedua, middle function children 
with autism adalah anak autis dengan kemampuan intelektual mene-
ngah yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan komunikasi 
sosial dan regulasi perilaku. Ketiga, low function children with autism 
adalah anak dengan kemampuan kognitif rendah dan gangguan peri-
laku berat yang membutuhkan dukungan intensif, terapi perilaku, serta 
intervensi medis untuk menunjang perkembangan dasarnya.

Pendekatan pendidikan bagi anak autis perlu berorientasi pada 
struktur, rutinitas, dan prediktabilitas agar mereka merasa aman dan 
mampu fokus dalam belajar. Penggunaan metode seperti applied beha-
vior analysis (ABA), structured teaching (TEACCH), dan terapi wicara 
terbukti efektif membantu anak mengembangkan kemampuan komu-
nikasi dan sosial. Selain itu, kolaborasi antara guru, orang tua, psikolog, 
dan terapis sangat penting untuk memastikan kontinuitas intervensi 
di sekolah maupun di rumah.

3.	 Anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (gifted and talented 
children)
Anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa memiliki potensi luar 
biasa dalam bidang intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau 
kemampuan akademik tertentu. Menurut Gunawan (2012), kelom-
pok ini memiliki tingkat kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab 
terhadap tugas (task commitment) yang jauh melampaui rata-rata anak 
seusianya. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan 
yang berbeda dan menantang untuk mengoptimalkan potensi luar 
biasa yang dimiliki. Karakteristik anak berbakat istimewa mencakup 
beberapa domain penting.
a.	 Domain intelektual-kognitif, seperti kemampuan berpikir abstrak, 

bernalar logis, dan menyelesaikan masalah kompleks dengan 
cepat.

b.	 Domain persepsi dan emosi, seperti kepekaan tinggi terhadap ling-
kungan, empati mendalam, serta kemampuan mengekspresikan 
ide dengan cara yang unik.
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c.	 Domain motivasi dan nilai hidup, seperti rasa ingin tahu tinggi, 
ketekunan dalam belajar, dan dorongan kuat untuk berprestasi.

d.	 Domain aktivitas, seperti produktivitas tinggi dalam menghasilkan 
karya dan inovasi.

e.	 Domain relasi sosial, seperti kemampuan memimpin, berkomu-
nikasi efektif, dan memengaruhi orang lain.
Anak dengan indikasi ini biasanya mampu menunjukkan ide-ide 

orisinal, berpikir secara kreatif, dapat menghubungkan konsep-kon-
sep yang tampak tidak berkaitan menjadi gagasan baru, memiliki 
daya imajinasi luar biasa, dan kecepatan berpikir tinggi. Mereka juga 
memiliki kosakata yang luas, daya ingat jangka panjang yang kuat, 
dan kemampuan belajar mandiri yang menonjol. Namun, meskipun 
memiliki kemampuan di atas rata-rata, anak berbakat juga dapat meng-
hadapi tantangan emosional seperti rasa bosan di sekolah, perfeksio-
nisme, atau kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya. Oleh karena 
itu, mereka memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel, kurikulum 
yang diperkaya (enrichment program), serta bimbingan yang membantu 
menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional.

4.	 Anak dengan kesulitan belajar spesifik (specific learning disabilities/
SLD)
Kesulitan belajar spesifik mengacu pada gangguan dalam satu atau 
lebih keterampilan akademik dasar, seperti membaca, menulis, atau 
berhitung yang tidak disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, gang-
guan sensorik, atau faktor lingkungan semata. Anak-anak dengan SLD 
umumnya memiliki tingkat inteligensi normal hingga tinggi, tetapi 
mengalami hambatan dalam memproses informasi tertentu akibat 
adanya disfungsi neurologis atau faktor genetik. Berikut beberapa 
bentuk kesulitan belajar spesifik.
a.	 Disleksia

Disleksia adalah kesulitan membaca yang ditandai dengan kemam-
puan fonologis lemah, kesalahan pengucapan, dan kesulitan 
memahami teks. Anak disleksia sering kali membaca dengan 
lambat, banyak melakukan kesalahan dalam mengenali huruf, dan 
mengalami kesulitan memahami isi bacaan.
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b.	 Disgrafia
Disgrafia adalah kesulitan dalam menulis yang ditandai dengan 
kesalahan penyalinan huruf atau angka, tulisan yang sulit dibaca, 
serta kesulitan menjaga kerapian tulisan. Anak dengan disgrafia 
sering menulis huruf atau angka terbalik, seperti b menjadi d, 6 
menjadi 9, atau p menjadi q.

c.	 Diskalkulia
Diskalkulia adalah kesulitan dalam berhitung yang mencakup 
ketidakmampuan memahami konsep bilangan, bingung terhadap 
simbol matematis (+, -, ×, ÷), dan sering melakukan kesalahan 
saat menulis angka.
Gangguan-gangguan tersebut bersifat jangka panjang (long life 

disabilities) dan memerlukan penanganan khusus. Dalam pembela-
jaran, guru perlu menggunakan pendekatan multisensori yang melibat-
kan penglihatan, pendengaran, dan gerak tubuh agar anak dapat mema-
hami konsep dengan lebih baik. Misalnya, pembelajaran membaca 
dengan kartu huruf bertekstur untuk anak disleksia, latihan motorik 
halus untuk anak disgrafia, dan penggunaan benda konkret untuk 
mengajarkan konsep matematika pada anak diskalkulia.
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BAB IV
PERAN GURU DALAM  
PENDIDIKAN INKLUSI

Alfonsus Mudi Aran

Pendidikan inklusi menjadi salah satu paradigma paling penting dalam 
perkembangan sistem pendidikan global kontemporer. Konsep ini 

berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan 
pendidikan yang bermutu dalam lingkungan yang setara. Kehadiran pendi-
dikan inklusi merupakan respons kritis terhadap model segregatif yang 
selama beberapa dekade mendominasi praktik pendidikan bahwa anak 
berkebutuhan khusus (ABK) dipisahkan dari sekolah umum dan diarah-
kan ke lembaga pendidikan khusus. Meskipun niat awal segregasi adalah 
memberikan layanan sesuai kebutuhan, pada praktiknya segregasi sering 
memperkuat stigma sosial, membatasi akses anak terhadap interaksi sosial 
yang luas, serta memperlemah kesempatan mereka untuk berkembang 
dalam konteks masyarakat yang beragam.

Dalam kerangka inklusi, guru memegang peranan yang sangat strategis. 
Guru tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai pelaksana teknis kurikulum, 
tetapi juga sebagai agen perubahan yang menghubungkan antara idealisme 
kebijakan dengan realitas praktik di kelas. UNESCO (2017) menegaskan 
bahwa sekitar 15% populasi dunia merupakan penyandang disabilitas, tetapi 
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sebagian besar dari mereka masih menghadapi hambatan struktural dalam 
memperoleh pendidikan yang layak. Di Indonesia, Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) Kemendikbudristek tahun 2022 mencatat lebih dari 294.000 
ABK sudah terdata dalam sekolah reguler. Namun, baru sekitar 30% sekolah 
negeri yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusi. Fakta ini menun-
jukkan adanya jurang lebar antara regulasi dan kenyataan di lapangan.

Lebih jauh, asumsi umum bahwa inklusi otomatis berhasil hanya 
dengan menghadirkan ABK dalam kelas reguler terbukti keliru. Sharma, 
Forlin, dan Loreman (2008) mengingatkan bahwa kualitas inklusi diten-
tukan oleh sikap, kompetensi, dan kreativitas guru. Tanpa pemahaman 
inklusif, guru berisiko memperlakukan siswa secara diskriminatif yang 
dapat melahirkan eksklusi terselubung di ruang kelas. Oleh karena itu, 
analisis kritis mengenai peran guru menjadi penting agar dapat diidentifi-
kasi sejauh mana guru mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan 
dan realitas serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam membangun 
ruang belajar yang benar-benar ramah bagi semua anak.

Peran Guru Indonesia di Sekolah Inklusi
Dalam konteks Indonesia, guru menghadapi dilema antara menjalankan 
standar kurikulum nasional yang bersifat seragam dan kebutuhan diferen-
siasi pembelajaran bagi siswa yang memiliki kemampuan sangat beragam. 
Misalnya, seorang guru matematika di sekolah menengah harus menga-
jarkan kurikulum yang padat dan berorientasi pada capaian ujian nasional. 
Namun, di kelas yang sama, terdapat siswa tunanetra, siswa slow learner, 
hingga siswa dengan bakat istimewa. Tanpa keterampilan adaptasi, guru 
akan kesulitan mengelola keberagaman ini sehingga sebagian siswa berisiko 
tertinggal atau bahkan tersisih.

Survei Kemendikbud (Pusat Penelitian Kebijakan, 2019) menunjuk-
kan bahwa 60% guru reguler merasa belum cukup siap untuk mengajar 
ABK, terutama karena minimnya pelatihan yang relevan. Suharto (2020) 
dalam penelitiannya memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa 
banyak guru masih memandang pendidikan inklusi hanya sebagai program 
tambahan, bukan sebagai bagian integral dari praktik pembelajaran sehari-
hari. Akibatnya, yang muncul adalah “inklusif formalitas”. Artinya, secara 
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administratif sekolah disebut inklusi; tetapi praktik diskriminasi tetap 
berlangsung di ruang kelas.

Selain itu, UNICEF (2021) melaporkan bahwa hanya 40% siswa ABK 
yang merasa nyaman belajar di sekolah reguler. Rendahnya rasa nyaman 
ini berkaitan erat dengan kurangnya dukungan guru, keterbatasan sarana, 
serta budaya sekolah yang belum ramah. Kondisi ini menegaskan bahwa 
guru memegang posisi kunci. Guru bukan hanya berperan sebagai pelak-
sana kebijakan, melainkan juga penafsir kebijakan yang harus memastikan 
bahwa inklusi selain menjadi jargon juga merupakan praktik nyata yang 
berdampak pada anak.

Dimensi Baru Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi
Dalam literatur pedagogi inklusif, guru biasanya digambarkan memiliki 
lima peran utama yang meliputi perancang pembelajaran, fasilitator, agen 
nilai, kolaborator, dan evaluator. Namun, dinamika masyarakat kontempo-
rer menunjukkan bahwa peran ini tidak lagi memadai. Transformasi sosial, 
perkembangan teknologi digital, dan perubahan kebijakan pendidikan 
menuntut guru mengembangkan peran tambahan yang semakin relevan 
di era modern. Dengan demikian, peran guru dalam inklusi harus dilihat 
sebagai sesuatu yang dinamis dan adaptif. Tiga dimensi baru berikut ini 
menjadi sorotan penting dalam menjawab tantangan pendidikan inklusi 
saat ini.
1.	 Guru sebagai advokat

Peran advokasi menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, 
melainkan juga representasi suara bagi siswa yang rentan terutama anak 
berkebutuhan khusus (ABK). Guru yang berperan sebagai advokat 
aktif memperjuangkan hak-hak peserta didik, mulai dari aksesibili-
tas fisik, penyediaan alat bantu belajar, hingga keberadaan kebijakan 
sekolah yang nondiskriminatif. Dalam banyak kasus, guru menjadi 
jembatan utama antara kebutuhan siswa dan otoritas sekolah maupun 
pemerintah daerah.

Sebagai contoh, ketika sekolah enggan menyediakan jalur kursi 
roda dengan alasan biaya, guru yang memahami prinsip hak asasi 
dan regulasi pendidikan dapat mengajukan advokasi kepada kepala 
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sekolah, komite sekolah, atau bahkan dinas pendidikan. Advokasi ini 
tidak hanya menuntut fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut kebijakan 
penerimaan siswa, akses ke ujian nasional, hingga pengakuan prestasi 
akademik maupun non-akademik siswa dengan disabilitas. Dasar 
hukum yang memperkuat peran guru sebagai advokat dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas yang menegaskan hak-hak anak untuk memperoleh pendi-
dikan secara adil dan setara.

2.	 Guru sebagai inovator teknologi
Era digital memberikan peluang besar bagi pengembangan pembela-
jaran inklusif yang adaptif dan fleksibel. Guru dituntut untuk menjadi 
inovator dalam pemanfaatan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna 
pasif. Inovasi teknologi dapat mencakup perangkat keras (hardware) 
seperti tablet dengan fitur aksesibilitas maupun perangkat lunak (soft-
ware) seperti aplikasi screen reader untuk siswa tunanetra, subtitle 
otomatis untuk siswa tunarungu, serta media digital interaktif untuk 
siswa dengan kesulitan konsentrasi.

Guru yang inovatif mampu memanfaatkan teknologi ini tidak 
hanya untuk mempermudah proses belajar mengajar, tetapi juga untuk 
memastikan setiap anak merasa dilibatkan secara penuh dalam peng-
alaman pembelajaran. Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran 
berbasis gamifikasi dapat membantu siswa dengan ADHD (attention 
deficit hyperactivity disorder) tetap fokus dan termotivasi. Sementara 
itu, penggunaan video pembelajaran dengan bahasa isyarat dapat 
memfasilitasi siswa tunarungu untuk memperoleh pemahaman setara 
dengan teman-temannya.

Penelitian Nasir dan Rahayu (2021) dari UIN Sunan Kalijaga 
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi speech-to-text dan text-
to-speech meningkatkan pemahaman siswa tunarungu hingga 35% 
dibanding metode konvensional. Penelitian lain oleh Universitas Negeri 
Jakarta (2022) melaporkan bahwa penggunaan platform digital dengan 
fitur aksesibilitas meningkatkan partisipasi ABK dalam diskusi kelas 
sebesar 28%. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa teknologi 
bukan sekadar alat bantu, melainkan medium transformatif yang 
memperluas cakrawala pembelajaran inklusif.
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Namun, peran guru sebagai inovator teknologi juga menghadapi 
tantangan, antara lain keterbatasan pelatihan, minimnya infrastruktur 
di sekolah-sekolah daerah, serta rendahnya literasi digital guru. Oleh 
karena itu, peran guru inovator perlu didukung dengan kebijakan 
sistemik, pelatihan profesional berkelanjutan, serta kemitraan dengan 
lembaga penyedia teknologi pendidikan.

3.	 Guru sebagai peneliti tindakan kelas (PTK) inklusif
Dimensi lain yang sangat penting adalah peran guru sebagai peneliti 
reflektif. Melalui penelitian tindakan kelas (PTK), guru dapat mendi-
agnosis masalah yang muncul di ruang kelas inklusi, merancang solusi, 
melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap 
proses dan hasil belajar siswa. Sebagai ilustrasi, guru dapat menemukan 
bahwa siswa autistik kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 
Melalui PTK, guru dapat merancang strategi berupa penggunaan visual 
schedule atau sistem pengingat berbasis gambar, kemudian mengeva-
luasi apakah strategi tersebut meningkatkan keterlibatan siswa. Siklus 
reflektif seperti ini memungkinkan guru tidak hanya menjadi pelaksana 
kurikulum, melainkan juga produsen pengetahuan praktis yang relevan 
dengan konteks kelasnya sendiri.

Program sekolah penggerak (Kemendikbud, 2022) menekankan 
pentingnya PTK sebagai sarana refleksi guru. Laporan program terse-
but menunjukkan bahwa guru yang rutin melakukan PTK melaporkan 
peningkatan signifikan dalam partisipasi ABK di kelas, terutama pada 
indikator kehadiran, keterlibatan, dan hasil akademik. PTK dengan 
fokus inklusi juga mendorong terciptanya budaya berbagi praktik antar-
guru sehingga dampaknya tidak hanya berhenti pada kelas tertentu, 
tetapi menyebar ke seluruh ekosistem sekolah.

Dengan demikian, guru sebagai peneliti tindakan kelas memi-
liki posisi strategis untuk memastikan bahwa kebijakan inklusi tidak 
berhenti di atas kertas, tetapi diwujudkan dalam praktik pembelajaran 
nyata. Lebih jauh lagi, hasil PTK yang dipublikasikan dapat memper-
kaya literatur akademik dan memperkuat pengembangan teori pendi-
dikan inklusif berbasis konteks lokal Indonesia.
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Ketiga dimensi baru ini, yakni guru sebagai advokat, inovator teknologi, 
dan peneliti tindakan kelas menunjukkan bahwa peran guru dalam pendi-
dikan inklusi semakin kompleks dan multidimensi. Guru bukan hanya agen 
pedagogis, melainkan juga agen sosial, teknologi, dan penelitian. Dengan 
mengadopsi peran-peran ini, guru mampu menjawab tantangan pendidikan 
inklusif di abad ke-21 sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang 
lebih adil dan setara.

Tantangan Sistemik yang Memengaruhi Peran Guru
Peran guru dalam pendidikan inklusi tidak lepas dari berbagai kendala 
sistemik yang dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi utama berikut.
1.	 Minimnya pelatihan dan literasi

Mayoritas guru reguler belum familiar dengan konsep Universal Design 
for Learning (UDL) atau strategi diferensiasi pembelajaran. Balitbang 
Kemendikbud (2020) mengungkapkan bahwa hanya satu dari lima 
guru yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi. Angka ini 
lebih rendah lagi di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), yaitu 
sekitar 12%. Tanpa literasi pedagogis yang memadai, guru cenderung 
menggunakan pendekatan homogen yang tidak relevan dengan kebu-
tuhan siswa yang beragam.

2.	 Kurangnya sarana dan prasarana
Infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pendidikan inklusi. 
Data BPS (2021) menunjukkan hanya 45% sekolah inklusi yang memi-
liki sarana fisik ramah disabilitas, seperti ramp untuk kursi roda atau 
toilet aksesibel. Studi Setiawan (2020) menegaskan bahwa keterbatasan 
sarana membuat lebih dari separuh ABK tidak dapat berpartisipasi 
penuh dalam aktivitas sekolah.

3.	 Beban kerja ganda
Mengelola kelas inklusi dengan 30 hingga 40 siswa reguler ditambah 
beberapa siswa ABK yang memiliki kebutuhan unik dirasa menambah 
beban guru. Alasannya karena guru harus menyusun rencana pelak-
sanaan pembelajaran (RPP) adaptif, melakukan asesmen individual, 
dan menjalin komunikasi intensif dengan orang tua. Astuti (2019) 
menemukan bahwa guru di Yogyakarta yang menghadapi kondisi ini 



55Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi 

mengalami kelelahan emosional, penurunan motivasi, serta menurun-
nya kreativitas dalam mengajar.

4.	 Budaya sekolah yang diskriminatif
Budaya sekolah masih memandang ABK sebagai pengganggu proses 
belajar. Penelitian Pusat Studi Inklusi Unesa (2020) menemukan bahwa 
40% orang tua siswa reguler menolak kehadiran ABK di sekolah karena 
khawatir mengganggu anak-anak mereka. Guru progresif yang ingin 
menanamkan inklusi kerap menghadapi resistensi tidak hanya dari 
kolega, tetapi juga dari komunitas orang tua. Tanpa perubahan budaya 
sekolah, upaya guru untuk menerapkan praktik inklusif sulit dilakukan 
secara konsisten.

Strategi Inovatif untuk Memperkuat Peran Guru
Dalam menghadapi tantangan sistemik pendidikan inklusi, guru ditun-
tut untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional; tetapi juga 
mengadopsi strategi-strategi inovatif. Strategi ini tidak hanya berorientasi 
pada peningkatan hasil belajar akademik, tetapi juga pembentukan budaya 
sekolah yang lebih ramah dan responsif terhadap keberagaman. Inovasi 
dalam pendidikan inklusi menjadi kunci agar peran guru dapat dijalankan 
secara optimal dan berkelanjutan.
1.	 Lesson study inklusif

Lesson study merupakan pendekatan kolaboratif yang memungkinkan 
guru secara sistematis merancang, melaksanakan, mengamati, dan 
merefleksikan praktik pembelajaran. Dalam konteks inklusi, keter-
libatan guru pendamping khusus (GPK), pengawas sekolah, bahkan 
orang tua menjadi penting untuk menghasilkan desain pembelajaran 
yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus 
(ABK).

Dalam implementasinya, lesson study inklusif berhasil mening-
katkan partisipasi ABK dalam kegiatan pembelajaran sebesar 25% 
(Kemendikbud, 2020). Hal ini terjadi karena guru dapat mengiden-
tifikasi hambatan belajar siswa sejak tahap perencanaan, kemudian 
mendiskusikan solusi bersama. Selain itu, lesson study menciptakan 
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budaya reflektif di antara para guru sehingga mereka lebih terbuka 
terhadap perubahan dan inovasi pedagogis.

Lebih jauh, lesson study juga memperkuat solidaritas antarguru. Di 
sekolah inklusi, guru reguler sering merasa bekerja sendirian meng-
hadapi tantangan ABK. Melalui forum kolaborasi seperti ini, beban 
emosional berkurang karena guru mendapatkan dukungan rekan 
sejawat sekaligus memperkuat profesionalisme kolektif.

2.	 Peer tutoring dan cooperative learning
Strategi tutor sebaya (peer tutoring) dan pembelajaran kooperatif (coope-
rative learning) terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar 
yang saling mendukung. Dalam peer tutoring, siswa yang lebih mahir 
mendampingi temannya yang mengalami kesulitan belajar. Proses ini 
tidak hanya membantu ABK dalam memahami materi, tetapi juga 
menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial pada siswa 
reguler.

Putri (2019) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa tunagrahita 
ringan meningkat 15 poin ketika menggunakan metode peer tutoring 
dibandingkan metode ceramah. Selain itu, dalam studi internasio-
nal (Carter dkk., 2020) juga ditegaskan bahwa peer support strategies 
meningkatkan keterlibatan sosial siswa dengan disabilitas di kelas 
reguler.

Dalam konteks cooperative learning, siswa diajak bekerja dalam 
kelompok heterogen untuk menyelesaikan tugas bersama. Pola ini 
menekankan bahwa keberagaman adalah aset, bukan hambatan. Guru 
berperan penting dalam mengatur dinamika kelompok sehingga setiap 
siswa memiliki peran dan kontribusi nyata. Hasilnya, tercipta suasana 
kelas yang lebih inklusif dan demokratis.

3.	 Integrasi pendidikan karakter
Pendidikan inklusi tidak dapat dilepaskan dari pendidikan karakter. 
Nilai empati, toleransi, solidaritas, dan anti-bullying harus menjadi 
bagian integral dari kurikulum, bukan sekadar tambahan. Guru dapat 
mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam berbagai mata pelajaran 
melalui pendekatan kontekstual. 
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Sebagai contoh, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, guru dapat 
menggunakan cerita rakyat yang menonjolkan tokoh penyandang 
disabilitas atau tokoh minoritas sebagai medium refleksi. Adapun 
dalam pelajaran PPKn, siswa dapat diajak berdiskusi tentang hak-hak 
anak dan kesetaraan. Dengan demikian, nilai-nilai inklusif tidak hanya 
diajarkan secara verbal, tetapi juga dihidupkan dalam pengalaman 
belajar sehari-hari.

Laporan UNESCO Jakarta (2021) menunjukkan bahwa seko-
lah yang secara konsisten menekankan nilai anti-bullying mengalami 
penurunan 40% kasus diskriminasi antarsiswa dalam kurun waktu dua 
tahun. Fakta ini memperkuat pentingnya peran guru sebagai fasilitator 
nilai, bukan hanya pengajar konten akademik.

4.	 Teknologi open source
Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam 
mendukung pembelajaran inklusi. Namun, keterbatasan anggaran 
sering menjadi kendala bagi sekolah. Dalam konteks ini, penggunaan 
teknologi open source atau aplikasi gratis dapat menjadi solusi efektif 
sekaligus murah. Berikut beberapa contoh aplikasi yang dapat digu-
nakan oleh guru.
a.	 Google Classroom dengan fitur modifikasi visual dan audio untuk 

memberikan instruksi diferensiasi.
b.	 Canva dengan fitur aksesibilitas untuk pembuatan materi ajar yang 

ramah visual.
c.	 Natural Reader atau aplikasi text-to-speech lainnya untuk membantu 

siswa dengan hambatan membaca.
d.	 Screen reader untuk tunanetra atau subtitle otomatis bagi siswa 

tunarungu.
Studi pada Universitas Negeri Semarang (2022) menemukan 

bahwa penggunaan aplikasi open source dalam kelas inklusi mening-
katkan keterlibatan ABK sebesar 30%. Temuan ini membuktikan bahwa 
inovasi tidak selalu membutuhkan biaya besar, tetapi lebih kepada 
kreativitas dan keterampilan guru dalam memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia.
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Keempat straetegi di atas bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, 
melainkan saling melengkapi. Lesson study memperkuat kapasitas guru, 
peer tutoring menumbuhkan solidaritas antarsiswa, integrasi pendidikan 
karakter membentuk budaya kelas, dan teknologi open source memberikan 
akses yang lebih luas. Jika dijalankan secara simultan, strategi ini dapat 
mengubah bukan hanya praktik pembelajaran, melainkan juga budaya 
sekolah secara keseluruhan.

Dengan demikian, strategi inovatif yang dilakukan guru tidak hanya 
berdampak pada peningkatan akademik ABK, tetapi juga membentuk 
kultur inklusi yang lebih kokoh di sekolah. Strategi ini menegaskan kembali 
bahwa guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan inovator yang 
menggerakkan perubahan sosial di lingkungan pendidikan.

Perspektif Alternatif: Guru sebagai Agen  
Transformasi Sosial
Peran guru dalam pendidikan inklusi tidak dapat direduksi hanya pada 
dimensi teknis atau pedagogis. Lebih jauh, guru memiliki tanggung jawab 
moral, sosial, dan kultural untuk menjadi agen transformasi sosial. Hal ini 
berpijak pada pemikiran Paulo Freire (2017) yang menyebut pendidikan 
sebagai a practice of freedom atau praktik pembebasan. Pendidikan bukan 
sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya untuk membebaskan 
individu dari belenggu penindasan, diskriminasi, dan struktur sosial yang 
timpang. Dalam kerangka inklusi, guru memegang mandat untuk membe-
baskan anak dari diskriminasi sistemik, stigma sosial, serta marginalisasi 
yang kerap dialami anak berkebutuhan khusus (ABK).
1.	 Guru dan transformasi nilai sosial

Guru yang inklusif tidak hanya mengajar matematika, bahasa, atau 
sains; tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti 
empati, solidaritas, toleransi, dan penghormatan terhadap perbe-
daan. Ketika guru secara konsisten menanamkan nilai anti-stigma di 
dalam kelas, mereka membentuk pola pikir siswa reguler agar terbiasa 
memandang keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Proses 
ini bukan hanya berdampak pada ruang kelas, tetapi juga memenga-
ruhi perilaku siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil Survei 
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Pendidikan Inklusif Kemendikbud (Balitbang Kemendikbud, 2020) 
menunjukkan bahwa sekolah yang aktif menanamkan nilai toleransi 
melalui guru mengalami peningkatan keterlibatan siswa reguler dalam 
mendukung ABK sebesar 35%. Angka ini merefleksikan bahwa guru 
memiliki kapasitas untuk mengubah pola pikir kolektif komunitas 
sekolah menuju kultur yang lebih adil dan inklusif.

2.	 Konteks Indonesia: tantangan dan harapan
Di Indonesia, tantangan sosial terhadap inklusi masih kuat. Stigma 
bahwa ABK “mengganggu” proses belajar atau “membebani” guru 
masih sering terdengar di berbagai sekolah. Di sinilah guru dituntut 
untuk tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga 
sebagai cultural broker yang menjembatani kesalahpahaman antara 
siswa reguler, orang tua, dan masyarakat tentang inklusi. Dengan 
komunikasi yang efektif, sikap terbuka, dan keteladanan, guru dapat 
melunakkan resistensi sosial terhadap kehadiran ABK di ruang kelas 
reguler.

Selain itu, peran guru sebagai agen sosial juga terhubung dengan 
agenda nasional tentang moderasi beragama, persatuan, dan kebera-
gaman budaya. Guru inklusi tidak hanya mengajarkan keterampilan 
akademik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat 
majemuk. Dalam konteks Indonesia yang plural, nilai inklusi menjadi 
bagian dari pembentukan identitas kebangsaan yang menghargai 
perbedaan.

3.	 Praktik baik: guru sebagai agen sosial
Beberapa praktik baik dapat menjadi ilustrasi peran guru sebagai 
agen transformasi sosial. Misalnya di sebuah sekolah dasar inklusi di 
Yogyakarta, guru bahasa Indonesia mengintegrasikan cerita rakyat 
Nusantara yang menonjolkan tokoh penyandang disabilitas atau tokoh 
minoritas sebagai bagian dari pembelajaran. Dengan cara ini, siswa 
tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga menumbuhkan penghormatan 
terhadap keragaman.

Contoh lain datang dari sekolah inklusi di Surabaya. Guru mene-
rapkan program peer support system dengan melibatkan siswa reguler 
untuk menjadi teman belajar bagi ABK. Program ini terbukti menum-
buhkan solidaritas, meminimalisasi perundungan, serta menciptakan 
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iklim sekolah yang lebih ramah. Guru dalam hal ini tidak hanya menge-
lola kelas, tetapi juga mengarahkan terbentuknya budaya sekolah yang 
egaliter.

4.	 Implikasi: guru sebagai penggerak perubahan sosial
Implikasi dari perspektif ini adalah perlunya memandang guru inklusi 
sebagai agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana kebijakan. 
Dukungan negara melalui pelatihan, kebijakan afirmatif, dan pember-
dayaan guru harus diarahkan pada penguatan kapasitas mereka seba-
gai change agents. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya 
menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga warga 
negara yang memiliki kesadaran sosial, sikap toleran, serta komitmen 
pada keadilan. 

Sejalan dengan gagasan Freire, guru inklusi pada akhirnya bertu-
gas untuk membebaskan peserta didik dari belenggu struktural yang 
membatasi akses terhadap pendidikan serta memerdekakan masya-
rakat dari pola pikir diskriminatif. Dalam jangka panjang, guru yang 
menanamkan nilai keadilan sosial melalui inklusi akan melahirkan 
generasi yang lebih siap membangun masyarakat yang berkeadilan, 
demokratis, dan inklusif.
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BAB V
KURIKULUM DAN  
PEMBELAJARAN INKLUSIF

Definisi Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat 
tujuan, isi atau materi pembelajaran, proses pelaksanaan, serta sistem evalu-
asi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Tujuan menjelaskan apa yang 
ingin dicapai dalam kegiatan pendidikan. Materi berisikan hal-hal yang 
harus dipelajari oleh siswa. Proses menggambarkan langkah-langkah yang 
ditempuh untuk mencapai tujuan. Evaluasi berfungsi menilai sejauh mana 
tujuan pembelajaran telah tercapai (Ilahi, 2013).

Kurikulum bersifat luas dan dinamis, yang artinya dapat berkembang 
sesuai dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tidak hanya mencermin-
kan daftar mata pelajaran, tetapi juga menggambarkan arah, strategi, dan 
nilai-nilai yang ingin dibentuk melalui proses pendidikan. Secara umum, 
Khoiruman dkk. (2023) menjelaskan bahwa kurikulum memiliki dua 
tingkat penerapan.
1.	 Kurikulum makro, yaitu pengaturan yang mencakup arah, tujuan, isi, 

serta sistem evaluasi pendidikan pada tingkat nasional. Pada tataran 
ini, kurikulum berfungsi sebagai pedoman umum bagi seluruh lembaga 
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pendidikan agar memiliki keseragaman visi dan misi dalam mencer-
daskan kehidupan bangsa.

2.	 Kurikulum mikro, yaitu penerapan kurikulum pada tingkat satuan 
pendidikan atau kelas. Pada tingkat ini, guru memiliki kewenangan 
untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kondisi 
lingkungan sekolah, karakteristik peserta didik, serta kebutuhan 
pembelajaran yang berbeda-beda.

Kurikulum memiliki empat komponen utama yang saling berkaitan 
dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan pendidikan. Listiana 
(2016) di bawah ini menjabarkan komponen-komponen yang dimaksud.
1.	 Komponen tujuan

Komponen tujuan berhubungan dengan arah dan sasaran yang ingin 
dicapai melalui pelaksanaan kurikulum. Tujuan berfungsi sebagai 
pedoman utama dalam menentukan arah kegiatan pembelajaran serta 
hasil yang diharapkan dari proses pendidikan. Dengan adanya tujuan 
yang jelas, guru dapat menyusun strategi pembelajaran secara terarah 
sehingga setiap kegiatan belajar mengarah pada pencapaian kompetensi 
yang diinginkan.

2.	 Komponen isi
Komponen isi mencakup seluruh pengalaman belajar yang harus 
diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Isi kurikulum 
terdiri atas aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang 
perlu dikuasai siswa. Komponen ini tecermin dalam materi pelajaran 
yang diajarkan, aktivitas pembelajaran yang dilakukan, serta kegiatan 
yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. 
Dengan demikian, isi kurikulum berfungsi sebagai penghubung antara 
tujuan pendidikan dan pengalaman belajar nyata di kelas.

3.	 Komponen metode
Komponen metode berperan sebagai cara atau strategi yang diguna-
kan untuk melaksanakan kurikulum. Metode pembelajaran memiliki 
peran yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap 
efektivitas proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah diru-
muskan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik, jenis materi pelajaran, serta kondisi lingkungan belajar. 
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Penggunaan metode yang tepat akan membuat proses pembelajaran 
lebih aktif, menarik, dan bermakna sehingga peserta didik dapat 
memahami materi secara lebih mendalam.

4.	 Komponen evaluasi
Komponen evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari kurikulum. Evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan 
pembelajaran telah tercapai sekaligus mengukur efektivitas pelaksa-
naan kurikulum. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui hasil belajar 
peserta didik serta menentukan apakah kurikulum yang digunakan 
sudah sesuai atau masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi juga 
menjadi dasar pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kuriku-
lum, apakah perlu dipertahankan, disesuaikan, atau disempurnakan 
agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan.

Fungsi Kurikulum
Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan 
di Indonesia karena menjadi landasan utama bagi seluruh proses pembela-
jaran. Menurut Hernawan dan Cynthia (2009), kurikulum berfungsi sebagai 
pedoman sekaligus acuan bagi setiap unsur yang terlibat dalam dunia pendi-
dikan. Arifin (2011) menegaskan bahwa fungsi kurikulum dapat ditinjau 
dari berbagai perspektif, tergantung peran dan kedudukan tiap-tiap pihak 
dalam proses pendidikan. Berikut beberapa fungsi kurikulum.
1.	 Bagi tujuan pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai sarana utama 

untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh, selaras dengan visi, 
misi, dan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum berperan mengarah-
kan seluruh proses pembelajaran agar sejalan dengan cita-cita pendi-
dikan bangsa sekaligus menjadi pedoman dalam mencapai berbagai 
tingkatan tujuan pendidikan di bawahnya secara terpadu dan berke-
sinambungan.

2.	 Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 
mengatur, mengelola, dan membimbing seluruh kegiatan di lingkungan 
sekolah. Hal ini mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, 
dan kokurikuler yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung terca-
painya tujuan pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah dapat 
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memastikan bahwa seluruh program sekolah berjalan selaras dengan 
kebijakan pendidikan yang berlaku.

3.	 Bagi setiap jenjang pendidikan, kurikulum memiliki dua fungsi penting 
yang meliputi fungsi kesinambungan dan fungsi penyiapan tenaga. 
Fungsi kesinambungan menekankan pentingnya keterpaduan antar-
jenjang agar tidak terjadi kesenjangan dalam materi, metode, maupun 
capaian pembelajaran. Sekolah pada tingkat yang lebih tinggi perlu 
memahami dan menyesuaikan diri dengan kurikulum di tingkat sebe-
lumnya. Adapun fungsi penyiapan tenaga berkaitan dengan tanggung 
jawab lembaga pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manu-
sia yang terampil dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja serta 
perkembangan zaman.

4.	 Bagi guru, kurikulum berperan sebagai panduan utama dalam meran-
cang dan melaksanakan pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak 
pelaksanaan kurikulum di sekolah karena mereka berperan langsung 
dalam menerjemahkan isi kurikulum menjadi pengalaman belajar 
yang bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan imple-
mentasi kurikulum sangat bergantung pada kemampuan guru dalam 
memahami, menafsirkan, serta mengaplikasikan kurikulum secara 
kreatif dan efektif.

5.	 Bagi pengawas atau supervisor, kurikulum berfungsi sebagai acuan dan 
tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan supervisi serta pembinaan 
terhadap guru dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dengan 
memahami kurikulum secara mendalam, pengawas dapat menilai 
sejauh mana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang 
ditetapkan serta memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan 
mutu pendidikan.

6.	 Bagi masyarakat, kurikulum memiliki fungsi sebagai sarana pencerahan 
dan perluasan wawasan dalam berbagai bidang kehidupan. Kurikulum 
juga mendorong masyarakat untuk memahami arah dan tujuan pendi-
dikan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung penye-
lenggaraan pendidikan melalui partisipasi, kerja sama, dan kontribusi 
nyata terhadap sekolah maupun lembaga pendidikan.

7.	 Bagi pengguna lulusan, kurikulum berfungsi sebagai dasar dalam 
mencetak tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kompetensi tinggi, 
dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Kurikulum 
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yang dirancang dengan baik akan menghasilkan lulusan yang tidak 
hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan akademik, tetapi juga 
etos kerja, kedisiplinan, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing di berbagai sektor 
kehidupan.

Mengenal Pembelajaran Inklusif
Pembelajaran inklusif dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang 
memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang 
memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan 
atau ruang kelas yang sama. Konsep ini menekankan pentingnya pemera-
taan akses terhadap pembelajaran tanpa adanya diskriminasi berdasarkan 
perbedaan kondisi fisik, mental, maupun kemampuan individu (Effendi, 
2013).

Pembelajaran inklusif berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak 
memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengalaman belajar yang 
bermutu, adil, dan bermakna. Sistem pembelajaran ini berupaya mencipta-
kan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, serta menghargai keberagaman 
sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai 
dengan potensi, kemampuan, dan kebutuhan belajarnya masing-masing 
(Yunus dkk, 2023).

Kebijakan pelaksanaan pembelajaran inklusif tidak hanya didasarkan 
pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dan 
terarah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) menjelaskan 
bahwa terdapat tiga landasan utama dalam penyelenggaraan pembelajaran 
inklusif.
1.	 Landasan filosofis

Landasan filosofis pembelajaran inklusif berakar pada nilai-nilai 
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan penghargaan 
terhadap keberagaman manusia. Setiap peserta didik, termasuk mereka 
yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk 
memperoleh kesempatan belajar. Keberagaman dipandang sebagai 
kekuatan yang harus dikelola dengan semangat kebersamaan, saling 
menghargai, dan toleransi dalam proses pembelajaran.
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2.	 Landasan yuridis
Landasan yuridis pembelajaran inklusif tercantum dalam UUD 1945, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Ketiga regulasi tersebut menegaskan hak setiap warga negara 
untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu tanpa diskriminasi. 
Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran inklusif memiliki dasar 
hukum yang kuat dan wajib diterapkan dalam sistem pembelajaran 
nasional.

3.	 Landasan empiris
Landasan empiris didukung oleh hasil penelitian yang menunjuk-
kan bahwa pembelajaran inklusif lebih efektif dibandingkan sistem 
pembelajaran segregatif. Model ini terbukti mampu meningkatkan 
perkembangan akademik dan sosial bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus maupun peserta didik lainnya. Dengan demikian, pembelajaran 
inklusif tidak hanya memperkuat hasil belajar, tetapi juga menum-
buhkan sikap empati, toleransi, dan interaksi sosial yang positif di 
lingkungan sekolah.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif 
di sekolah inklusif, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman 
dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif. Berikut prinsip-prinsip 
yang dimaksud. 
1.	 Prinsip motivasi

Guru berperan penting dalam menumbuhkan semangat belajar peserta 
didik. Motivasi harus diberikan secara berkelanjutan agar siswa memi-
liki dorongan internal yang kuat untuk berprestasi. Upaya ini dapat 
dilakukan melalui pemberian pujian, penghargaan, serta penerapan 
metode pembelajaran yang menarik dan menantang. Dengan adanya 
motivasi yang positif, siswa akan lebih aktif, fokus, dan antusias dalam 
mengikuti kegiatan belajar. Semangat belajar yang tinggi akan berdam-
pak pada peningkatan prestasi dan kepercayaan diri peserta didik.

2.	 Prinsip latar atau konteks
Guru perlu memahami secara mendalam latar belakang, kondisi, serta 
lingkungan belajar setiap peserta didik. Pemahaman ini meliputi aspek 
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sosial, budaya, dan lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi proses 
pembelajaran. Guru dianjurkan menggunakan contoh konkret yang 
relevan dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih mudah 
dipahami dan bermakna. Selain itu, pengulangan materi yang tidak 
esensial sebaiknya dihindari agar proses belajar berlangsung efektif 
dan efisien. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual 
serta sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman siswa.

3.	 Prinsip hubungan sosial
Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi 
juga pada pengembangan kemampuan sosial peserta didik. Guru 
perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung kerja sama, saling 
menghargai, dan toleransi antarindividu. Melalui kegiatan kelom-
pok dan diskusi, siswa dapat belajar menghargai pendapat orang lain 
serta memperkuat sikap empati. Proses ini membantu membangun 
hubungan sosial yang harmonis di antara peserta didik. Dengan demi-
kian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, tidak hanya secara kogni-
tif, tetapi juga sosial dan emosional.

4.	 Prinsip interaksi
Interaksi dalam pembelajaran harus bersifat aktif, dua arah, dan saling 
membangun. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, 
tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif siswa. 
Hubungan antara guru dan siswa, antarsiswa, serta siswa dengan ling-
kungan belajar perlu dioptimalkan agar tercipta suasana belajar yang 
dinamis. Melalui interaksi yang intensif, peserta didik dapat mengem-
bangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. 
Interaksi yang sehat akan menciptakan lingkungan belajar yang hidup, 
saling menghargai, dan penuh semangat.

5.	 Prinsip individualisasi
Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam potensi, kemampuan, 
dan kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu, guru perlu memahami 
karakteristik, kecepatan belajar, serta gaya belajar tiap-tiap siswa. 
Pendekatan pembelajaran yang bersifat individual memungkinkan 
guru memberikan perlakuan dan perhatian yang sesuai dengan kebu-
tuhan setiap anak. Penyesuaian strategi, media, dan materi pembel-
ajaran menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi peserta didik. 
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Dengan penerapan prinsip ini, pembelajaran menjadi lebih adil, efektif, 
dan mampu menghargai keberagaman kemampuan serta keunikan 
setiap individu.

Kurikulum Berbasis Pembelajaran Inklusif
Kurikulum dalam konteks pembelajaran inklusif harus dirancang dengan 
memperhatikan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik 
berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah agar setiap anak memperoleh 
kesempatan belajar yang setara dan bermakna sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya. Berdasarkan panduan dari Kementerian Pendidikan Nasional 
(2011), terdapat empat model pengembangan kurikulum yang dapat dite-
rapkan dalam pembelajaran inklusif.
1.	 Model duplikasi

Model duplikasi menggunakan kurikulum yang sama antara peserta 
didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler tanpa adanya 
perubahan dalam aspek apa pun. Semua komponen, seperti tujuan, isi 
atau materi pelajaran, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi dite-
rapkan secara seragam. Model ini bisa diterapkan apabila peserta didik 
berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang sebanding dengan 
peserta didik lainnya dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa 
hambatan yang berarti.

2.	 Model modifikasi
Model modifikasi dilakukan dengan menyesuaikan atau memodifi-
kasi kurikulum umum agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian dilakukan pada 
empat komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, isi materi, metode 
pembelajaran, dan sistem evaluasi. Misalnya, tujuan pembelajaran 
dapat disederhanakan, materi dibuat lebih kontekstual, dan metode 
disesuaikan dengan gaya belajar anak. Evaluasi pun dilakukan secara 
fleksibel agar tetap mencerminkan kemampuan peserta didik secara 
objektif.

3.	 Model substitusi
Dalam model ini, elemen-elemen tertentu dari kurikulum umum yang 
tidak relevan bagi peserta didik berkebutuhan khusus diganti dengan 
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elemen lain yang memiliki nilai dan makna yang setara. Penggantian 
dapat mencakup tujuan pembelajaran, isi materi, metode, atau sistem 
evaluasi. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta 
didik memperoleh pengalaman belajar yang setara dan bermakna 
meskipun materi dan pendekatannya berbeda dari peserta didik reguler.

4.	 Model omisi
Model omisi diterapkan dengan menghilangkan elemen-elemen 
tertentu dari kurikulum umum yang dianggap tidak sesuai atau 
terlalu sulit bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tidak seperti 
model substitusi, model omisi tidak mengganti bagian yang dihapus; 
tetapi mengurangi beban belajar agar lebih realistis dan sesuai dengan 
kemampuan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya mencipta-
kan proses pembelajaran yang manusiawi, tidak memaksakan capaian 
di luar batas kemampuan peserta didik, tetapi tetap berorientasi pada 
pengembangan potensi diri secara optimal.

Penerapan model kurikulum dalam pembelajaran inklusif merupa-
kan langkah penting untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang adil 
dan setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki 
kebutuhan khusus. Tujuan utamanya adalah agar setiap anak memperoleh 
pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan potensi dan kemampuan 
yang dimiliki. Penerapannya dapat dilakukan dengan beberapa langkah 
berikut (Lubna dkk., 2021).
1.	 Identifikasi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran inklusif

Langkah pertama dalam penerapan pembelajaran inklusif adalah 
mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta didik, terutama bagi mereka 
yang memiliki kebutuhan khusus. Guru perlu bekerja sama dengan ahli 
pendidikan dan orang tua untuk memahami potensi serta hambatan 
belajar siswa. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang 
strategi pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap keberagaman 
kemampuan peserta didik.

2.	 Penyesuaian tujuan pembelajaran inklusif
Tujuan pembelajaran perlu disesuaikan agar dapat dicapai oleh seluruh 
peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan. Penyesuaian ini 
memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara untuk 
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berkembang secara akademik dan sosial. Dengan demikian, pembel-
ajaran tidak hanya menekankan pencapaian akademik; tetapi juga 
pengembangan potensi individu sesuai karakteristik masing-masing.

3.	 Penyesuaian materi dalam pembelajaran inklusif
Materi pembelajaran disusun secara fleksibel agar dapat diakses oleh 
semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan 
khusus. Guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran 
seperti visual, audio, atau interaktif agar materi lebih mudah dipahami. 
Pendekatan ini menjamin setiap siswa memperoleh pengalaman belajar 
yang menyenangkan dan bermakna.

4.	 Penyesuaian proses pembelajaran inklusif
Proses pembelajaran harus dirancang secara fleksibel dengan menyesu-
aikan strategi pengajaran terhadap kemampuan dan kebutuhan setiap 
siswa. Guru dapat menerapkan berbagai metode, seperti pembelajaran 
kolaboratif, berbasis proyek, atau menggunakan teknologi pendidikan. 
Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang partisipatif, inter-
aktif, dan menghargai keberagaman kemampuan peserta didik.

5.	 Penyesuaian evaluasi dalam pembelajaran inklusif
Evaluasi pembelajaran perlu mempertimbangkan perbedaan kemam-
puan dan karakteristik siswa. Guru dapat menggunakan berbagai 
bentuk penilaian, seperti tes tertulis, proyek, portofolio, atau observasi 
agar hasil belajar lebih akurat. Evaluasi yang inklusif juga memperha-
tikan proses belajar, bukan hanya hasil akhir sehingga memberikan 
gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa.

6.	 Dukungan individual dalam pembelajaran inklusif
Peserta didik dengan kebutuhan khusus memerlukan dukungan perso-
nal untuk mencapai tujuan belajar. Dukungan tersebut dapat berupa 
bimbingan, konseling, atau pendampingan selama proses pembela-
jaran. Upaya ini mencerminkan prinsip kesetaraan bahwa setiap siswa 
mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhannya agar dapat 
berkembang secara optimal.

7.	 Pelatihan guru untuk pembelajaran inklusif
Guru sebagai pelaksana utama pembelajaran perlu memiliki pema-
haman tentang strategi mengajar bagi peserta didik dengan beragam 
kemampuan. Pelatihan guru berperan penting dalam meningkatkan 
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kompetensi profesional, terutama dalam penerapan metode pembela-
jaran yang inklusif dan adaptif. Dengan pelatihan yang memadai, guru 
akan lebih siap menghadapi dinamika kelas yang heterogen.

8.	 Berkolaborasi dengan orang tua dalam pembelajaran inklusif
Keterlibatan orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan 
pembelajaran inklusif. Guru perlu membangun komunikasi yang 
terbuka dan rutin dengan orang tua untuk memantau perkembangan 
anak. Melalui kolaborasi yang baik, pembelajaran di sekolah dapat 
berkesinambungan dengan dukungan di rumah sehingga proses belajar 
anak menjadi lebih efektif dan harmonis.

9.	 Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran inklusif
Penerapan pembelajaran inklusif harus terus dievaluasi untuk memas-
tikan efektivitasnya. Guru dan pihak sekolah perlu meninjau hasil 
belajar siswa, metode pengajaran, serta sarana yang digunakan. Hasil 
evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan agar pembelajaran 
semakin relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

10.	 Penciptaan lingkungan belajar yang inklusif
Lingkungan sekolah harus dibangun dengan prinsip kebersamaan, 
keterbukaan, dan saling menghargai perbedaan. Setiap siswa didorong 
untuk berinteraksi secara positif tanpa diskriminasi. Lingkungan yang 
inklusif tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga 
membentuk karakter peserta didik yang toleran, empatik, dan mampu 
hidup harmonis dalam keberagaman.

Strategi Kurikulum Pembelajaran Inklusif
Kurikulum pembelajaran inklusif merupakan strategi penting dalam mewu-
judkan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua peserta didik. 
Pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman, 
baik dari segi kemampuan, latar belakang sosial, maupun kebutuhan belajar 
siswa. Strategi kurikulum inklusif dirancang agar setiap anak mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya (Kustawan, 
2012).

Melalui pembelajaran yang adaptif dan fleksibel, guru diharapkan 
mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan partisipatif. 
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Terdapat dua strategi yang dapat diterapkan dalam penerapan kurikulum 
pembelajaran inklusif sebagaimana penjelasan berikut (Lubna dkk., 2021).
1.	 Strategi terhadap pembelajaran dengan pendampingan orang tua

Sebagai orang tua, hal-hal berikut harus dilakukan untuk mendampingi 
anak dengan ADHD.
a.	 Bersikap sabar

Sikap sabar menjadi kunci utama dalam mendampingi anak 
berkebutuhan khusus. Walau tampak mudah, tidak semua orang 
mampu bersikap sabar secara konsisten. Kesabaran membantu 
orang tua mengelola emosi dan memahami karakter anak dengan 
lebih baik. Dalam konteks psikologis, sabar menjadi dasar untuk 
membentuk perilaku positif. Dengan kesabaran, orang tua dapat 
mengarahkan anak pada tindakan yang konstruktif.

b.	 Bersikap jeli
Kejelian orang tua diperlukan untuk memahami setiap peri-
laku anak berkebutuhan khusus. Mereka sering bertindak tanpa 
mempertimbangkan akibatnya sehingga perlu pengawasan yang 
ekstra. Setiap ucapan atau tindakan anak merupakan bentuk 
ekspresi keinginan dan kebutuhannya. Dengan bersikap jeli, orang 
tua dapat menafsirkan makna di balik perilaku tersebut. Sikap ini 
membantu menentukan pendekatan yang tepat dalam pembim-
bingan.

c.	 Bersikap kreatif
Kreativitas orang tua sangat penting untuk melatih konsentrasi dan 
kemampuan anak. Misalnya, dengan memberikan kegiatan seperti 
merangkai manik-manik besar untuk membuat tasbih. Aktivitas 
ini menumbuhkan fokus, ketekunan, dan rasa percaya diri anak. 
Selain itu, kegiatan kreatif dapat meningkatkan koordinasi motorik 
halus. Dengan cara ini, proses belajar menjadi menyenangkan dan 
bermakna.

d.	 Bersikap tanggap
Sikap tanggap diperlukan agar orang tua cepat merespons perilaku 
dan kebutuhan anak. Anak berkebutuhan khusus mudah meniru, 
bahkan dari hal kecil yang dilihat atau didengar. Oleh karena itu, 
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orang tua harus memberikan contoh positif secara konsisten. 
Ketanggapan membantu mengarahkan anak agar tidak meniru 
perilaku yang salah. Dengan demikian, pembentukan karakter 
anak dapat berlangsung lebih efektif.

2.	 Strategi pendampingan guru di sekolah
Selain pendampingan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, guru 
di sekolah juga memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan 
bimbingan kepada anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan 
hiperaktivitas (ADHD). Berikut beberapa strategi yang dapat diterap-
kan guru dalam menangani anak ADHD di sekolah.
a.	 Ekstingsi (extinction)

Metode ekstingsi didasarkan pada prinsip bahwa suatu perilaku 
akan cenderung diulangi apabila mendapatkan perhatian atau 
respons dari orang lain. Misalnya, ketika seorang anak bertingkah 
mengganggu di kelas, guru dan teman-temannya dapat mengabai-
kannya hingga anak tersebut merasa bosan atau menyadari bahwa 
tindakannya tidak mendapatkan perhatian. Dengan cara ini, anak 
akan belajar bahwa perilaku negatif tidak menghasilkan reaksi 
yang diharapkan sehingga kecenderungan untuk mengulanginya 
akan berkurang.

b.	 Setiasi (satiation)
Teknik setiasi bertujuan untuk menghilangkan faktor penyebab 
yang memicu munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Guru 
dapat menerapkannya dengan memberikan perhatian sebelum 
anak menuntutnya atau mengalihkan fokus anak ke kegiatan 
lain sebelum ia merasa bosan. Melalui pendekatan ini, anak akan 
menyadari bahwa perilaku tersebut tidak membawa dampak yang 
menyenangkan sehingga ia cenderung menghentikannya secara 
sukarela.

c.	 Pemberian hukuman
Pemberian hukuman hendaknya menjadi pilihan terakhir dalam 
menangani perilaku anak ADHD. Hukuman fisik sangat tidak 
disarankan karena hanya memberikan efek jera sementara dan 
berpotensi menimbulkan ketegangan emosional yang dapat 
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merusak kepribadian anak. Jika hukuman perlu diterapkan, guru 
harus mempertimbangkan beberapa hal berikut.
1)	 Hukuman hanya diberikan untuk mencegah perilaku yang 

tidak pantas agar tidak berlanjut, seperti perilaku agresif.
2)	 Hukuman digunakan apabila pendekatan lain tidak membe-

rikan hasil yang diharapkan.
3)	 Pilihlah bentuk hukuman ringan yang efektif dan relevan 

dengan jenis perilaku yang muncul.
4)	 Tidak pernah memberikan hukuman dalam keadaan marah 

atau emosi.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, hukuman 

dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, bukan sebagai bentuk 
balasan yang menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak.

d.	 Penghilangan kesempatan (time out)
Metode time out merupakan strategi untuk menghilangkan kesem-
patan anak memperoleh perhatian atau umpan balik dari ling-
kungan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, anak dipindahkan 
dari situasi ketika terjadi perilaku yang tidak diinginkan ke tempat 
yang lebih tenang dan kurang menarik.

Tujuannya agar anak memiliki waktu untuk menenangkan 
diri dan memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima. 
Lamanya waktu harus disesuaikan dengan usia dan kondisi anak 
agar tidak berlebihan sehingga anak merasa diperlakukan dengan 
adil. Dengan penerapan yang tepat dan konsisten, teknik ini dapat 
membantu anak belajar mengendalikan emosi serta memperbaiki 
perilaku secara bertahap.
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BAB VI
PENILAIAN DAN EVALUASI DALAM 
PENDIDIKAN INKLUSI

Konsep dan Prinsip Penilaian Pendidikan Inklusi
Penilaian inklusif merupakan pendekatan evaluasi yang berlandaskan 
pada prinsip keadilan, keberagaman, dan kesempatan yang setara bagi 
seluruh peserta didik. Dalam disiplin ilmu pendidikan inklusif, konsep 
ini dipandang sebagai bagian integral dari pembelajaran yang berkeadilan 
sosial (social justice education). Dengan kata lain, setiap individu tanpa 
memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun budaya 
memiliki hak yang sama untuk dinilai berdasarkan potensi dan kemampu-
annya secara autentik. Penilaian inklusif menekankan bahwa setiap siswa 
memiliki gaya belajar, latar belakang, dan kebutuhan yang berbeda sehingga 
proses evaluasi harus dirancang adaptif dan berorientasi pada peserta didik 
(learner-centered assessment).

Dalam konteks ilmu evaluasi pendidikan, penilaian inklusif menolak 
pendekatan one-size-fits-all. Penilaian tidak dilakukan dengan instrumen 
tunggal yang seragam, tetapi melalui diferensiasi asesmen, yakni penyesu-
aian bentuk, waktu, dan metode penilaian sesuai karakteristik peserta didik. 
Misalnya, bagi siswa dengan kebutuhan khusus, penilaian dapat dilakukan 
melalui observasi performa, portofolio, atau wawancara, bukan hanya 
melalui tes tertulis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip universal design 
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for learning (UDL) yang menekankan aksesibilitas dalam pembelajaran dan 
evaluasi sehingga setiap siswa dapat menunjukkan capaian belajar dengan 
cara yang paling sesuai dengan dirinya.

Selain aspek kognitif, penilaian inklusif juga menilai ranah afektif dan 
psikomotorik, seperti kemampuan adaptif, keterampilan sosial, empati, dan 
perkembangan kepribadian. Dalam kerangka psikologi pendidikan, dimensi 
ini penting untuk memahami siswa secara holistik, tidak hanya mengukur 
apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi, beradap-
tasi, dan berkembang secara emosional serta sosial. Evaluasi semacam ini 
mendukung terbentuknya profil pelajar yang utuh (whole-child develop-
ment) sesuai dengan paradigma pendidikan abad ke-21 yang menekankan 
keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter (Putri dkk., 
2024; Kusumaningsih, 2021).

Penilaian dalam pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai alat 
untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami 
proses belajar peserta didik secara menyeluruh. Prinsip-prinsip penilaian 
inklusif didasarkan pada gagasan bahwa setiap siswa memiliki hak yang 
sama untuk diakui, dihargai, dan dinilai berdasarkan potensinya masing-
masing. Oleh karena itu, guru dan lembaga pendidikan perlu menerapkan 
pendekatan penilaian yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada 
perkembangan individu.
1.	 Keadilan dan kesetaraan

Penilaian dalam pendidikan inklusif harus menjamin keadilan bagi 
semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, 
atau kemampuan fisik dan intelektual. Prinsip ini menolak segala 
bentuk diskriminasi dan bias dalam proses penilaian. Keadilan tidak 
berarti memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama, tetapi 
memberikan kesempatan yang setara sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisinya. Dengan demikian, penilaian menjadi instrumen yang 
mendorong keterlibatan semua peserta didik secara aktif dan bermakna 
dalam proses pembelajaran (Pertiwi dkk., 2025).

2.	 Fleksibilitas dan aksesibilitas
Penilaian inklusif ditandai oleh fleksibilitas dalam instrumen, waktu, 
dan metode pelaksanaannya. Guru dapat menyesuaikan bentuk evalu-
asi agar sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya melalui penugasan 
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take-home, penilaian berbasis proyek, portofolio, atau observasi lang-
sung di kelas. Fleksibilitas ini bertujuan untuk menghapus hambatan 
yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam menunjukkan kemam-
puan terbaiknya. Prinsip aksesibilitas juga mengandung makna bahwa 
semua siswa memiliki peluang yang sama untuk memahami, mengi-
kuti, dan menyelesaikan proses penilaian tanpa hambatan fisik maupun 
psikologis (Kusumaningsih, 2021).

3.	 Multidimensi dan holistik
Penilaian inklusif tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi 
mencakup berbagai aspek perkembangan peserta didik. Aspek kognitif, 
afektif, sosial, dan keterampilan hidup harus menjadi bagian dari proses 
evaluasi agar potensi siswa dapat tergambar secara utuh. Guru dapat 
menggunakan kombinasi instrumen seperti tes tertulis, hasil karya, 
refleksi diri, hingga penilaian kinerja untuk menggambarkan kemam-
puan siswa secara menyeluruh. Dengan cara ini, penilaian berfungsi 
tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana pembinaan 
dan penguatan karakter.

4.	 Validitas dan reliabilitas dalam konteks inklusi
Dalam pendidikan inklusif, validitas dan reliabilitas harus ditafsirkan 
secara kontekstual. Valid berarti penilaian benar-benar mengukur 
kemampuan atau kompetensi yang dimaksud, sedangkan reliabel 
menunjukkan hasil yang konsisten meskipun dilakukan dalam kondisi 
berbeda. Namun, penerapan kedua prinsip ini memerlukan penyesu-
aian ketika berhadapan dengan siswa berkebutuhan khusus. Adaptasi 
alat atau metode penilaian tidak boleh mengubah substansi kemam-
puan yang diukur dan harus memastikan bahwa setiap siswa dapat 
menunjukkan hasil belajarnya secara autentik dan bermakna.

5.	 Kontekstual
Penilaian inklusif juga harus mempertimbangkan konteks sosial, 
budaya, ekonomi, bahasa, dan lingkungan tempat siswa tumbuh dan 
belajar. Pendekatan kontekstual ini membantu guru memahami bagai-
mana latar belakang peserta didik memengaruhi cara mereka berpikir, 
berinteraksi, dan belajar. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, 
penilaian menjadi lebih relevan dan adil, serta dapat menggambarkan 
kemampuan siswa secara realistis sesuai dengan kehidupannya. Prinsip 
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ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan belajar tidak 
hanya ditentukan oleh faktor internal siswa, tetapi juga oleh lingkungan 
yang mendukung proses belajarnya (Putri dkk., 2024).

Penerapan prinsip-prinsip di atas menuntut guru untuk menjadi 
evaluator yang reflektif dan kreatif. Penilaian inklusif bukan sekadar kegi-
atan administratif, melainkan praktik pedagogis yang menghargai kera-
gaman manusia. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, fleksibilitas, 
multidimensi, validitas, dan kontekstualitas, sistem penilaian diharapkan 
mampu mendukung tujuan besar pendidikan inklusif, yakni memastikan 
bahwa setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.

Strategi dan Teknik Penilaian yang Adaptif
Penilaian adaptif dalam pendidikan inklusi merupakan pendekatan evalua-
tif yang dirancang untuk menyesuaikan proses penilaian dengan karak-
teristik, kebutuhan, dan potensi unik setiap peserta didik. Dalam konteks 
pendidikan inklusif, penilaian tidak dapat diseragamkan karena setiap siswa 
memiliki gaya belajar, kemampuan, dan hambatan yang berbeda. Oleh sebab 
itu, pendekatan adaptif menuntut fleksibilitas dalam desain, pelaksanaan, 
serta interpretasi hasil penilaian agar dapat menggambarkan kemampuan 
siswa secara autentik.

Tujuan utama penilaian adaptif adalah menciptakan keadilan dan 
aksesibilitas bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan 
khusus. Keadilan dalam konteks ini bukan berarti memberikan perlakuan 
yang sama, melainkan menyediakan kesempatan yang setara agar setiap 
siswa mampu mengekspresikan kompetensinya sesuai dengan cara terbaik 
mereka. Guru perlu memahami kondisi dan profil belajar siswa secara 
menyeluruh untuk menentukan bentuk asesmen yang tepat, misalnya 
melalui modifikasi instrumen, pemberian waktu tambahan, penggunaan 
media bantu, atau penyajian soal dalam format visual maupun auditif.

Pendekatan adaptif juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap 
kekuatan individu. Fokus penilaian bukan semata pada keterbatasan, mela-
inkan pada potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Dengan 
demikian, penilaian berfungsi sebagai alat diagnostik yang membantu guru 
merancang intervensi pembelajaran yang lebih personal dan bermakna. 
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Selain itu, penilaian adaptif selaras dengan prinsip assessment for learning 
yang menempatkan asesmen sebagai bagian integral dari proses pembel-
ajaran, bukan hanya sebagai alat ukur hasil akhir. Dalam praktiknya, guru 
dapat menggunakan berbagai teknik, seperti observasi, portofolio, asesmen 
kinerja, atau refleksi diri untuk memperoleh gambaran utuh mengenai 
perkembangan siswa.
1.	 Penilaian berbasis kinerja (performance-based assessment)

Penilaian berbasis kinerja menekankan kemampuan siswa dalam 
menerapkan pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas nyata 
yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu 
guru menilai sejauh mana siswa mampu mengintegrasikan pema-
haman teoretis ke dalam praktik. Teknik yang digunakan meliputi 
proyek, presentasi, demonstrasi, simulasi, hingga portofolio (Putri 
dkk., 2024).

2.	 Penilaian formatif (formative assessment)
Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses 
pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada 
siswa dan guru. Tujuannya bukan untuk menentukan nilai akhir, mela-
inkan untuk mengidentifikasi kemajuan, kesulitan, serta kebutuhan 
dukungan tambahan. Teknik yang digunakan pada penilaian ini meli-
puti observasi perilaku belajar, kuis singkat, refleksi diri, diskusi kelom-
pok, serta penggunaan rubrik progres sederhana. Manfaat utamanya 
adalah guru dapat segera menyesuaikan strategi pengajaran, memper-
kuat materi yang belum dipahami, dan memberikan pendampingan 
yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini memperkuat 
hubungan antara asesmen dan pembelajaran serta menjadikan peni-
laian sebagai bagian integral dari proses belajar, bukan sebagai aktivitas 
terpisah (Siregar dkk., 2025).

3.	 Akomodasi penilaian
Akomodasi penilaian merupakan strategi penting dalam pendidikan 
inklusif yang bertujuan untuk memodifikasi kondisi, waktu, atau 
metode penilaian tanpa menurunkan standar kompetensi. Prinsip 
dasarnya adalah memastikan bahwa perbedaan kebutuhan siswa tidak 
menghambat mereka untuk menunjukkan kompetensi sebenarnya. 
Berikut contoh penerapannya.
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a.	 Pemberian waktu tambahan dalam menyelesaikan soal bagi siswa 
yang membutuhkan.

b.	 Penyediaan format alternatif, seperti tes lisan bagi siswa disleksia 
atau teks berukuran besar bagi siswa tunanetra.

c.	 Pengaturan lingkungan penilaian yang ramah, misalnya ruangan 
tenang dengan pencahayaan yang sesuai bagi siswa dengan gang-
guan konsentrasi.
Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam penilaian 

dicapai bukan dengan keseragaman, melainkan melalui kesempatan 
yang setara.

4.	 Penilaian autentik (authentic assessment)
Penilaian autentik menilai kemampuan siswa dalam konteks yang 
relevan dan bermakna sehingga hasil evaluasi mencerminkan kemam-
puan mereka dalam menghadapi situasi nyata. Strategi ini sangat sesuai 
untuk menilai keterampilan sosial, emosional, dan kemampuan hidup 
sehari-hari yang penting dalam pendidikan inklusif. Asesmen semacam 
ini dapat menggunakan teknik-teknik, seperti studi kasus, role-play, 
wawancara, proyek berbasis komunitas, atau tugas layanan sosial. 
Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diuji pada pengetahuan 
teoretis, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, 
dan berempati—komponen penting dalam pengembangan karakter 
dan kompetensi abad ke-21 (Purwandari dan Zaenal, 2021).

5.	 Portofolio dan rubrik adaptif
Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang disusun secara 
kronologis untuk menunjukkan proses dan hasil belajar dari waktu 
ke waktu. Portofolio memungkinkan guru melihat perkembangan 
individu secara lebih detail dan personal. Rubrik adaptif digunakan 
untuk menilai hasil kerja siswa dengan memperhatikan aspek-aspek 
non-akademik, seperti perilaku adaptif, kemandirian, dan interaksi 
sosial yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran individual (RPI). 
Kombinasi portofolio dan rubrik adaptif menjadikan proses evaluasi 
lebih transparan, partisipatif, dan mendukung pembelajaran reflektif.

6.	 Penggunaan teknologi asistif
Teknologi asistif berperan penting dalam memfasilitasi penilaian 
adaptif bagi siswa yang memiliki keterbatasan sensorik, motorik, atau 
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komunikasi. Teknologi ini membantu siswa mengekspresikan ide dan 
pemahaman tanpa hambatan teknis. Berikut penerapan teknologi 
asistif dalam pembelajaran.
a.	 Penggunaan perangkat lunak pembaca layar untuk siswa tuna-

netra.
b.	 Alat komunikasi augmentatif untuk siswa dengan hambatan bicara.
c.	 Aplikasi digital pelacak progres otomatis yang memantau perkem-

bangan belajar dari waktu ke waktu.
Pemanfaatan teknologi asistif menjadikan proses penilaian lebih 

inklusif, efisien, dan akurat dalam menggambarkan capaian belajar 
setiap individu (Judijanto, 2025).

Strategi penilaian adaptif menuntut guru untuk berpikir kreatif dan 
reflektif dalam merancang, melaksanakan, dan menafsirkan hasil ases-
men. Dengan menggabungkan prinsip keadilan, fleksibilitas, dan relevansi 
konteks, penilaian adaptif bukan hanya alat ukur keberhasilan akademik; 
melainkan juga wahana untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keman-
dirian, dan potensi diri setiap siswa dalam lingkungan pendidikan yang 
benar-benar inklusif.

Evaluasi Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus
Evaluasi perkembangan anak berkebutuhan khusus merupakan proses 
sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menilai berbagai aspek 
perkembangan anak berkebutuhan khusus dari segi kognitif, sosial, emosi-
onal, maupun akademik. Evaluasi ini tidak sekadar mengukur hasil belajar, 
tetapi juga menelaah sejauh mana peserta didik mengalami kemajuan secara 
menyeluruh sesuai dengan potensi dan karakteristik individualnya. Melalui 
proses ini, guru dan tenaga pendidik dapat memperoleh gambaran objektif 
mengenai kemampuan, hambatan, serta kebutuhan belajar setiap anak.

Evaluasi perkembangan juga berfungsi sebagai dasar dalam penyu-
sunan program pembelajaran individual (PPI), penyusunan strategi inter-
vensi, serta pemantauan efektivitas layanan pendidikan yang diberikan. 
Dengan demikian, hasil evaluasi bukan hanya menjadi alat ukur prestasi, 
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melainkan juga sarana refleksi untuk memperbaiki pendekatan pembela-
jaran agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan anak (Septiana 
dkk., 2024).

Dalam praktiknya, evaluasi perkembangan mencakup beberapa aspek 
yang saling berkaitan.
1.	 Aspek kognitif

Evaluasi pada aspek kognitif bertujuan untuk menilai kemampuan 
berpikir, memori, konsentrasi, pemahaman instruksi, serta kecepatan 
belajar anak. Pengukuran dapat dilakukan melalui observasi tugas-
tugas kognitif, permainan edukatif, atau tes intelegensi yang disesuaikan 
dengan kemampuan anak. Informasi dari aspek ini membantu guru 
merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan kapasitas berpikir 
siswa, baik dalam bentuk penyederhanaan materi maupun penyesuaian 
tempo pembelajaran.

2.	 Aspek sosial dan emosional
Aspek ini mencakup kemampuan anak dalam berinteraksi dengan 
teman sebaya, mengelola emosi, memahami perasaan orang lain 
(empati), serta menunjukkan perilaku sosial yang sesuai. Evaluasi 
dilakukan melalui pengamatan dalam situasi sosial di kelas maupun 
dalam kegiatan bermain. Aspek sosial-emosional sangat penting karena 
keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus sering kali dipengaruhi 
oleh stabilitas emosi dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan 
sosialnya.

3.	 Aspek akademik
Evaluasi akademik berfokus pada pencapaian anak dalam bidang 
keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta 
pemahaman terhadap materi pelajaran. Proses ini dilakukan dengan 
memperhatikan capaian kompetensi dasar yang telah dimodifikasi 
sesuai kebutuhan anak. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk 
asesmen, seperti portofolio, catatan perkembangan harian, atau hasil 
tugas proyek untuk menggambarkan kemajuan belajar secara autentik 
(Sari, 2025).

Perkembangan dan hasil evaluasi peserta didik berkebutuhan khusus 
(PDBK) menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan 
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inklusif yang efektif. Melalui proses identifikasi yang tepat, sekolah dapat 
memahami karakteristik, potensi, serta kebutuhan individual setiap anak. 
Hasil identifikasi tersebut memungkinkan guru dan pihak sekolah menye-
suaikan program pembelajaran, strategi pengajaran, serta alokasi sumber 
daya agar lebih relevan dengan kondisi peserta didik. Dengan demikian, 
pendidikan yang diberikan tidak bersifat seragam; melainkan adaptif terha-
dap keragaman kemampuan yang ada di kelas inklusif.

Banyak PDBK, seperti anak dengan hambatan belajar ringan (slow 
learners) yang sebenarnya mampu mengikuti proses pembelajaran regu-
ler apabila diberikan dukungan yang sesuai. Akomodasi dalam bentuk 
modifikasi instruksi, waktu tambahan, penggunaan media visual, atau 
pendampingan individual dapat membantu mereka mencapai kompetensi 
yang diharapkan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri 
anak, tetapi juga menumbuhkan rasa inklusi dan partisipasi aktif dalam 
kegiatan belajar bersama teman-temannya.

Oleh karena itu, evaluasi perkembangan perlu dilakukan secara berke-
lanjutan untuk memantau kemajuan anak dan menilai efektivitas strategi 
pembelajaran yang telah diterapkan. Evaluasi yang berkesinambungan 
membantu guru menentukan apakah intervensi yang digunakan masih 
relevan atau perlu disesuaikan dengan perubahan kemampuan dan kebu-
tuhan anak. Melalui pemantauan yang konsisten, sekolah dapat memastikan 
bahwa setiap peserta didik memperoleh dukungan optimal untuk berkem-
bang secara akademik, sosial, dan emosional dalam lingkungan belajar yang 
inklusif (Septiana dkk., 2024).

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan  
Penilaian Inklusif
Pelaksanaan penilaian inklusif adalah komponen esensial untuk menjamin 
keberhasilan sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik. 
Tujuannya jelas, yaitu memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa 
untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan bisa dilakukan. Meskipun 
demikian, jalan menuju implementasi yang efektif sering kali terjal dan 
penuh tantangan, baik dari segi pedagogis, teknis, maupun kebijakan. 
Pembahasan berikut akan memetakan secara sistematis tantangan-tantangan 
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utama dalam pelaksanaan penilaian inklusif serta berbagai alternatif solusi 
yang dapat diadaptasi oleh para pendidik dan pemangku kepentingan untuk 
mewujudkan praktik penilaian yang benar-benar inklusif. Berikut beberapa 
tantangan yang sering ditemui.
1.	 Keragaman kemampuan dan kebutuhan siswa

Kelas inklusif mencakup peserta didik dengan latar belakang kemam-
puan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus yang sangat bervariasi. 
Kondisi ini menjadikan proses penilaian tidak dapat diseragamkan 
menggunakan instrumen standar. Siswa dengan hambatan fisik, 
intelektual, atau sosial-emosional memerlukan pendekatan dan alat 
evaluasi yang disesuaikan agar potensi mereka dapat terukur secara 
autentik. Penilaian konvensional yang menitikberatkan pada hasil akhir 
cenderung mengabaikan proses belajar dan kemajuan individu. Oleh 
karena itu, guru perlu menggunakan strategi asesmen diferensiasi serta 
instrumen adaptif, seperti observasi kinerja, portofolio, dan asesmen 
berbasis proyek untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang 
kemampuan siswa.

2.	 Keterbatasan sumber daya dan fasilitas
Implementasi penilaian inklusif menuntut dukungan sumber daya 
manusia dan sarana yang memadai. Namun, banyak sekolah penye-
lenggara pendidikan inklusi yang masih menghadapi keterbatasan 
guru dengan kompetensi khusus, tenaga pendamping profesional, 
serta alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus. Fasilitas seperti ruang sensorik, media visual 
adaptif, dan perangkat teknologi asistif juga sering kali tidak tersedia. 
Kekurangan ini berdampak langsung pada kemampuan guru dalam 
melakukan asesmen yang tepat dan adil. Akibatnya, pelaksanaan peni-
laian sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya 
mencerminkan prinsip inklusivitas.

3.	 Kesenjangan kompetensi guru
Guru berperan sentral dalam memastikan keberhasilan asesmen inklu-
sif. Namun, masih banyak guru yang belum memperoleh pelatihan 
khusus mengenai pendekatan asesmen adaptif, teknik modifikasi 
instrumen, dan interpretasi hasil penilaian bagi siswa dengan kebu-
tuhan khusus. Minimnya pelatihan ini menyebabkan guru kesulitan 
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menerapkan prinsip keadilan dan keberpihakan positif dalam menilai 
siswa. Pengembangan profesional berkelanjutan melalui workshop, 
pelatihan berbasis praktik, serta kolaborasi dengan guru pendidikan 
khusus sangat dibutuhkan agar kompetensi guru dalam melakukan 
asesmen inklusif semakin meningkat.

4.	 Bias dan diskriminasi dalam penilaian
Aspek subjektivitas sering kali menjadi tantangan tersembunyi dalam 
penilaian inklusif. Bias budaya, bahasa, serta stereotip terhadap kemam-
puan siswa dapat memengaruhi persepsi guru dalam menilai kinerja 
peserta didik. Tanpa disadari, guru mungkin menetapkan ekspek-
tasi yang tidak realistis atau memberikan penilaian rendah terhadap 
siswa tertentu karena perbedaan kemampuan, latar belakang sosial, 
atau hambatan komunikasi. Untuk menghindari hal ini, diperlukan 
kesadaran kritis dan refleksi profesional dari guru agar setiap bentuk 
penilaian benar-benar didasarkan pada data objektif dan bukti autentik, 
bukan pada persepsi pribadi atau norma mayoritas.

5.	 Kurangnya panduan dan standar evaluasi inklusif
Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan asesmen inklusif adalah 
belum tersedianya panduan teknis dan standar nasional yang jelas dan 
aplikatif. Ketiadaan standar membuat pelaksanaan penilaian antarseko-
lah menjadi tidak seragam dan sulit dibandingkan. Beberapa sekolah 
mungkin sudah menerapkan praktik secara mandiri tanpa pedoman 
yang baku dan hasilnya tidak selalu konsisten serta sulit diukur keber-
hasilannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga 
pendidikan untuk mengembangkan kerangka kerja asesmen inklusif 
yang terukur, fleksibel, dan kontekstual agar dapat menjadi acuan 
bersama dalam penerapan pendidikan yang adil dan setara bagi semua 
siswa (Putri dkk., 2024).

Berbagai tantangan yang muncul dalam praktik penilaian dapat diatasi 
melalui beberapa pendekatan berikut.
1.	 Pengembangan penilaian berbasis kinerja dan autentik

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas penilaian 
inklusif adalah dengan mengembangkan asesmen berbasis kinerja 
dan autentik. Pendekatan ini memungkinkan siswa menunjukkan 
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kompetensi sesungguhnya melalui aktivitas yang relevan dengan kehi-
dupan nyata, seperti proyek, portofolio, observasi, dan demonstrasi. 
Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memper-
hatikan proses, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis dan kola-
boratif. Dengan demikian, setiap siswa berkebutuhan khusus dapat 
menunjukkan potensi dan kemampuannya secara lebih objektif serta 
kontekstual.

2.	 Akomodasi dan modifikasi dalam penilaian
Prinsip utama pendidikan inklusif adalah keadilan, bukan kesera-
gaman. Oleh karena itu, akomodasi dan modifikasi dalam penilaian 
menjadi kunci penting agar setiap siswa memperoleh kesempatan yang 
setara. Bentuk akomodasi dapat berupa pemberian waktu tambahan 
dalam ujian, penggunaan media atau teknologi bantu, perubahan 
format soal (dari tulisan menjadi lisan), serta penyesuaian kondisi 
lingkungan belajar. Sementara itu, modifikasi dapat dilakukan dengan 
menyesuaikan tingkat kesulitan, kriteria keberhasilan, atau alat ukur 
agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini memastikan 
bahwa penilaian tidak menjadi hambatan, tetapi alat untuk memahami 
kemampuan secara holistik.

3.	 Pelatihan dan pengembangan profesional guru
Guru memegang peran sentral dalam keberhasilan pelaksanaan peni-
laian inklusif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengem-
bangan profesional berkelanjutan yang berfokus pada kompetensi 
asesmen adaptif. Pelatihan ini meliputi penyusunan instrumen peni-
laian yang fleksibel, penerapan rubrik berbasis kinerja, penggunaan 
teknologi asesmen digital, serta peningkatan kesadaran terhadap bias 
dalam penilaian. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, guru dapat 
lebih percaya diri dalam mengelola keberagaman siswa dan memasti-
kan proses penilaian berlangsung adil serta mendidik.

4.	 Keterlibatan siswa dan orang tua
Penilaian inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga 
merupakan proses kolaboratif antara siswa, orang tua, dan sekolah. 
Keterlibatan aktif siswa dan keluarga dalam menetapkan tujuan bela-
jar, kriteria penilaian, serta memberikan umpan balik sangat penting 
untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil 
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belajar. Melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif, siswa dapat mema-
hami kekuatan dan area pengembangan dirinya; sedangkan orang tua 
memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kemajuan anak. 
Hal ini juga mendorong terciptanya transparansi dan kepercayaan 
antara pihak sekolah dan keluarga.

5.	 Fasilitasi dan penyediaan sumber daya yang memadai
Pelaksanaan penilaian inklusif membutuhkan dukungan sumber daya 
yang memadai, baik berupa sarana, prasarana, maupun tenaga ahli. 
Sekolah perlu menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruang sensorik, 
media pembelajaran adaptif, serta perangkat teknologi yang ramah bagi 
siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, keberadaan tenaga pendamping 
profesional, seperti guru pendidikan khusus, psikolog, terapis, dan 
konselor menjadi faktor krusial dalam membantu guru memahami 
karakteristik serta kebutuhan setiap siswa secara lebih mendalam.

6.	 Kolaborasi multipihak dan pengembangan kebijakan
Penilaian inklusif hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh 
kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Guru reguler, guru pendam-
ping khusus, kepala sekolah, psikolog, hingga pembuat kebijakan perlu 
bersinergi dalam merumuskan standar dan pedoman penilaian inklusif 
yang komprehensif. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus 
memastikan adanya kebijakan yang mendorong kesetaraan dan meng-
hapus stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dengan dukungan 
regulasi yang kuat, implementasi penilaian inklusif dapat berjalan 
konsisten di berbagai jenjang pendidikan (Ayusuhada dkk., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan penilaian 
inklusif bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan sebuah cerminan 
dari paradigma pendidikan yang perlu terus diperbarui. Dalam mengatasi 
hambatan yang ada, butuh pergseseran cara pandang dalam memahami 
keberagaman dan potensi siswa berkebutuhan khusus. Berbagai solusi 
yang telah dipaparkan di atas menjadi langkah konkret untuk mewujudkan 
paradigma tersebut. Dengan begitu, penilaian inklusif tidak lagi dilihat 
sebagai beban tambahan, tetapi bagian integral dari praktik pengajaran 
yang berkualitas, adil, dan berpusat pada perkembangan setiap individu 
secara utuh.



88



89

BAB VII
LINGKUNGAN BELAJAR INKLUSIF

Titi Rohaeti

Konsep Lingkungan Belajar Inklusif
Lingkungan belajar inklusif adalah suatu pendekatan yang digunakan 
untuk memastikan bahwa semua peserta didik berkebutuhan khusus yang 
memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial-ekonomi 
mendapatkan akses, partisipasi, dan kesempatan belajar yang setara. Konsep 
ini berlandaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap 
keragaman sebagai sumber daya pembelajaran, bukan hambatan (Ainscow 
& Miles, 2018). Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat 
pembelajaran akademis, tetapi juga ruang sosial yang memfasilitasi inter-
aksi antarindividu yang beragam sehingga membentuk pengalaman belajar 
yang lebih kaya.

Lingkungan belajar inklusif didefinisikan sebagai ruang pendidikan 
yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa tanpa meman-
dang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus mereka. Menurut 
Riswari dkk. (2021), lingkungan belajar yang inklusif di perguruan tinggi 
harus menciptakan suasana yang nyaman dan menerima kehadiran semua 
siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Konsep ini berfokus 
pada penerapan desain universal yang memungkinkan aksesibilitas bagi 
semua siswa, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.
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Pendidikan inklusif tidak sekadar menempatkan siswa dengan berba-
gai kebutuhan dalam satu ruang kelas, tetapi mencakup upaya sistematis 
untuk menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi. UNESCO (2017) 
mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses yang bertujuan untuk 
mengatasi dan merespons keragaman kebutuhan semua peserta didik 
melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komu-
nitas sekolah sekaligus mengurangi eksklusi dalam pendidikan. Dengan 
demikian, fokus utama dari lingkungan belajar inklusif adalah menciptakan 
sistem yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan individu.

Lingkungan belajar inklusif merupakan konsep yang menempatkan 
keberagaman peserta didik sebagai pusat perhatian dalam proses pendi-
dikan. Lingkungan ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua 
siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sehingga 
menciptakan suasana yang adil dan merata. Konsep ini juga menyatakan 
bahwa pendidikan inklusif adalah sistem yang memungkinkan semua anak, 
termasuk mereka dengan kebutuhan khusus belajar bersama dalam suasana 
yang ramah dan mendukung.

Selain itu, penciptaan lingkungan belajar yang inklusif harus memper-
hatikan aspek keberagaman dan aksesibilitas. Pentingnya memahami dan 
menghargai keberagaman serta memastikan aksesibilitas fisik dan digital 
sebagai langkah utama dalam menciptakan suasana yang inklusif dan ramah 
anak. Pengembangan kurikulum yang adaptif juga menjadi bagian dari stra-
tegi untuk mendukung keberhasilan semua peserta didik yang menyoroti 
pentingnya lingkungan yang merangsang pertumbuhan dan keberhasilan 
melalui pendekatan yang kearifan budaya.

Dalam perspektif pedagogis, lingkungan belajar inklusif memerlukan 
adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan strategi penilaian yang meng-
akomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Meyer, 
Rose, dan Gordon (2014) melalui kerangka universal design for learning 
(UDL) menekankan bahwa desain pembelajaran sebaiknya direncanakan 
sejak awal agar dapat diakses dan relevan bagi semua peserta didik, bukan 
sekadar dimodifikasi setelah hambatan muncul. Prinsip ini menempatkan 
aksesibilitas dan fleksibilitas sebagai inti dari proses pembelajaran.

Lebih lanjut, konsep lingkungan belajar inklusif berkaitan erat dengan 
social model of disability yang memandang hambatan dalam pembelajaran 
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bukan berasal dari kondisi individu semata, melainkan dari lingkungan dan 
sistem pendidikan yang tidak responsif terhadap kebutuhan peserta didik 
(Shakespeare, 2014). Artinya, tugas pendidik dan pengambil kebijakan 
adalah menciptakan sistem yang mengakomodasi keberagaman, bukan 
menyesuaikan individu untuk memenuhi standar yang kaku. Dengan 
pendekatan ini, inklusi menjadi strategi transformasi pendidikan yang 
berkelanjutan, bukan sekadar proyek atau kebijakan jangka pendek.

Aksesibilitas menjadi salah satu aspek utama dalam lingkungan bela-
jar yang inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar 
belakang atau kemampuan mereka. Lingkungan yang inklusif dan akse-
sibel memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi aktif sehingga 
mendukung proses belajar yang efektif. Manfaat dari lingkungan belajar 
yang inklusif tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga dalam 
pengenalan keragaman budaya dan penumbuhan toleransi.

Peran guru sangat penting dalam menciptakan dan memelihara ling-
kungan belajar yang inklusif. Dalam hal ini, guru harus mampu memben-
tuk suasana yang mendukung keberagaman dan multikulturalisme serta 
mampu mengelola dinamika kelas yang beragam. Pendekatan ini penting 
agar peserta didik merasa diterima dan termotivasi untuk belajar secara 
optimal. Selain itu, pendidikan inklusif juga memerlukan komitmen dari 
seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam implementasi yang efektif.

Secara keseluruhan, penciptaan lingkungan belajar inklusif meru-
pakan proses yang kompleks tetapi esensial untuk memastikan bahwa 
semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses 
pendidikan. Pendekatan yang holistik meliputi pemahaman keberagaman, 
aksesibilitas, pengembangan kurikulum, serta peran aktif guru menjadi 
kunci utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan 
ramah bagi semua.

Teori-Teori yang Mendasari Lingkungan  
Belajar Inklusif
Keberadaan lingkungan belajar inklusif dibangun dengan berlandaskan 
pada teori yang kokoh dan beragam. Teori yang ada memberikan kerangka 
konseptual yang memandu pendidik, pembuat kebijakan, dan praktisi 
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dalam menciptakan ruang belajar yang ramah, adil, dan setara bagi semua 
peserta didik. Setiap teori menawarkan sudut pandang unik, mulai dari 
bagaimana menghilangkan hambatan pembelajaran sejak awal, menyesu-
aikan strategi pengajaran sesuai kebutuhan individu, hingga membangun 
budaya sekolah yang merangkul keberagaman. Pemahaman terhadap teori-
teori ini menjadi langkah awal yang krusial karena tidak hanya memberi 
arah dalam merancang kebijakan dan praktik, tetapi juga memastikan 
bahwa setiap peserta didik tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang 
sama untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional dalam 
lingkungan yang mendukung. Berikut teori-teori yang menjadi landasan 
lingkungan belajar inklusif.
1.	 Teori belajar konstruktivisme

Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun 
secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman langsung dan inter-
aksi dengan lingkungannya. Dalam kelas inklusif, guru tidak hanya 
berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang 
membantu peserta didik mengonstruksi pengetahuannya. Vygotsky 
(1978) memperkenalkan konsep zone of proximal development (ZPD) 
yang relevan dengan praktik inklusif. Jadi, peserta didik dengan kebu-
tuhan khusus dapat belajar secara optimal jika diberikan dukungan 
atau scaffolding sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, 
konstruktivisme mendorong pembelajaran yang adaptif terhadap 
perbedaan kemampuan setiap peserta didik.

2.	 Teori belajar sosial
Albert Bandura (1977) melalui teori belajar sosial menyatakan bahwa 
pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan 
perilaku. Hal ini sangat relevan bagi kelas inklusif karena peserta didik 
dengan kebutuhan khusus dapat mengembangkan keterampilan sosial 
dan akademik melalui interaksi dengan teman sebaya. Konsep self-effi-
cacy yang dikemukakan oleh Bandura juga penting untuk memba-
ngun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi 
tantangan belajar. Lingkungan belajar inklusif dengan interaksi sosial 
yang positif dapat memperkuat proses pembelajaran serta menum-
buhkan sikap toleran terhadap perbedaan.
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3.	 Teori belajar humanistik
Teori humanistik menekankan pentingnya pengembangan kepribadian 
dan potensi individu secara menyeluruh. Carl Rogers (1983) dengan 
gagasan guru sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pembelajaran 
akan efektif jika peserta didik merasa aman, diterima, dan dihargai. 
Dalam lingkungan inklusif, prinsip humanistik sangat penting untuk 
menciptakan iklim pembelajaran yang ramah, penuh empati, serta 
mendorong peserta didik mencapai aktualisasi diri. Setiap anak dipan-
dang unik dan berhak mendapatkan kesempatan belajar yang setara. 
Dalam konteks inklusi, teori ini menekankan pentingnya menciptakan 
lingkungan yang mendukung kebutuhan psikologis dan emosional 
peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing 
siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

4.	 Teori ekologi 
Teori ekologi Bronfenbrenner (1979) menekankan bahwa perkem-
bangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal 
dan eksternal yang terbagi dalam beberapa sistem, yakni mikrosis-
tem (keluarga, sekolah), mesosistem (hubungan antarlingkungan), 
eksosistem (lingkungan sosial lebih luas), dan makrosistem (budaya, 
kebijakan). Lingkungan belajar inklusif tidak dapat dipisahkan dari 
dukungan berbagai pihak, mulai dari guru, keluarga, masyarakat, 
hingga pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif 
sangat ditentukan oleh kolaborasi antarelemen ekosistem pendidikan.

Lingkungan belajar inklusif bukan hanya implementasi teknis di 
dalam kelas, melainkan integrasi dari berbagai aspek yang meliputi kognitif 
(konstruktivisme), sosial (belajar sosial), afektif-humanistik (humanistik), 
dan sistemik (ekologi). Sinergi dari keempat teori ini menjadikan pendi-
dikan inklusif sebagai pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan 
sekaligus menegaskan bahwa inklusi adalah wujud nyata dari pendidikan 
yang adil dan setara bagi semua peserta didik.
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Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan 
Lingkungan Belajar Inklusif
Pendidikan inklusif di Indonesia nyatanya masih menghadapi berbagai 
hambatan. Suriaman (2023) mencatat bahwa kurangnya pengetahuan dan 
keterampilan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus menjadi 
salah satu tantangan utama. Selain itu, stigma negatif terhadap anak berke-
butuhan khusus dan kebijakan yang kurang aplikatif juga menghambat 
pelaksanaan pendidikan inklusif. Adapun tantangan yang kerap dihadapi 
mencakup kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, keterbatasan sumber 
daya, dan hambatan aksesibilitas.

Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ada beberapa 
strategi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah penerapan pembel-
ajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa. 
Menurut Ayuningtyas dkk. (2023), pembelajaran berdiferensiasi memung-
kinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya 
sehingga tercipta suasana yang lebih inklusif. Selain itu, Hakeu dkk. (2023) 
menekankan pentingnya transformasi pembelajaran yang mendukung anak 
berkebutuhan khusus agar dapat berinteraksi dan belajar bersama dengan 
teman sebayanya.

Dalam hal ini, guru memiliki peran kunci untuk menciptakan ling-
kungan belajar inklusif. Menurut Prihandini dkk. (2023) guru harus mampu 
merancang pengalaman belajar yang mempertimbangkan karakteristik 
siswa secara menyeluruh. Selain itu, Astuti (2024) menjelaskan bahwa 
guru yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan 
inklusif dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung keterlibatan 
akademik siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional 
bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mene-
rapkan strategi pembelajaran inklusif.

Dengan demikian, lingkungan belajar inklusif adalah komponen 
penting dalam sistem pendidikan yang modern. Meskipun terdapat 
tantangan dalam implementasinya, berbagai strategi dan pendekatan bisa 
diterapkan untuk menciptakan ruang yang mendukung semua siswa. 
Peran guru sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif 
dan pelatihan yang tepat dapat membantu mereka mengatasi hambatan 
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yang ada. Jadi, pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi 
siswa berkebutuhan khusus; tetapi juga memperkaya pengalaman belajar 
bagi semua peserta didik.
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BAB VIII
KETERLIBATAN ORANG TUA DAN 
KOMUNITAS DALAM PENDIDIKAN 
INKLUSIF

Skolastika Lelu Beding

Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan pendidikan inklusif 
yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di berbagai 

jenjang. Jannah dkk. (2021) menjelaskan bahwa landasan utama penerapan 
pendidikan inklusif adalah UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap 
warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa pengecualian. Regulasi 
ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Melalui dasar hukum tersebut, pemerintah 
berkomitmen untuk menjamin anak-anak di Indonesia dapat mengakses 
pendidikan, memperoleh layanan yang layak, serta perlindungan yang 
optimal (Fitriani dkk., 2024). 

Pendidikan inklusif sejatinya merupakan pendekatan yang menempat-
kan keberagaman peserta didik sebagai kekuatan, bukan hambatan dalam 
proses belajar. Ini adalah komitmen untuk menyediakan lingkungan belajar 
yang adil, adaptif, dan menghargai perbedaan, termasuk untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus (Herawati 2016). Namun, dalam pelaksanaannya 
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pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah; 
tetapi menuntut keterlibatan aktif dari dua pilar sosial yang sangat penting, 
yaitu orang tua dan komunitas.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusif telah terbukti 
memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan akademik, keteram-
pilan sosial, serta kesejahteraan emosional anak. Peran mereka tidak hanya 
sebagai pendamping di rumah, tetapi juga sebagai mitra dalam penyu-
sunan rencana pembelajaran individual (IEP), pengambilan keputusan 
pendidikan, dan advokasi terhadap hak-hak anak mereka (Epstein 2011). 
Orang tua yang diberdayakan dapat menjadi agen perubahan, membangun 
komunikasi positif dengan guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang 
selaras antara rumah dan sekolah (Herawati dkk., 2025). 

Selain orang tua, komunitas juga memegang peran krusial dalam 
menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Komunitas yang inklusif 
menyediakan sumber daya, kesempatan belajar di luar sekolah, serta iklim 
sosial yang mendukung keberagaman. Pendekatan berbasis komunitas, 
seperti community-based inclusive education (CBIE) yang berkembang di 
India dan Asia Tenggara menunjukkan bagaimana organisasi lokal, rela-
wan, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat inklusi pendidikan melalui 
kegiatan kontekstual (P. Srivastava 2020; C.Y., Tan, Cheung, dan Lim 2021).

Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran, rendahnya kapasi-
tas advokasi, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi penghalang. 
Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas harus 
dibangun secara sistematis melalui pelatihan, komunikasi dua arah, serta 
kebijakan sekolah yang mendukung partisipasi penuh dari semua pihak 
(UNESCO, 2020a). Bab ini akan membahas secara komprehensif bagai-
mana keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan inklusif 
dapat diwujudkan dalam praktik, bagaimana tantangan dapat dihadapi, 
serta bagaimana strategi penguatan kolaborasi menuju sistem pendidikan 
yang benar-benar menjangkau semua anak. Dengan memperkuat peran 
sosial di sekitar anak, pendidikan inklusif dapat menjadi lebih manusiawi, 
relevan, dan berkelanjutan.
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Mitra dalam Perencanaan dan Implementasi
Dalam konteks pendidikan inklusif, orang tua bukan hanya sebagai pendu-
kung moral atau administratif, melainkan juga mitra strategis yang dapat 
merancang dan mengimplementasikan proses pembelajaran secara reponsif 
terhadap kebutuhan anak. Keterlibatan mereka dalam penyusunan dan 
pelaksanaan individualized education program (IEP) atau program pembel-
ajaran individual (PPI) merupakan inti dari pendekatan pedagogis yang 
inklusif dan partisipatif.

IEP merupakan rencana pembelajaran yang disusun khusus untuk 
peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dalam IEP mencakup tujuan 
belajar, metode, penyesuaian kurikulum, serta strategi evaluasi yang sesuai. 
Orang tua memiliki pengetahuan kontekstual dan emosional tentang anak 
yang tidak dimiliki oleh guru atau tenaga ahli. Oleh karena itu, keterlibatan 
orang tua dalam proses ini memberikan perspektif yang lebih utuh dan 
humanistik terhadap kebutuhan anak (Florian dan Black-Hawkins, 2011). 
Penelitian menunjukkan bahwa IEP yang dirancang melalui kolaborasi 
antara orang tua dan tenaga pendidikan memiliki kualitas yang lebih 
baik, lebih realistis, dan lebih mudah diimplementasikan secara konsisten 
(Turnbull dkk., 2015). Selain itu, keterlibatan orang tua dalam perencanaan 
juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program pendidikan anak 
sehingga mereka lebih berkomitmen untuk mendukung proses belajar di 
rumah.

Setelah IEP disusun, peran orang tua berlanjut dalam tahap imple-
mentasi. Guru dan orang tua perlu membangun komunikasi terbuka yang 
rutin, seperti pertemuan berkala, laporan kemajuan, dan saluran komuni-
kasi informal (misalnya melalui pesan atau platform daring). Kemitraan 
ini memungkinkan terjadinya penyesuaian cepat jika terdeteksi adanya 
hambatan. Selain itu, juga dapat memberikan dukungan emosional yang 
berkesinambungan bagi anak. Di negara-negara dengan praktik inklusi 
maju seperti Kanada dan Finlandia, model kolaboratif semacam ini menjadi 
standar sehingga orang tua tidak hanya diberi ruang formal dalam rapat 
IEP; tetapi juga diberdayakan melalui pelatihan, akses informasi, dan forum 
diskusi (OECD, 2021). Adapun di Indonesia, pendekatan ini mulai diadopsi 
dalam program Sekolah Penggerak dan Sekolah Inklusi dengan prinsip 
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“tri pusat pendidikan” yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat 
(Kemendikbudristek, 2022).

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (school-family-com-
munity partnerships) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu 
pendidikan. Dalam konteks perencanaan dan implementasi program pendi-
dikan, peran mitra sangat krusial. Namun, ada beberapa tantangan yang 
kerap dijumpai. Salah satunya adalah kesenjangan komunikasi dan perbe-
daan ekspektasi antara sekolah dan keluarga. Banyak orang tua merasa 
tidak cukup diberdayakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, 
sedangkan pihak sekolah kerap kekurangan strategi sistematis untuk meng-
integrasikan kontribusi keluarga dan masyarakat dalam perencanaan yang 
menyeluruh (Epstein 2011; J., 2013; Goodall, 2013).

Implikasi praktis dari tantangan ini meliputi perlunya pengembangan 
kerangka kerja kolaboratif yang menekankan peran aktif semua pihak. 
Epstein (2011) menawarkan enam model keterlibatan yang dapat diadopsi 
oleh sekolah dalam membangun kemitraan. Tiga di antaranya ialah komu-
nikasi dua arah, dukungan belajar di rumah, dan partisipasi dalam peng-
ambilan keputusan. Selain itu, strategi pelatihan bagi guru dan pemimpin 
sekolah untuk membangun budaya inklusif menjadi penting agar sekolah 
dapat menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan konteks sosial dan 
budaya masyarakat sekitarnya (Anderson-Butcher dkk., 2010).

Lebih jauh, integrasi kemitraan ini dalam perencanaan pendidikan 
memerlukan evaluasi berkelanjutan dan pengumpulan umpan balik dari 
semua pemangku kepentingan. Kolaborasi ini bukan sekadar pelibatan 
simbolik, melainkan sebuah proses dinamis yang harus dikelola secara 
strategis. Ketika dilakukan dengan baik, kemitraan ini dapat meningkatkan 
keterlibatan siswa, memperbaiki hasil belajar, dan memperkuat kepercayaan 
antara sekolah dan komunitas (Sanders, 2012).

Dukungan Emosional dan Belajar di Rumah
Dalam konteks pendidikan inklusif, peran orang tua tidak berhenti pada 
keterlibatan formal di sekolah; tetapi meluas ke ruang domestik mela-
lui dukungan emosional dan pembelajaran di rumah. Kedua aspek ini 
sangat penting bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus karena mereka 
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membutuhkan lingkungan yang stabil secara emosional dan kaya akan 
stimulasi belajar yang berkesinambungan.

Dukungan emosional yang diberikan oleh orang tua memainkan peran 
fundamental dalam perkembangan psikologis anak, terutama mereka 
yang memiliki hambatan belajar atau kebutuhan khusus. Dukungan ini 
mencakup empati, kasih sayang, kehadiran yang konsisten, serta komuni-
kasi yang terbuka dan hangat. Anak-anak dengan hambatan belajar kerap 
menghadapi tantangan tambahan, seperti rasa tidak percaya diri, perasaan 
terisolasi, stres akademik yang berkepanjangan, dan kecemasan sosial. 

Tanpa dukungan emosional yang memadai, kondisi ini dapat memper-
buruk kesulitan belajar dan melemahkan semangat anak untuk terus 
mencoba (Al-Yagon, 2015). Hubungan emosional yang sehat dan aman 
antara anak dan orang tua menciptakan fondasi yang kuat bagi anak dalam 
mengembangkan motivasi intrinsik, ketangguhan (resiliensi), dan kemam-
puan untuk mengelola tekanan. Anak-anak yang merasakan dukungan 
emosional cenderung lebih mampu menghadapi kegagalan serta memiliki 
rasa percaya diri yang lebih tinggi untuk meminta bantuan atau mengung-
kapkan kebutuhannya secara terbuka.

Dukungan emosional terbukti berkontribusi pada kemampuan regu-
lasi emosi anak. Dalam konteks pembelajaran inklusif, anak-anak dengan 
regulasi emosi yang baik dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, 
bekerja sama dengan teman sebaya, serta mengikuti instruksi guru dengan 
lebih efektif (Morales, Albarracín, dan Stieben, 2021). Dalam hal ini, peran 
orang tua tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pelatih emosi 
(emotion coach) yang membantu anak mengenali, menamai, dan mene-
nangkan emosi-emosi sulit yang muncul selama proses belajar. Konteks 
budaya juga memengaruhi bagaimana dukungan emosional diberikan dan 
diterima. Penelitian Wang & Kenny (2014) menunjukkan bahwa dalam 
masyarakat kolektif, keterlibatan emosional orang tua secara tidak lang-
sung membentuk nilai-nilai internal anak melalui komunikasi empatik 
dan penguatan hubungan sosial yang pada gilirannya berdampak positif 
terhadap keterlibatan anak di sekolah dan kehidupan sosialnya.

Pembelajaran di rumah tidak hanya merujuk pada pemberian tugas, 
tetapi juga pada stimulasi kognitif, penguatan keterampilan fungsional, dan 
pembentukan rutinitas belajar yang konsisten. Orang tua memainkan peran 



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)102

sebagai fasilitator belajar informal yang memberikan dukungan individual 
sesuai dengan gaya belajar anak. Misalnya, anak dengan disleksia dapat 
dibantu melalui pembacaan bersama menggunakan buku audio, sedangkan 
anak dengan ADHD diuntungkan dari aktivitas fisik terstruktur sebagai 
bagian dari sesi belajar. Epstein (2011) menekankan pentingnya family-like 
learning environments yang menyatu antara nilai-nilai rumah dan struktur 
sekolah. Ketika komunikasi dua arah antara guru dan orang tua terbangun, 
materi dan strategi pembelajaran bisa disesuaikan dengan situasi rumah 
tangga sehingga mendukung konsistensi belajar.

Penerapan strategi dukungan emosional dan akademik yang tepat 
di rumah sangat penting untuk membantu anak-anak dengan hambatan 
belajar tumbuh secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Salah 
satu pendekatan yang efektif adalah menyusun jadwal belajar harian yang 
fleksibel dan ramah anak. Jadwal ini tidak hanya membantu menciptakan 
rutinitas, tetapi juga mengurangi kecemasan anak terhadap beban akade-
mik yang kaku. Orang tua juga perlu mengelola ekspektasi secara realistis 
dan menyesuaikan target belajar dengan kemampuan serta ritme belajar 
anak agar mereka tidak merasa terbebani atau gagal. Pemberian penguatan 
positif (positive reinforcement) terhadap setiap capaian kecil anak, baik 
secara akademik maupun sosial terbukti meningkatkan motivasi dan rasa 
percaya diri anak. Fish (2008) menjelaskan bahwa keterlibatan aktif orang 
tua dalam kegiatan belajar di rumah, termasuk memberikan dukungan 
emosional dan menciptakan suasana belajar yang positif berdampak besar 
terhadap perkembangan bahasa, kemampuan sosial, dan adaptasi anak 
berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah inklusif.

Melibatkan anak dalam aktivitas rumah tangga juga merupakan stra-
tegi penting yang kerap diremehkan. Kegiatan ini dapat mendorong rasa 
tanggung jawab dan meningkatkan kemandirian anak yang pada akhirnya 
memperkuat self-efficacy dalam menghadapi tantangan belajar. Penelitian 
yang telah dilakukan oleh Al-Yagon dan Margalit (2009) menegaskan bahwa 
dukungan emosional orang tua yang diwujudkan melalui aktivitas bersama 
berkorelasi positif dengan regulasi emosi dan kemampuan menghadapi 
stres pada anak dengan kesulitan belajar. 

O’Connor dkk. (2012) juga menemukan bahwa keterlibatan orang tua 
yang konsisten dalam bentuk perhatian, pendampingan tugas, maupun 
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mendengarkan keluh kesah anak berperan sebagai faktor protektif terha-
dap masalah psikososial. Oleh karena itu, strategi-strategi ini tidak hanya 
penting untuk keberhasilan akademik, tetapi juga untuk pembangunan 
fondasi psikologis yang kuat bagi anak-anak dengan kebutuhan pendi-
dikan khusus. Namun, strategi yang telah dipaparkan tidak selalu mudah 
diterapkan oleh semua orang tua. Banyak faktor yang menjadi penghambat 
sehingga penting untuk membahas tantangan nyata serta solusi yang dapat 
mendukung keberlanjutan pembelajaran inklusif di rumah.

Tantangan dan Solusi Keterlibatan Orang Tua  
dalam Pendidikan Inklusif
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang tua mampu 
menerapkan strategi dukungan emosional dan pembelajaran di rumah 
secara konsisten. Hambatan struktural, seperti keterbatasan waktu akibat 
beban pekerjaan, minimnya pemahaman pedagogis, serta tekanan ekonomi 
sering kali menjadi kendala utama (Turnbull dkk., 2015). Kondisi ini 
membuat sebagian orang tua merasa kurang percaya diri dalam mendam-
pingi anak belajar, bahkan ada yang menyerahkan sepenuhnya tanggung 
jawab pendidikan kepada sekolah. Padahal, pendidikan inklusif hanya 
akan berjalan efektif jika ada kesinambungan dukungan antara rumah 
dan sekolah.

Dalam hal ini, sekolah perlu memahami bahwa keterbatasan orang 
tua bukanlah cerminan dari kurangnya kepedulian; melainkan hasil dari 
kompleksitas situasi sosial-ekonomi yang dihadapi oleh keluarga (UNESCO, 
2020b). Dengan demikian, solusi yang dihadirkan tidak boleh bersifat sera-
gam. Sebaliknya, harus adaptif terhadap konteks keluarga. Salah satu lang-
kah penting yang dapat dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan teknis 
bagi orang tua yang berfokus pada strategi belajar di rumah. Pelatihan ini 
dapat berupa lokakarya singkat, modul daring, maupun sesi diskusi kelom-
pok kecil yang memberikan keterampilan praktis, seperti cara membimbing 
anak dengan disleksia membaca atau mendampingi anak dengan ADHD 
mengelola rutinitas. Dengan pengetahuan praktis, orang tua dapat lebih 
percaya diri dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
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Selain pelatihan, sekolah juga dapat menyediakan buku panduan atau 
video tutorial pembelajaran adaptif yang mudah dipahami, menggunakan 
bahasa sederhana, serta menyesuaikan dengan kebutuhan lokal (J. Goodall, 
2013). Materi ini berfungsi sebagai referensi praktis yang bisa diakses kapan 
pun orang tua membutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keter-
batasan waktu untuk hadir dalam pertemuan tatap muka. Media digital 
sederhana, seperti WhatsApp, YouTube, atau aplikasi pesan singkat lainnya 
bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi ini sehingga akses tidak 
terhalang oleh jarak atau biaya.

Di samping itu, penyediaan layanan konseling keluarga berbasis komu-
nitas juga sangat penting. Konseling tidak hanya membantu orang tua 
memahami strategi pendidikan inklusif, tetapi juga memberikan ruang 
untuk berbagi pengalaman, mengatasi stres, dan memperoleh dukungan 
emosional dari sesama orang tua maupun tenaga profesional (P. Srivastava, 
2020; C. Y. Tan, Cheung, dan Lim, 2021). Kehadiran forum komunitas atau 
kelompok dukungan orang tua memungkinkan terciptanya solidaritas sosial 
yang memperkuat motivasi dan mengurangi rasa isolasi dalam menghadapi 
tantangan mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Pemberdayaan orang tua melalui pelatihan, panduan praktis, dan 
konseling berbasis komunitas ini akan memperluas makna pendidikan 
inklusif. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses yang berhenti di 
sekolah, tetapi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari anak di 
rumah dan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan orang tua tidak 
hanya berperan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kekuatan utama 
dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil, ramah, dan berkelanjutan 
(Epstein 2011).

Akhirnya, perlu disadari bahwa hambatan di tingkat rumah tangga 
hanyalah sebagian dari kompleksitas keterlibatan orang tua dalam pendi-
dikan inklusif. Tantangan-tantangan yang lebih luas, seperti kesenjangan 
informasi, keterbatasan ekonomi, relasi yang tidak setara dengan sekolah, 
hingga stigma sosial masih membayangi partisipasi keluarga secara penuh. 
Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai tantangan umum dalam pendi-
dikan inklusif bagi orang tua.
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1.	 Kesenjangan informasi dan literasi inklusif
Salah satu kendala utama keterlibatan orang tua adalah rendahnya 
literasi inklusi, baik dari segi pemahaman konsep maupun praktik. 
Banyak orang tua belum sepenuhnya memahami apa yang dimak-
sud dengan pendidikan inklusif, hak-hak anak mereka dalam sistem 
ini, serta peran yang dapat mereka ambil untuk mendukung proses 
pembelajaran (Florian dan Black-Hawkins, 2011). Kondisi ini sering 
diperburuk oleh keterbatasan akses informasi yang ramah, sederhana, 
dan sesuai konteks sosial budaya keluarga. Dalam masyarakat yang 
masih diliputi stigma terhadap disabilitas, sebagian orang tua bahkan 
enggan mencari informasi karena takut dihakimi.

Sekolah memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan 
informasi ini. Forum diskusi, sosialisasi sejak awal masuk sekolah, serta 
penggunaan media komunikasi sederhana dapat membantu orang tua 
memahami peran dengan lebih jelas. Literasi inklusif bukan hanya 
tentang kemampuan membaca informasi, melainkan juga pemahaman 
kritis mengenai hak-hak pendidikan anak dan bagaimana berpartisi-
pasi aktif dalam proses tersebut. Inisiatif berbasis komunitas, seperti 
posyandu, PKK, atau forum warga dapat dijadikan sarana efektif untuk 
memperluas jangkauan literasi inklusi.

2.	 Keterbatasan waktu dan ekonomi
Keterbatasan waktu dan tekanan ekonomi juga menjadi tantangan 
signifikan bagi keluarga, khususnya dari kelompok menengah ke 
bawah. Orang tua yang bekerja dengan jam kerja tidak fleksibel 
sering kali kesulitan hadir dalam rapat sekolah, pelatihan, atau dalam 
mendampingi anak belajar secara konsisten. Situasi ini tidak jarang 
disalahartikan sebagai kurangnya kepedulian, padahal sebenarnya 
berakar pada keterbatasan struktural (Turnbull dkk., 2015).

Solusi yang inklusif harus mampu menyesuaikan dengan realitas 
sosial-ekonomi orang tua. Misalnya, menyediakan pertemuan fleksi-
bel di luar jam kerja, laporan perkembangan anak secara daring, atau 
program kunjungan rumah oleh guru. Model inclusive engagement ini 
memungkinkan semua orang tua tetap bisa berpartisipasi tanpa harus 
meninggalkan tanggung jawab ekonomi. Dengan pendekatan semacam 
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ini, sekolah dapat menghindari bias kelas sosial dan memastikan bahwa 
keterlibatan orang tua benar-benar merata.

3.	 Ketimpangan relasi sekolah dan orang tua
Dalam banyak kasus, hubungan antara sekolah dan orang tua masih 
berlangsung secara hierarkis. Sekolah sering memosisikan diri sebagai 
otoritas utama, sedangkan orang tua hanya dipandang sebagai pene-
rima informasi. Pola komunikasi satu arah ini menghambat terjadinya 
kemitraan sejajar yang seharusnya menjadi roh pendidikan inklusif 
(Epstein, 2011). Akibatnya, banyak orang tua merasa suara mereka 
tidak didengar, baik dalam forum formal seperti IEP maupun dalam 
komunikasi sehari-hari.

Dalam mengatasi ketimpangan ini perlu adanya perubahan para-
digma. Sekolah harus menempatkan orang tua sebagai co-educator yang 
memiliki pengetahuan unik tentang anak. Praktik dari negara seperti 
Finlandia menunjukkan bahwa forum dialog, lokakarya bersama, dan 
evaluasi berbasis narasi dapat memperkuat relasi yang setara. Dengan 
komunikasi dua arah yang bermakna, orang tua lebih percaya diri, 
terbuka, dan siap mengambil peran aktif dalam mendukung pendi-
dikan anak.

4.	 Stigma dan tekanan sosial
Stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi 
tantangan berat di banyak komunitas. Orang tua sering merasa malu, 
takut dihakimi, atau bahkan menarik anak dari sekolah karena tekanan 
lingkungan (UNESCO, 2020b). Stigma ini tidak hanya melukai anak, 
tetapi juga membatasi keberanian orang tua untuk tampil sebagai 
advokat pendidikan inklusif. Beban emosional ganda ini membuat 
banyak keluarga terisolasi dan enggan terlibat dalam program sekolah.

Untuk mengatasi stigma, dibutuhkan strategi berbasis komunitas 
yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan lembaga lokal. Kampanye 
inklusi, pelatihan komunikasi sensitif, serta kegiatan bersama antara 
anak berkebutuhan khusus dan teman sebaya dapat mengurangi stereo-
tip negatif. Ketika masyarakat lebih menerima keberagaman, orang tua 
pun merasa lebih percaya diri untuk berperan aktif. Dalam ekosistem 
inklusif yang sehat, dukungan sosial dari lingkungan sekitar sama 
pentingnya dengan dukungan teknis dari sekolah.
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Dalam menghadapi tantangan yang berlapis ini, diperlukan strategi 
berbasis prinsip universal design for engagement, yakni memastikan semua 
orang tua dengan segala latar belakangnya memiliki jalan masuk untuk terli-
bat (Anderson-Butcher dkk., 2010). Sekolah perlu menyediakan pelatihan 
berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, bukan hanya 
materi teknis. Selain itu, forum dukungan orang tua harus difasilitasi secara 
rutin. Adapun pemanfaatan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp 
atau video edukatif lokal dapat menjembatani kesenjangan komunikasi.

Lebih jauh, pendampingan keluarga melalui guru pembimbing khusus 
atau kader masyarakat terlatih dapat membantu orang tua mengatasi 
hambatan praktis. Dengan strategi yang menghargai kompleksitas peran 
keluarga, keterlibatan orang tua tidak hanya menjadi simbol partisipasi; 
tetapi juga jantung dari keberlanjutan pendidikan inklusif. Strategi-strategi 
tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua bukan sekadar peleng-
kap, melainkan inti dari keberhasilan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, 
kolaborasi sekolah, keluarga, dan komunitas secara berkelanjutan menjadi 
sangat penting untuk dilakukan.
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BAB IX
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Pendidikan inklusi merupakan salah satu wujud nyata dari upaya mewu-
judkan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terke-

cuali, termasuk bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Konsep 
ini berangkat dari pandangan bahwa setiap anak, terlepas dari perbedaan 
kemampuan, latar belakang sosial, budaya, maupun kondisi fisik dan mental 
memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
dalam lingkungan yang mendukung perkembangan potensinya secara 
optimal. Di Indonesia, pendidikan inklusi menjadi bagian integral dari 
kebijakan nasional pendidikan yang menegaskan prinsip nondiskriminasi 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga 
negara berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuannya.

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia mulai mendapat perha-
tian sejak diterbitkannya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Regulasi tersebut menegas-
kan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan 
yang adaptif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Namun, 
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dalam praktiknya implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi 
berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan teknis, kesiapan sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana, maupun perubahan paradigma masyarakat 
dan tenaga pendidik terhadap penerimaan anak berkebutuhan khusus di 
sekolah reguler.

Penerapan pendidikan inklusi menuntut adanya sistem yang terinte-
grasi antara kebijakan nasional, manajemen sekolah, kompetensi guru, serta 
dukungan lingkungan sosial. Implementasi yang efektif tidak hanya bergan-
tung pada adanya regulasi, melainkan juga pada kemampuan lembaga 
pendidikan dalam menciptakan iklim sekolah yang ramah, adaptif, dan 
menghargai keberagaman. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendi-
dikan inklusi dituntut untuk memiliki pengetahuan pedagogis yang mema-
dai, kemampuan diferensiasi pembelajaran, serta empati tinggi terhadap 
kebutuhan peserta didik yang beragam.

Kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia menjadi 
sangat relevan dalam konteks peningkatan mutu dan pemerataan pendi-
dikan. Analisis terhadap kebijakan ini tidak hanya diperlukan untuk 
mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga untuk 
menemukan strategi implementasi yang efektif agar prinsip inklusivitas 
benar-benar terwujud dalam setiap satuan pendidikan. Melalui pemahaman 
yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan praktik pendidikan 
inklusi, diharapkan dapat terwujud sistem pendidikan nasional yang lebih 
adil, humanis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia
Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia merupakan salah satu wujud 
konkret komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan 
pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kebijakan ini berfo-
kus pada pemberian akses pendidikan yang setara, bermutu, dan berkea-
dilan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) agar 
memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal sesuai 
dengan kemampuan, potensi, dan kebutuhan masing-masing. Pendidikan 
inklusi tidak hanya dipahami sebagai upaya integrasi peserta didik dengan 
kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum, tetapi juga sebagai 
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pendekatan transformasional yang menuntut perubahan paradigma dalam 
penyelenggaraan pendidikan dari sistem yang eksklusif menuju sistem yang 
benar-benar menghargai keberagaman dan menjamin partisipasi semua 
peserta didik tanpa diskriminasi (Wijaya, 2019).

Secara yuridis, kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia memiliki 
landasan hukum yang kuat dan bersumber dari berbagai regulasi nasional 
yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Konstitusi 
Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara 1945 
Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan” menegaskan bahwa setiap orang 
berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai keadilan serta kesejahteraan termasuk 
dalam bidang pendidikan. Prinsip ini kemudian dioperasionalkan mela-
lui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan 
bangsa.

Selain memiliki landasan normatif yang kuat, pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusi di Indonesia juga menekankan pentingnya aspek imple-
mentatif yang meliputi berbagai komponen pendukung. Pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya 
memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan melalui pelatihan 
dan pengembangan kompetensi guru agar mampu mengelola kelas yang 
heterogen dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang adaptif serta 
responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Selain itu, 
penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel, pengembangan kurikulum 
yang fleksibel dan inklusif, serta dukungan anggaran yang memadai menjadi 
elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan 
tersebut (Pratiwi dkk., 2024).

Kesimpulannya, kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia tidak hanya 
dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi 
hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga sebagai strategi 
nasional dalam membangun sistem pendidikan yang humanis, egaliter, 
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dan berorientasi pada pengakuan terhadap keberagaman manusia. Melalui 
kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang mampu 
menumbuhkan nilai toleransi, empati, dan solidaritas sosial sejak dini, serta 
membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 
memiliki kepekaan sosial dan moral terhadap sesama.

Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia
Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia merupakan proses nyata dari 
penerapan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemera-
taan dan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh anak 
termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi di sekolah 
diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan antara peserta didik reguler 
dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan serta layanan 
pendidikan yang sama. Model pendidikan ini tidak hanya menekankan 
aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai sosial, dan 
kesiapan peserta didik untuk hidup berdampingan di tengah masyarakat 
yang beragam. Menurut Kadir (2015), kebersamaan antara siswa reguler 
dan ABK di sekolah diyakini membawa pengaruh positif yang bersifat 
konstruktif dan efektif dalam membentuk kemampuan sosial, empati, serta 
kemandirian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Pendidikan inklusi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana strate-
gis untuk menanamkan nilai keberagaman sejak dini sebab kehidupan 
masyarakat Indonesia yang pluralistik menuntut setiap individu mampu 
berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai perbedaan. Dalam sistem 
pendidikan inklusif, peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun yang 
tidak dilatih untuk saling mengenal, memahami, dan menerima keberadaan 
satu sama lain sebagai bagian dari komunitas belajar yang utuh. Junanto 
dan Kusna (2018) menegaskan bahwa kebersamaan siswa di sekolah inklusi 
berperan penting dalam mereduksi kesenjangan sosial dan psikologis 
karena memungkinkan terjadinya interaksi yang sehat antarindividu yang 
memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda. Dalam konteks ini, 
anak berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman belajar sosial melalui 
interaksi dengan teman sebaya, sedangkan peserta didik reguler belajar 
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menumbuhkan empati, toleransi, dan sikap saling menghormati terhadap 
perbedaan.

Interaksi antarsiswa dalam lingkungan sekolah inklusi tidak berhenti 
di ruang kelas, tetapi berlanjut ke dalam hubungan sosial di luar sekolah. 
Menurut Dewi (2017), hubungan yang terjalin dalam kegiatan sekolah dapat 
berkembang menjadi jalinan komunikasi dan silaturahmi yang melibatkan 
orang tua serta keluarga siswa sehingga tercipta ruang sosial yang inklusif 
di masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah inklusi dapat dipandang sebagai 
bentuk terapi sosial dan psikologis yang mampu mengurangi kesenjangan 
kehidupan antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Melalui 
model pendampingan di jam belajar maupun sesi konseling, siswa memper-
oleh ruang untuk mengembangkan potensi diri sekaligus membangun 
rasa percaya diri. Hal ini memberikan manfaat ganda. Bagi ABK, sekolah 
inklusi menjadi wadah pemulihan harga diri dan peningkatan motivasi 
belajar. Adapun bagi siswa reguler, menjadi wahana pembelajaran sosial 
yang membentuk karakter peduli dan terbuka terhadap perbedaan.

Selain berfungsi sebagai instrumen sosial, pendidikan inklusi juga 
memiliki dimensi pedagogis yang sangat penting. Lembaga pendidikan 
yang berorientasi pada penerapan prinsip education for all harus melakukan 
reorientasi terhadap kurikulum, metode pembelajaran, serta penyediaan 
infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu peserta didik. 
Kadir (2015) menekankan bahwa perbedaan kemampuan belajar (lear-
ning styles differences) dan perbedaan individu (human differences) harus 
dipandang sebagai hal yang alamiah dan wajar. Oleh karena itu, lembaga 
pendidikan wajib menyiapkan pendidik yang memiliki kompetensi profesi-
onal, pemahaman mendalam tentang karakteristik siswa, serta kemampuan 
adaptif dalam merancang strategi pembelajaran yang bersifat fleksibel, 
responsif, dan kontekstual terhadap kebutuhan setiap peserta didik.

Dalam tataran implementatif, pendidikan inklusi di Indonesia masih 
menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Menurut Nurwan (2019), 
keberhasilan suatu kebijakan publik, termasuk pendidikan inklusi, tidak 
hanya ditentukan oleh seberapa baik perumusan kebijakan tersebut dilaku-
kan; tetapi juga oleh seberapa optimal tahap implementasinya dijalankan di 
lapangan. Dalam hal ini, proses implementasi pendidikan inklusi sering kali 
mengalami ketimpangan antara idealitas kebijakan dan realitas pelaksanaan. 
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Evaluasi terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa perbedaan 
pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antar-
pihak sering kali menjadi penghambat utama.

Selaras dengan pandangan Merilee S. Grindle yang mengemuka-
kan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel 
utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation 
(lingkungan implementasi), pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia 
memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. 
Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan 
inklusi, tetapi proses implementasinya tetap berjalan dengan baik berkat 
adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, dan 
masyarakat. Menurut Tarnoto (2016), permasalahan yang sering muncul 
dalam implementasi pendidikan inklusi berkaitan dengan keterbatasan 
sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya 
dukungan dan pelatihan bagi guru.

Muazza dkk. (2018) juga menegaskan bahwa guru merupakan faktor 
sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusi, tetapi keberhasilan imple-
mentasi tidak dapat dicapai tanpa dukungan pihak lain, seperti orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya budaya sekolah 
yang benar-benar inklusif serta dukungan kebijakan pemerintah dalam 
bentuk penyediaan fasilitas, penguatan kapasitas tenaga pendidik, dan 
jaminan anggaran yang memadai. Dengan sinergi yang kuat di antara semua 
pihak, implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar maupun jenjang 
lainnya dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia 
mencerminkan upaya sistematis dalam membangun ekosistem pendidikan 
yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pengakuan terhadap kebera-
gaman. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang memberikan ruang belajar 
bagi anak berkebutuhan khusus; melainkan juga tentang membangun 
masyarakat yang inklusif, toleran, dan saling menghargai perbedaan. Ini 
merupakan cita-cita besar yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional 
dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
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Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam  
Implementasi Pendidikan Inklusi
Upaya kepala sekolah dan guru dalam implementasi pendidikan inklusi di 
Indonesia merupakan aspek kunci yang menentukan keberhasilan penye-
lenggaraan pendidikan secara berkeadilan dan berorientasi pada penghar-
gaan terhadap keberagaman peserta didik. Implementasi pendidikan inklusi 
bukan hanya sebatas pelaksanaan kebijakan administratif, melainkan juga 
proses transformasi paradigma pendidikan yang menuntut komitmen, 
inovasi, dan kerja sama di antara berbagai pihak terutama kepala sekolah 
dan guru sebagai aktor utama di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks 
ini, lembaga sekolah bersama dengan dinas pendidikan senantiasa berupaya 
melakukan perbaikan dan mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang 
muncul dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya-upaya 
tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral terhadap peserta 
didik berkebutuhan khusus (ABK), tetapi juga merupakan bentuk nyata 
dari komitmen lembaga pendidikan untuk mewujudkan prinsip education 
for all yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak tanpa diskriminasi 
(Anwar dkk., 2025).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah dalam 
mendukung implementasi pendidikan inklusi adalah melalui kegiatan sosi-
alisasi yang melibatkan seluruh elemen sekolah, termasuk komite sekolah 
dan orang tua peserta didik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pendidikan inklusi serta 
menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan orang tua dan masyarakat 
tentang pentingnya penerimaan terhadap perbedaan individu di lingkungan 
sekolah. Upaya ini menjadi penting karena keberhasilan pendidikan inklusi 
tidak hanya ditentukan oleh kesiapan guru dan fasilitas, tetapi juga oleh 
dukungan sosial dan sikap positif masyarakat terhadap anak berkebutuhan 
khusus. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, sekolah berusaha memba-
ngun budaya inklusif yang menghargai keragaman, menghapus stigma, 
serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat 
dalam mendukung perkembangan peserta didik.

Selain sosialisasi, pelatihan dan workshop bagi guru menjadi salah satu 
strategi utama yang dijalankan dalam rangka peningkatan mutu layanan 



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)116

pendidikan inklusi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kompe-
tensi profesional guru dalam menghadapi tantangan pedagogis di kelas yang 
heterogen, terutama dalam hal penanganan anak berkebutuhan khusus. 
Melalui pelatihan tersebut, guru dibekali kemampuan dalam mengiden-
tifikasi karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran diferensiatif, 
serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan humanis 
sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Pelatihan dan pengembangan 
kompetensi guru ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk meningkat-
kan kualitas pembelajaran inklusif agar seluruh peserta didik, baik reguler 
maupun berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal dalam 
lingkungan yang mendukung (Munawir dkk., 2025).

Kepala sekolah dan guru juga bekerja sama dengan dinas pendidikan 
dalam mengembangkan dan mereorientasi kurikulum agar sesuai dengan 
prinsip-prinsip inklusif. Pengembangan model kurikulum ini mencakup 
adaptasi terhadap kebutuhan individu peserta didik, fleksibilitas dalam 
metode pembelajaran, serta penyesuaian sistem penilaian agar mampu 
mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Reorientasi kurikulum 
ini menuntut kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin transformasi-
onal yang mampu mengarahkan guru untuk berpikir inovatif dan terbuka 
terhadap perubahan paradigma pendidikan. Melalui koordinasi dengan 
dinas pendidikan, sekolah mendapatkan pendampingan dalam penyusunan 
kurikulum diferensiatif dan implementasi pembelajaran berbasis kebutuhan 
peserta didik.

Selanjutnya, upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga 
menjadi fokus utama dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. 
Sekolah terus berupaya melengkapi fasilitas pendukung seperti ruang 
belajar yang ramah disabilitas, alat bantu belajar bagi siswa berkebutuhan 
khusus, serta aksesibilitas lingkungan sekolah agar inklusif bagi semua 
peserta didik. Dalam hal ini, kepala sekolah berperan sebagai penghubung 
antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah maupun pusat untuk 
memperoleh bantuan pendanaan dan dukungan teknis. Kerja sama dengan 
dinas pendidikan dan pemerintah pusat menjadi sangat penting karena 
keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada kualitas 
sumber daya manusia, tetapi juga pada ketersediaan sarana fisik yang mema-
dai untuk menunjang proses belajar-mengajar yang efektif dan inklusif.
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Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, implementasi 
pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi tantangan yang 
signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat kesenjangan 
antara rancangan program pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan 
terutama di sekolah dasar negeri seperti di wilayah Pandeglang. Faktor-
faktor, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan berkelan-
jutan, serta kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi 
hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang ideal. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan kajian dan penelitian lanjutan secara komprehensif 
untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan inklusi telah diim-
plementasikan sesuai dengan tujuan dan prinsip dasarnya.

Secara keseluruhan, upaya kepala sekolah dan guru dalam implemen-
tasi pendidikan inklusi di Indonesia menunjukkan adanya komitmen yang 
kuat terhadap pembangunan sistem pendidikan yang berkeadilan dan 
humanis. Melalui sosialisasi, pelatihan guru, pengembangan kurikulum 
inklusif, dan penyediaan sarana pendukung, sekolah berperan aktif dalam 
menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. 
Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan 
pendidikan inklusi, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pihak sekolah, 
pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, 
pendidikan inklusi di Indonesia dapat benar-benar menjadi sarana untuk 
mewujudkan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa 
sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia
Pendidikan inklusif di Indonesia sejatinya dirancang sebagai suatu sistem 
yang memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak berkebu-
tuhan khusus untuk belajar bersama di satu lingkungan pendidikan tanpa 
adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan 
inklusif masih menghadapi berbagai hambatan mendasar, baik secara 
konseptual, struktural, maupun kultural. Permasalahan ini tidak hanya 
berkaitan dengan keterbatasan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perso-
alan pemahaman paradigma inklusi, kapasitas guru, sistem pembelajaran, 
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serta lemahnya dukungan kelembagaan dan kebijakan yang seharusnya 
menopang keberhasilan sistem pendidikan tersebut. Berikut beberapa 
permasalahan pendidikan inklusif di Indonesia (Sopa, 2017).
1.	 Rendahnya pemahaman terhadap konsep inklusi dan implikasinya

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif 
di Indonesia adalah masih rendahnya pemahaman terhadap makna 
dan esensi inklusi itu sendiri. Banyak pihak, baik di kalangan pendidik, 
tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum yang masih menaf-
sirkan pendidikan inklusif sebagai bentuk “penyatuan” anak berkebu-
tuhan khusus dengan anak reguler tanpa memahami bahwa pendidikan 
inklusi sejatinya merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan bagi semua peserta didik secara setara 
dan berkeadilan. Dalam praktiknya, pendidikan inklusi sering kali 
hanya dianggap sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak disabilitas 
(give education right) dan perluasan akses terhadap pendidikan (access 
education), bukan sebagai strategi pedagogis yang menuntut perubahan 
paradigma dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Selain itu, masih banyak kalangan yang menyamakan konsep 
inklusi dengan integrasi. Dalam pendidikan integratif, anak berkebu-
tuhan khusus diharapkan menyesuaikan diri dengan sistem sekolah 
reguler yang sudah ada, sedangkan dalam pendidikan inklusif seharus-
nya sistem sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. 
Kesalahpahaman ini berdampak serius pada penerapan di lapangan. 
Banyak sekolah yang hanya menerima ABK sebagai bentuk forma-
litas tanpa melakukan adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, 
maupun lingkungan fisik sekolah. Akibatnya, anak berkebutuhan 
khusus sering kali merasa terasing, tidak diterima secara sosial, bahkan 
menjadi bahan olok-olokan oleh teman sebaya. Kondisi ini diperburuk 
oleh rendahnya sensitivitas guru terhadap keberagaman peserta didik 
sehingga menimbulkan keluhan dari orang tua dan ketidaknyamanan 
psikologis bagi anak. Dengan demikian, belum adanya pemahaman 
inklusi yang komprehensif menjadi akar persoalan yang menghambat 
keberhasilan implementasi pendidikan inklusif secara menyeluruh.
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2.	 Permasalahan dalam proses pembelajaran
Dari aspek pelaksanaan pembelajaran, persoalan yang dihadapi juga 
sangat kompleks. Idealnya, proses pembelajaran di sekolah inklusi 
dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara guru kelas dan guru 
pendamping khusus (team teaching). Namun, koordinasi tersebut 
jarang dilakukan sehingga guru sering bekerja sendiri tanpa dukungan 
tenaga ahli. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran tidak terkoordinasi 
dan tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap peserta didik.

Selain itu, sebagian besar guru masih mengalami kesulitan dalam 
merancang kurikulum yang fleksibel dan menyusun IEP yang seha-
rusnya menjadi dasar dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan 
penilaian belajar anak berkebutuhan khusus. Banyak guru masih mene-
rapkan kurikulum reguler secara seragam tanpa mempertimbangkan 
perbedaan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial setiap peserta 
didik. Akibatnya, ABK sering kali tertinggal jauh dalam pencapaian 
akademik atau bahkan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk 
mencapai kompetensi tertentu.

Kesalahan lainnya tampak pada sistem penilaian hasil belajar. Di 
banyak sekolah, ABK masih dinilai menggunakan standar penilaian 
yang sama dengan anak reguler. Penilaian semacam ini tentu tidak 
adil karena mengabaikan prinsip diferensiasi dan pendekatan berbasis 
kemampuan individu. Selain itu, belum adanya pedoman penilaian 
yang jelas untuk ABK menyebabkan guru kebingungan dalam membe-
rikan evaluasi yang objektif dan konstruktif. Kurangnya panduan juga 
berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa dan kurangnya 
penghargaan terhadap pencapaian non-akademik, seperti peningkatan 
kemandirian dan kemampuan sosial.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber bela-
jar. Banyak sekolah inklusi belum memiliki sarana pendukung seperti 
alat bantu belajar, media audio-visual, ruang terapi, atau lingkungan 
fisik yang ramah bagi anak dengan disabilitas tertentu. Akibatnya, 
pembelajaran tidak berlangsung optimal dan tidak mampu menyesu-
aikan dengan kebutuhan peserta didik.



Pendidikan Inklusi (Teori, Praktik, dan Implementasi di Sekolah)120

3.	 Permasalahan pada kualitas dan profesionalitas guru
Guru merupakan aktor kunci dalam keberhasilan pendidikan inklu-
sif. Namun, di Indonesia masih banyak guru yang belum memiliki 
kompetensi, kepekaan, dan kesiapan profesional untuk mengajar di 
lingkungan inklusif. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menye-
babkan guru belum mampu memahami karakteristik ABK, strategi 
pembelajaran diferensiasi, dan cara membangun lingkungan kelas 
yang ramah dan suportif.

Guru khusus yang seharusnya menjadi pendamping juga masih 
terbatas jumlahnya dan sering kali tidak memiliki pelatihan yang cukup 
dalam bidang pendidikan kebutuhan khusus. Akibatnya, guru reguler 
tidak mendapatkan bimbingan teknis yang memadai untuk mena-
ngani siswa ABK. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas mengenai 
pembagian peran dan tanggung jawab antara guru reguler dan guru 
pendamping. Hal ini menyebabkan munculnya tumpang tindih peran, 
kebingungan administratif, serta kurangnya sinergi antarpendidik.

Selain itu, guru menghadapi hambatan struktural berupa minim-
nya forum diskusi dan kolaborasi antarpendidik. Ketiadaan model kerja 
sama yang baku, seperti supervisi tim atau pertemuan reflektif meng-
akibatkan guru bekerja dalam isolasi. Ditambah dengan dukungan 
anggaran yang terbatas, guru sering kali kesulitan mengembangkan diri 
dan memperbarui kompetensinya sesuai tuntutan pendidikan inklusif.

4.	 Kelemahan dalam sistem dukungan pendidikan
Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah lemahnya sistem 
dukungan pendidikan inklusif di Indonesia. Implementasi pendidikan 
inklusif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk orang 
tua, sekolah luar biasa (SLB), tenaga ahli, perguruan tinggi, lembaga 
pelatihan, dan pemerintah. Namun, koordinasi antarpemangku kepen-
tingan ini masih sangat lemah.

SLB yang diharapkan berfungsi sebagai resource centre atau pusat 
sumber daya bagi sekolah-sekolah inklusif di sekitarnya belum dapat 
menjalankan perannya secara optimal. Hambatan ini disebabkan 
oleh kurangnya komunikasi dan kerja sama antarlembaga serta faktor 
geografis yang membatasi akses ke sumber daya dan tenaga ahli. Tenaga 
profesional, seperti psikolog, terapis, dan konselor pendidikan yang 
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seharusnya berperan dalam konsultasi dan advokasi juga masih sangat 
minim keterlibatannya.

Selain itu, pemerintah yang memiliki tanggung jawab sebagai 
pengarah kebijakan belum maksimal dalam memberikan dukungan 
regulatif, finansial, dan teknis. Banyak kebijakan yang belum memiliki 
turunan operasional yang jelas di tingkat daerah sehingga pelaksana-
annya menjadi tidak seragam antarwilayah. Selain itu, bantuan sarana 
dan prasarana sering kali tidak merata dan mekanisme monitoring 
serta evaluasi program inklusif belum berjalan efektif.

Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa permasalahan pendidikan 
inklusif di Indonesia bersifat multidimensional dan sistemik yang menca-
kup persoalan pemahaman paradigma, kualitas pembelajaran, kapasitas 
pendidik, serta lemahnya sistem dukungan kelembagaan dan kebijakan. 
Untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang sejati, dibutuhkan perubahan 
paradigma secara menyeluruh dari sekadar integrasi menuju inklusi yang 
sejati serta dukungan konkret dalam bentuk peningkatan kompetensi guru, 
penyediaan fasilitas memadai, kolaborasi lintas lembaga, dan perumusan 
kebijakan yang konsisten serta berpihak pada kebutuhan setiap peserta 
didik.

Peluang dalam Implementasi Pendidikan Inklusif  
di Indonesia
Meskipun implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih meng-
hadapi berbagai tantangan, baik dari segi konseptual, struktural, maupun 
kultural, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan 
untuk memperkuat dan memperluas pelaksanaannya di berbagai jenjang 
pendidikan. Peluang ini muncul seiring dengan meningkatnya perhatian 
pemerintah terhadap kesetaraan akses pendidikan, kesadaran sosial masya-
rakat yang terus berkembang, serta kemajuan teknologi yang memung-
kinkan pendekatan pembelajaran lebih adaptif terhadap keberagaman 
peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan inklusif di Indonesia berada 
dalam posisi yang potensial untuk berkembang menjadi sistem pendidikan 
yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga berorientasi pada penghargaan 
terhadap keberagaman dan potensi individual setiap anak. Berikut peluang 
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implementasi pendidikan inklusif di Indonesia (Munawir, Septya, Amalia, 
dan Muallifa, 2025).
1.	 Dukungan kebijakan pemerintah sebagai landasan penguatan sistem 

inklusif
Salah satu peluang terbesar dalam implementasi pendidikan inklusif 
di Indonesia adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah yang 
semakin kuat dan komprehensif. Pemerintah melalui berbagai regulasi, 
salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional telah memberikan landasan hukum yang jelas 
bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya 
memberikan legitimasi formal bagi sekolah untuk mengadopsi pende-
katan inklusif, tetapi juga menjadi arah strategis dalam transformasi 
sistem pendidikan nasional menuju pendidikan yang lebih ramah 
terhadap keberagaman.

Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi satuan pendidikan 
untuk melakukan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, serta 
sistem penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 
peserta didik. Dukungan kebijakan tersebut membuka peluang bagi 
sekolah untuk berinovasi dalam mengembangkan model pendidikan 
yang adaptif serta mendorong pemerintah daerah untuk memper-
luas jangkauan layanan pendidikan inklusif hingga ke wilayah-wila-
yah terpencil. Dengan demikian, keberadaan kebijakan pemerintah 
dapat dipandang sebagai faktor pendorong utama (driving force) yang 
memberikan arah, struktur, serta legitimasi bagi berkembangnya prak-
tik pendidikan inklusif di Indonesia.

2.	 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan 
inklusif
Peluang kedua yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesa-
daran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Kesadaran 
sosial ini menjadi faktor kunci dalam mengubah paradigma masyara-
kat yang sebelumnya masih memandang anak berkebutuhan khusus 
sebagai individu yang harus dipisahkan dari sistem pendidikan reguler. 
Menurut Mustaqim (2024), peningkatan kesadaran publik terhadap 
nilai-nilai inklusi mampu menurunkan stigma sosial dan diskriminasi 
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yang sering kali menjadi akar dari perilaku bullying, baik secara verbal 
maupun non-verbal terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dengan adanya peningkatan kesadaran, masyarakat semakin 
memahami bahwa pendidikan inklusif bukan hanya bentuk belas 
kasihan atau kebijakan sosial semata, melainkan sebuah strategi 
pembentukan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai kema-
nusiaan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketika 
stigma sosial mulai berkurang, anak-anak berkebutuhan khusus dapat 
lebih diterima secara sosial dan emosional sehingga mereka memiliki 
kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi masing-
masing. Hal ini juga berdampak pada terciptanya lingkungan sekolah 
yang lebih suportif, empatik, dan toleran.

Selain itu, dukungan masyarakat yang meningkat juga mencipta-
kan kolaborasi positif antara sekolah, orang tua, dan lembaga sosial. 
Masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan inklusif akan 
lebih mudah menerima program-program sekolah yang mendukung 
kebutuhan ABK, seperti kegiatan sosialisasi, penggalangan dana untuk 
fasilitas khusus, maupun pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. 
Dengan demikian, transformasi sosial menuju masyarakat yang inklu-
sif menjadi peluang penting dalam memperkuat praktik pendidikan 
inklusif secara berkelanjutan di Indonesia.

3.	 Pemanfaatan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran inklusif
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan 
peluang besar dalam memperkuat implementasi pendidikan inklusif, 
khususnya dalam menciptakan model pembelajaran yang fleksibel, 
adaptif, dan berbasis kebutuhan individual. Guru dapat memanfaat-
kan teknologi digital untuk merancang strategi pengajaran yang lebih 
responsif terhadap gaya belajar siswa, baik melalui penggunaan aplikasi 
pembelajaran, media interaktif, maupun perangkat bantu berbasis 
teknologi yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis audio-
visual dapat membantu siswa dengan gangguan pendengaran atau 
penglihatan dalam memahami materi pelajaran. Sementara itu, peng-
gunaan platform e-learning adaptif memungkinkan guru memberikan 
pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan dan kecepatan belajar 
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setiap peserta didik. Teknologi juga berperan dalam memperluas akses 
terhadap sumber belajar digital, pelatihan daring bagi guru pendidikan 
inklusif, serta konsultasi profesional dengan ahli pendidikan khusus 
secara virtual.

Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, proses pembel-
ajaran di sekolah inklusif dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. 
Selain itu, teknologi menjadi sarana untuk memperkuat interaksi sosial 
antarsiswa melalui proyek kolaboratif daring, permainan edukatif, dan 
forum komunikasi yang memfasilitasi keterlibatan semua anak tanpa 
memandang perbedaan kemampuan. Oleh karena itu, integrasi tekno-
logi dalam sistem pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai peluang 
strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau pendidikan 
yang benar-benar inklusif di era digital.

4. Keterlibatan global melalui agenda sustainable development goals
(SDGs)
Peluang lainnya muncul dari dukungan dan komitmen global terha-
dap pendidikan inklusif yang tertuang dalam tujuan pembangunan
berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), khususnya
SDG 4 yang menekankan pentingnya quality education bagi semua.
Agenda global ini mendorong seluruh negara, termasuk Indonesia
untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu.

Pendidikan inklusif tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah nasional, tetapi telah menjadi bagian dari gerakan inter-
nasional untuk membangun masyarakat yang setara, adil, dan berke-
lanjutan. Keterlibatan Indonesia dalam komitmen SDGs memberikan 
peluang besar bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama internasio-
nal, baik dalam bentuk bantuan teknis, pendanaan, pelatihan, maupun 
transfer pengetahuan (knowledge sharing) dengan negara-negara lain
yang lebih maju dalam praktik pendidikan inklusif.

Agenda global ini juga memperkuat dorongan moral dan politik
bagi pemerintah daerah untuk memperluas kebijakan inklusi di ting-
kat lokal. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat, dan komunitas internasional dapat mempercepat proses
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transformasi sistem pendidikan nasional menuju sistem yang lebih 
terbuka, responsif, dan berpihak pada keberagaman peserta didik.

Dapat dikatakan bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, 
terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat dan memperluas 
implementasi pendidikan inklusif. Dukungan kebijakan pemerintah yang 
semakin kuat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
inklusi, kemajuan teknologi pembelajaran yang adaptif, serta dorongan 
global melalui SDGs merupakan fondasi penting yang dapat mempercepat 
terwujudnya pendidikan yang setara, ramah, dan berkeadilan bagi semua 
anak. Jika peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui 
sinergi antarpemangku kepentingan, Indonesia berpotensi menjadi negara 
yang berhasil mengimplementasikan pendidikan inklusif secara holistik dan 
berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal serta tujuan 
pembangunan berkelanjutan dunia.
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BAB X
INOVASI DAN MASA DEPAN 
PENDIDIKAN INKLUSI

Perubahan dalam dunia pendidikan terus terjadi seiring dengan kema-
juan zaman. Pendidikan inklusi menjadi salah satu upaya bagi semua 

anak dengan kebutuhan khusus agar memperoleh hak belajar yang sama. 
Dalam hal ini, sekolah dituntut untuk menyediakan lingkungan belajar 
yang terbuka, ramah, dan mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman 
kemampuan peserta didik. Gagasan inklusi tidak hanya berbicara tentang 
akses pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana sistem belajar dibangun 
agar setiap siswa merasa diterima dan dihargai.

Kemajuan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang mendorong 
perubahan dalam penerapan pendidikan inklusif. Berbagai inovasi muncul 
untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih 
adaptif dan fleksibel. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, 
tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas akses dan menciptakan 
pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap siswa. Melalui 
pemanfaatan teknologi, berbagai hambatan yang selama ini membatasi 
siswa berkebutuhan khusus mulai dapat diatasi.

Selain faktor teknologi, masa depan pendidikan inklusi juga dipenga-
ruhi oleh pola kerja sama di antara berbagai pihak. Sekolah, keluarga, peme-
rintah, dan masyarakat perlu berkolaborasi agar sistem pendidikan inklusif 
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dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam penye-
diaan fasilitas atau layanan, tetapi juga dalam membangun pemahaman 
bersama tentang pentingnya menghargai perbedaan. Dengan dukungan 
yang kuat dari berbagai sektor, pendidikan inklusi dapat berkembang sebagai 
bagian penting dari perubahan pendidikan di masa mendatang.

Peran Teknologi dalam Mendukung  
Pembelajaran Inklusif
Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam 
dunia pendidikan, termasuk dalam penerapan pendidikan inklusif. Kini, 
teknologi berperan bukan hanya sebagai alat bantu pembelajaran; tetapi juga 
sebagai sesuatu yang menghubungkan keberagaman kemampuan peserta 
didik dengan akses pendidikan yang setara. Melalui integrasi teknologi 
dalam proses belajar mengajar, hambatan-hambatan fisik, kognitif, dan 
sosial yang sebelumnya membatasi partisipasi siswa dengan kebutuhan 
khusus mulai dapat diatasi secara bertahap. Kehadiran berbagai inovasi 
seperti teknologi bantu (assistive technology), kecerdasan buatan (AI), desain 
universal untuk pembelajaran digital (DUPL), hingga pemanfaatan augmen-
ted reality (AR) dan virtual reality (VR) menunjukkan bahwa masa depan 
pendidikan inklusif semakin berpihak pada keberagaman dan personalisasi 
pembelajaran. Setiap teknologi memiliki peran yang saling melengkapi 
dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, ramah, serta mendu-
kung potensi setiap individu tanpa memandang keterbatasannya.

Teknologi bantu atau assistive technology (AT) secara luas menjabar-
kan rangkaian alat, strategi, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan, dan tugas seseorang. Adapun tugas yang dimaksud meliputi 
evaluasi kebutuhan individu dengan disabilitas, evaluasi fungsional individu 
di lingkungan adat individu tersebut dan pemilihan, perancangan, pema-
sangan, penyesuaian, penerapan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian 
layanan teknologi bantuan, serta koordinasinya dengan rencana, program 
pendidikan, dan rehabilitasi yang ada untuk pengembangan inklusif (Rosita 
dkk., 2020).

Melalui assistive technology, hambatan percepatan, komunikasi, atau 
akses terhadap materi belajar dapat dikurangi secara signifikan. Contohnya, 
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screen reader atau pembaca layar seperti NVDA dan JAWS memungkin-
kan siswa tunanetra untuk mengakses konten teks secara lisan, sedangkan 
perangkat AAC (augmentative and alternative communication) memberi-
kan sarana komunikasi alternatif bagi siswa dengan gangguan bicara atau 
bahasa. Di sisi pendengaran, alat bantu dengar (hearing aid) dan sistem 
FM wireless membantu menguatkan sinyal suara guru agar terdengar lebih 
jelas dalam kelas inklusif. Penggunaan AT yang tepat disesuaikan dengan 
jenis disabilitas menjadikan materi pembelajaran lebih merata jangkauan-
nya serta memberikan pengalaman belajar yang lebih mandiri bagi siswa 
berkebutuhan khusus.

Selain alat bantu assistive technology, kecerdasan buatan (AI) dan 
pembelajaran adaptif dapat membuka peluang baru untuk menyesuaikan 
pembelajaran secara real-time. Dengan menggunakan algoritma AI, sistem 
pembelajaran dapat menganalisis data performa siswa, seperti jawaban, 
waktu pengerjaan, pola kesalahan, lalu merumuskan rencana pembelajaran 
individual (PPI/IEP) yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan setiap 
peserta didik. Dalam praktikum di kelas inklusif, penerapan pembelajaran 
adaptif berbasis AI juga dapat meningkatkan kinerja akademik siswa berke-
butuhan khusus, memperkuat keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran, 
serta memperbaiki interaksi sosial dalam konteks kelas inklusif (Maulidin, 
2024). AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penunjang, tetapi juga 
sebagai penggerak personalisasi pembelajaran yang mampu memenuhi 
ragam karakteristik belajar siswa.

Agar aplikasi teknologi dalam pembelajaran inklusif tidak menim-
bulkan ketertinggalan baru, perlu diterapkan prinsip desain universal 
untuk pembelajaran digital (DUPL/UDL dalam konteks digital). Prinsip 
ini menekankan agar platform dan perangkat lunak pendidikan dirancang 
sedemikian rupa agar mudah diakses oleh semua siswa dengan fleksibilitas 
dalam cara materi disajikan, cara siswa merespons, dan cara keterlibatan 
dalam aktivitas. Dengan implementasi UDL secara digital, hambatan akses 
bagi siswa dengan gangguan penglihatan, pendengaran, atau motorik dapat 
berkurang karena semua konten dirancang secara inklusif sejak awal. 
Pembelajaran digital 5.0 juga menunjukkan bahwa integrasi platform adaptif 
dan inklusif meningkatkan keadilan pendidikan melalui kemudahan akses, 
keterlibatan, dan adaptabilitas materi bagi semua siswa tanpa terkecuali 
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(Sidik dkk., 2025). Prinsip UDL ini dapat digunakan sebagai jembatan 
antara teknologi adaptif dan keadilan akses dalam dunia pendidikan digital.

Pemanfaatan augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) untuk 
memperkaya pengalaman belajar yang imersif dan aman juga dapat digu-
nakan. Teknologi VR dan AR memungkinkan simulasi lingkungan nyata 
dalam skala kecil sehingga siswa dengan kebutuhan khusus dapat berlatih 
keterampilan sosial, perilaku adaptif, atau eksperimen sains tanpa risiko 
langsung. Misalnya, dalam pelatihan interaksi sosial, siswa dapat masuk ke 
skenario simulatif dan berlatih reaksi dalam situasi tertentu, lalu mendapat 
umpan balik dari sistem atau guru. AR dan VR juga dapat diterapkan dalam 
modul adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga peng-
alaman belajar terasa lebih personal dan menarik (Fadillah, 2024). Ketika 
dipadukan dengan teknologi adaptif dan desain universal, VR dan AR dapat 
berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan masa depan 
pembelajaran yang inklusif karena tidak hanya meningkatkan motivasi dan 
keterlibatan, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengalami 
pembelajaran yang tidak mungkin dilakukan di ruang kelas konvensional.

Model Kolaborasi Lintas Sektoral dan  
Jaringan Dukungan
Dalam pendidikan inklusi, kemitraan atau hubungan antara sekolah dan 
keluarga menjadi landasan yang harus diperhatikan agar program pendi-
dikan tidak hanya berjalan di sekolah, tetapi juga diperkuat di rumah. 
Sekolah perlu mengembangkan strategi agar orang tua atau wali terlibat 
secara aktif dalam pengambilan keputusan pendidikan bagi anak berke-
butuhan khusus, misalnya melalui pelatihan orang tua untuk memahami 
karakteristik dan kebutuhan khusus anak atau melalui komunikasi dua arah 
yang jernih serta rutin antara guru dan orang tua mengenai perkembangan, 
hambatan, dan keberhasilan anak. Haromain (2022) memaparkan bahwa 
sekolah yang berhasil adalah sekolah yang melakukan kemitraan dengan 
melibatkan orang tua dan lembaga masyarakat secara tetap dan adanya 
pelatihan bagi orang tua dan guru agar layanan kepada siswa ABK sesuai 
tingkat kebutuhan mereka. Keterlibatan orang tua tidak hanya sebagai 
informan, tetapi juga sebagai mitra yang ikut berdiskusi tentang program 
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pendidikan individual (PPI) dan keputusan terkait adaptasi kurikulum atau 
metode belajar agar sesuai dengan kondisi anak.

Kolaborasi multidisiplin internal di dalam sekolah juga menjadi suatu 
model yang tak kalah krusial untuk memastikan kemitraan eksternal seperti 
dengan keluarga berdampak nyata. Tim inklusi dapat terdiri atas guru kelas, 
guru pendamping khusus, psikolog, dan terapis yang harus difungsikan 
secara terkoordinasi dalam merancang dan melaksanakan PPI yang terpadu 
sehingga intervensi pendidikan, emosional, dan sosial berjalan selaras. 
Sumiyati dkk. (2023) menyebutkan bahwa sekolah yang merencanakan 
PPI dengan melibatkan tim guru inklusi di bawah koordinator khusus 
memastikan pelaksanaan pembelajaran reguler dengan modifikasi dan 
pengawasan rutin terhadap dokumen PPI dan pelaksanaan adaptasi dapat 
memenuhi kebutuhan spesifik siswa ABK bisa ditangani sejak awal dan 
respons terhadap perubahan perkembangan anak dapat dilakukan secara 
cepat dan tepat.

Selain itu, hubungan sekolah dengan lembaga kesehatan dan terapi bisa 
menjadi perantara yang memperluas ruang dukungan bagi siswa berke-
butuhan khusus. Mekanisme rujukan dari sekolah ke fisioterapis, terapis 
wicara, atau terapi okupasi, bahkan mengundang kerja sama dengan klinik 
atau rumah sakit sehingga memungkinkan siswa mendapatkan layanan 
terapeutik yang tidak tersedia di sekolah sendiri. Penting bahwa sekolah 
memiliki prosedur formal untuk mendeteksi kebutuhan terapi, merujuk 
ke lembaga kesehatan, dan mengintegrasikan hasil terapi ke dalam praktik 
sekolah agar guru dan pendamping khusus mengetahui strategi yang digu-
nakan dalam terapi sehingga penguatan terus dilakukan di kelas. 

Begitupun peran komunitas luas, LSM, dan sektor swasta tidak bisa 
diabaikan sebagai jaringan dukungan eksternal yang memperkuat sistem 
inklusi yang dapat menyumbangkan sumber daya non-formal, seperti 
program magang atau pelatihan vokasi bagi siswa ABK untuk keterampilan 
selain akademik, dukungan material, kampanye kesadaran publik untuk 
mengurangi stigma terhadap disabilitas, serta advokasi kebijakan lokal. 
Pihak luar sekolah seperti tenaga kesehatan atau perguruan tinggi dapat 
membantu melakukan edukasi interaktif yang meningkatkan pengetahuan 
siswa sekaligus mendukung kesehatan mereka. Dengan sinergi seperti ini, 
sekolah inklusi menjadi bagian dari masa depan pendidikan yang lebih besar 
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bahwa layanan pendidikan, sosial, kesehatan, dan komunitas saling meleng-
kapi demi kesejahteraan dan perkembangan siswa secara menyeluruh.

Inovasi Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran 
Diferensiasi
Dalam upaya menciptakan pendidikan inklusif yang benar-benar responsif 
terhadap keragaman siswa, implementasi desain universal untuk pembel-
ajaran (UDL) menjadi langkah awal yang dilakukan. UDL terdiri dari 
tiga prinsip utama, yakni representasi (bagaimana materi disajikan agar 
bisa diakses oleh berbagai tipe siswa), aksi dan ekspresi (bagaimana siswa 
dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda), serta 
keterlibatan (bagaimana memotivasi dan melibatkan siswa secara emosional 
dan kognitif). Wahyuni dan Eva (2025) mengungkapkan implementasi 
UDL melalui prinsip penyajian multipel, keterlibatan multipel, dan ekspresi 
multipel mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, meningkat-
kan empati, serta mengurangi stereotip dan diskriminasi terhadap siswa 
disabilitas. Selain itu, UDL juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam 
pembelajaran sehingga memperkuat toleransi dan kebersamaan di ling-
kungan sekolah. Kondisi digital sekarang juga membuka peluang agar UDL 
menjadi lebih mudah diterapkan, misalnya melalui media pembelajaran 
adaptif dan modul berbasis UDL.

Berkaitan dengan penerapan implementasi UDL, diferensiasi konten, 
proses, dan produk merupakan teknik metodologi pembelajaran yang 
memungkinkan guru menyesuaikan apa yang dipelajari siswa, bagai-
mana mereka belajar, dan bagaimana mereka menunjukkan pemahaman. 
Penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik dari aspek 
kognitif maupun psikomotorik (Agung, 2024). Teknik dalam penerapan 
diferensiasi konten, proses, dan produk dapat berupa pengelompokkan 
siswa berdasarkan kesiapan awal, gaya belajar atau preferensinya, kemudian 
memberikan materi konten yang sesuai, proses belajar yang variatif (diskusi, 
eksplorasi, kerja kelompok, atau individual), dan produk atau penugasan 
akhir yang dapat dipilih berdasarkan kemampuan serta kelebihan siswa. 
Penggabungan teknik ini juga menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih 



133Inovasi dan Masa Depan Pendidikan Inklusi

termotivasi, partisipatif, dan dapat menunjukkan pemahaman mereka 
dengan cara yang lebih nyaman dan efektif.

Lalu pembelajaran berbasis proyek (PBL) inklusif bisa menjadi meto-
dologi lanjutan yang mengintegrasikan prinsip UDL dan diferensiasi serta 
memberi ruang bagi siswa dengan kemampuan berlainan untuk bekerja 
sama dalam proyek yang sama, tetapi dengan kontribusi dan peran yang 
memungkinkan keunikan setiap siswa muncul. Dalam model PBL inklusif, 
pembelajaran dirancang agar outputnya dapat dicapai oleh semua siswa, 
meskipun peran, level kompleksitas tugas, maupun medium pekerjaan dapat 
disesuaikan. Bentuk pembelajaran PBL dapat dilakukan dengan cara guru 
menyediakan opsi tugas proyek yang berbeda, ada siswa yang lebih dominan 
visual diberi tugas presentasi bergambar, siswa auditori bisa mempresen-
tasikan secara lisan, dan siswa kinestetik bisa membuat model fisik atau 
proyek praktikum. Cara tersebut memungkinkan kolaborasi antarsiswa, 
memperkuat rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan pemahaman yang 
lebih mendalam karena siswa tidak hanya menunggu instruksi, tetapi turut 
merancang atau memilih bagaimana mereka belajar dan menunjukkan 
hasilnya dalam cara yang bermakna.

Agar semua inovasi metodologi dan kurikulum ini bisa diukur secara 
valid dan adil, diperlukan asesmen formatif dan sumatif yang fleksibel, 
tidak semata-mata hanya memakai tes standar. Penilaian harus mencakup 
portofolio belajar, observasi, presentasi lisan atau visual, dan instrumen 
lainnya yang memungkinkan siswa menunjukkan kemajuan mereka dalam 
berbagai dimensi, baik di dalam aspek akademik, sosial, emosional, dan atau 
keterampilan praktis. Guru perlu memakai berbagai jenis asesmen untuk 
menangkap kekuatan dan kelemahan peserta didik secara menyeluruh 
(Dianti dkk., 2025). Dalam praktiknya, asesmen formatif memungkinkan 
guru memberikan umpan balik secara segera dan melakukan adaptasi 
pengajaran selama proses belajar, sedangkan asesmen sumatif harus diran-
cang supaya relevan dengan keragaman siswa dan memungkinkan siswa 
menunjukkan pemahaman dengan cara yang sesuai dengan kelebihan serta 
kekurangan masing-masing.
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Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk 
Pendidikan Inklusif
Kurikulum pelatihan guru pra-jabatan dan dalam-jabatan harus dirancang 
dengan standar kompetensi inklusi yang jelas agar pendidik siap mengha-
dapi ragam kebutuhan peserta didik sejak dari awal karier mereka. Materi 
wajib dalam pelatihan ini meliputi identifikasi dini terhadap anak berkebu-
tuhan khusus, penyusunan program pendidikan individual (PPI), strategi 
manajemen perilaku positif, dan penggunaan teknologi inklusif. Satwika 
dkk. (2018) menunjukkan bahwa pelatihan khusus untuk guru memper-
baiki kemampuan identifikasi ABK secara signifikan dan menunjukkan 
peningkatan pengetahuan dan kemampuan praktik di kelas inklusif.

Setelah guru menjalankan pelatihan formal, langkah berikutnya adalah 
mentoring dan coaching sebagai metode pengembangan profesional berke-
lanjutan. Mentoring dan coaching dapat dilakukan dengan guru senior seba-
gai mentor yang mendampingi guru baru atau kurang pengalaman dalam 
merancang dan menerapkan praktik inklusif di kelas. Program supervisi 
berbasis mentoring dan coaching meningkatkan kompetensi pedagogis 
guru, memperkaya variasi metode pembelajaran, mendorong penggunaan 
teknologi dalam pengajaran (Silva dkk., 2025), dan juga dapat berkontribusi 
secara efektif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di 
daerah dengan keterbatasan sumber daya sehingga dapat diadaptasi sebagai 
model pengembangan profesi guru di wilayah lain dengan karakteristik 
serupa.

Selanjutnya, pendidik juga perlu mendapatkan pelatihan sensitivitas 
budaya dan keanekaragaman karena pendidikan inklusi terjadi dalam 
konteks budaya, bahasa, dan nilai keluarga yang berbeda-beda. Guru 
harus dilatih agar mampu memahami latar belakang budaya siswa, bahasa 
lokal atau dialek, norma sosial keluarga, dan nilai-nilai masyarakat sekitar 
sehingga pendekatan pendidikan tidak menjadi asing atau tidak sensitif. 
Maka dari itu, peningkatan kapasitas staf pendukung dan kepala sekolah 
dibutuhkan agar kepemimpinan dan budaya sekolah mendukung inklusi 
secara menyeluruh.
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Tantangan dan Prospek Masa Depan Pendidikan 
Inklusi Global
Tantangan utama pendidikan inklusi adalah mengatasi stigma dan hambatan 
sikap dari masyarakat umum, orang tua, maupun dalam lingkungan seko-
lah. Persepsi negatif terhadap anak berkebutuhan khusus, anggapan bahwa 
mereka berbeda secara tidak produktif, atau bahwa inklusi membebani guru 
dan sekolah sering kali menjadi hambatan nyata bagi partisipasi penuh. 
Melinda dkk. (2025) mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman guru 
mengenai konsep inklusi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan 
fasilitas yang terbatas memperkuat stigma negatif terhadap ABK. Untuk 
mengubah sikap ini diperlukan strategi kampanye kesadaran publik yang 
melibatkan media, tokoh masyarakat, dan intervensi langsung di sekolah, 
seperti dialog antarsiswa dan pelatihan bagi guru dan orang tua agar mereka 
memahami manfaat inklusi, bukan hanya untuk ABK, melainkan untuk 
seluruh komunitas sekolah.

Kesenjangan sumber daya di negara berkembang, terutama di wilayah 
terpencil pun dapat menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pendi-
dikan inklusi yang bermakna. Banyak sekolah di daerah 3T (terdepan, 
terluar, tertinggal) menghadapi kondisi fasilitas fisik yang tidak ramah bagi 
penyandang disabilitas, rasio guru-siswa yang tinggi, dan kurangnya tenaga 
profesional seperti psikolog, terapis, atau guru pendamping khusus. Asdhar 
dan Nono (2025) menggambarkan bahwa akses internet, transportasi, dan 
infrastruktur sekolah di daerah terpencil jauh lebih terbatas dibanding di 
pusat kota sehingga siswa di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan pendi-
dikan yang setara. Tantangan ini menuntut solusi sistemik, seperti alokasi 
sumber daya yang proporsional, dukungan pemerintah pusat dan daerah 
dalam pembangunan infrastruktur, serta penyebaran tenaga profesional 
ke daerah terpencil.

Di masa depan, salah satu prospek besar adalah kemampuan mempre-
diksi dan memanfaatkan tren masa depan dan inklusi digital sebagai bagian 
dari evolusi pendidikan inklusi. Pendidikan yang hybrid (kombinasi daring 
dan luring), penggunaan media pembelajaran digital yang adaptif dan 
aksesibel, serta peningkatan literasi digital di antara guru dan siswa menjadi 
sesuatu yang penting. Meskipun literasi digital dan akses internet terus 
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meningkat, masih terdapat ketimpangan antarwilayah dan faktor gender 
yang perlu diatasi agar inklusi digital bisa benar-benar menyeluruh. Dhuha 
dan Anita (2025) menyebutkan digitalisasi media pembelajaran dapat 
mengurangi hambatan sensorik, menyediakan alternatif akses materi, 
dan memperluas kemungkinan pembelajaran yang personal dan fleksibel. 
Dengan perkembangan teknologi, seperti AI, VR, dan AR, serta platform 
pembelajaran adaptif, ada peluang bahwa sekolah inklusif masa depan akan 
semakin mampu melayani kebutuhan individual siswa dalam lingkungan 
digital dan fisik yang terintegrasi.

Oleh karena itu, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi isu pendi-
dikan; tetapi juga pilar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs). Tidak hanya terkait dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, 
tetapi juga SDG 10 (pengurangan ketimpangan) dan SDG 16 (keadilan). 
Pendidikan inklusi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran 
masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat kebijakan 
publik yang mendukung kesetaraan. Selain itu, pendidikan inklusi melalui 
kurikulum yang responsif terhadap aspek sosial ekonomi dapat membantu 
memutus siklus ketimpangan dan kemiskinan (Az Zahra, 2025). Dengan 
menjadikan pendidikan inklusi sebagai bagian integral dari strategi pemba-
ngunan nasional, prospeknya akan sangat besar. Namun, harus didukung 
dengan komitmen kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor agar 
bisa terwujud.
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